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segenap kemampuan kita, sebaik dan sesempurna mungkin.

~ M other Teresa ~
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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan
[zin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Waingapu

Umbu Lapu Ngunjunau
Universitas Terbuka
Email : umbulapu@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, 1zin Mendirikan Bangunan

Penelitian mengangkat masalah bagaimana Implementasi Kebijakan
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan seberapa besar kontribusi
penerimaan retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Sumba Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi
Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menganalisis besarnya
kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode analisis yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran
terhadap aspek-aspek penelitian, kemudian mendeskripsikan aspek-aspek tersebut,
yaitu implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan. Untuk menentukan fakta-
fakta yang diamati maka peneliti melakukan investigasi dengan cara
mewawancarai beberapa informan kunci, meliputi aparat pemerintah daerah yang
terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan IMB, anggota DPRD dan
masyarakat yang telah mengurus IMB, juga mengumpulkan informasi lain dalam
bentuk tulisan dan laporan yang berada di tempat penelitian. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu kumpulan
daftar pertanyaan untuk melakukan tanya jawab kepada infrman kunci dan
dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku, laporan dan
literatur kepustakaan lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota
Waingapu Kabupaten Sumba Timur belum berjalan efektif yang disebabkan oleh
faktor implementasi kebijakan yang belum berjalan baik, utamanya menyangkut
kompetensi staf yang belum memadai, tingkat pengawasan yang masih lemah,
dukungan politik dari legislatif yang masih rendah dan tingkat komunikasi yang
belum baik. Sedangkan faktor kualitas pelayanan yang diberikan dalam pelayanan
IMB secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik atau sudah memuaskan
masyarakat yang mengurus izin.

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan
pelayanan izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten
Sumba Timur belum berjalan efektif. Dalam arti, belum memberikan kontribusi
signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Timur sehingga
sasaran implementasi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) bagi Kabupaten Sumba Timur sampai saat ini belum tercapai.
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ABSTRACT

The Implementation Service Policy for Physical Building Estabilishment Permit
(IMB) In The City Of Waingapu

Umbu Lapu Ngunjunau
Universitas Terbuka
Email : umbulapu@gmail.com

Keynote : The Implementation Service Policy, Physical Building Estabilishment
Permit

This research is about the implementation of policy sevant physical
building estabilishment permit (IMB) and how large it’s contribution of the IMB
retribution revenue to Sumba Timur’s local revenue at present time.

This research was meant to analyze and explain the implementation of
Sumba Timur local goverment policy on physical building estabilishment service
and analyze how large it’s contribution to Sumba Timur’s total revenue it self.

It was held qualitatively by qualitative description analysis ; namely doing
observating describing same research aspects. Hence to present those aspects by
correlating between unbinding (freed variables) is namely the goverment policy
implementation and binding aspects, that is public services quality and
performance. To find empirical datas, so researcher was doing some investigation
in the manner of interviewing several key infcrmation, legislators, and with some
people who were going to get their permit them selve; bisides that, i attamp to
gain relevant information wether in form ot writing or people reports in site of
research. Instrument applied in this research were interview guidance is namely
data and information accumulat:on from books, reports and other literatures.

This research resulth indicated that, Sumba Timur’s present phisycal
building estabilishment permit factors where have not also been running correctly,
because of coordination between local institutions. In the mean time about service
qualities were given, so to speak have been goog and satisfied them concerned.

The conclusion of this research is the implementation of physical building
permit regulation in rising Sumba Timur’s local revenue has not been effective
yet. In the meaning that it has not given a significant contribution to ward local
revenue. So that, this policy’s implementation target to increase local goverment
revenue still has not been reached yet at present.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi kebijakan 1zin Mendirikan Bangunan
(IMB) di Kota Waingapu adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber
yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di
kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi akademik.

Kupang, 12 September 2015
Yang menyatakan

%ﬂéj

MPEL_

90ADF323024538

ENIH HIBU RUPIA H

UMBU LAPU NGUNJUNAU

NIM. 500009394

vi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



LEMBARAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

42584.pdf

JUDUL TAPM : Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Di Kota Waingapu
Penyusun TAPM : Umbu Lapu Ngunjunau

NIM : 500009394

PROGRAM STUDI : Magister Iimu Administrasi Bidang Minat Administrasi

Publik

HARI/TANGGAL  : Sabtu, iZ September 2013

Menvetuyisl
Pembimbing | Pembi&zﬁizg L1
= |
R
Dr. NURSALAM. M.Si Dr. SOFJAN L&\Rﬂ"lN. M.Si
NIP. 19641009 199103 1 001 NIP. 196606{? 196203 1 002
Penguji Ahii

Prof. Dr. SAM’UN JAJA RAHARJA, M.Si
NIP. 19630828 199001 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Direktur Program Pascasarjana

Ilmu Sosial dan Iimu Politik
Magister Pascasarjana UT /

< vl

Dr. DARMANTO, M.Ed

M.Sc., Ph.D

NIP. 19591027 198603 1 003 NIP. 19520213 198503 2 001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN
Nama : Umbu Lapu Ngunjunau
NIM : 500009394
Program Studi : llmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan 1zin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kota Waingapu

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
Pascasarjana. Progran Studi [lmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.
Universitas Terbuka pada :

Hari/tanggal : Sabtu. 12 September 2013
Waktu 213,00 - 1500 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji: Drs. RIBUT ALAM MALAU, M.Si ..........—=......

Penguji Ahli : Prof. DR. SAM’UN JAJA RAHARIJA, M.Si
—
Pembimbing I : DR.NURSALAM, M.Si ... ST
e
T
Pembimbing II : DR. SOFJAN ARIPIN,M.Si ... 1'./ .......
\
v

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
Karena atas berkatnya sehingga penelitian yang berjudul * Imlementasi Kebijakan
[zin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Waingapu” dapat diselesaikan tepat
pada waktunya.

Penelitian ini merupakan kajian tentang Implementasi Kebijakan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal
dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sumba Timur selaku instansi yang
bertanggunng jawab terhadap pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba
Timur. Hasil penelitian ini diharapkan akan tergambarkan sejauhmana efektifitas
pelaksanaan kebijakan IMB dan seberapa besar kontribusi pelaksanaan kebijakan
IMB tersebut terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
Sumba Timur.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka sulit
untuk menyelesaiakan laporan hasil penelitian ini tepat pada waktunya. Oleh
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada DR. Nursalam, M.Si selaku
Dosen Pembimbing I dan DR. Sofjan Aripin, M.Si selaku Pembimbing II yang
telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama melakukan
penelitian dan penyusunan TAPM ini.
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yang setinggi-tingginva kepada :

1. Suciati, M.Sc., Ph.D, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka,
atas masukan, arahan dan bimbingan mulai sejak mengikuti perkuliahan
sampai dengan menyelesaiakan penulisan TAPM ini;

2. Prof. DR. Sam’un Jaja Raharja, M.Si, selaku Penguji Ahli pada sidang
TAPM, atas koreksi dan masukan untuk penyempurnaan substansi TAPM ini;

3. DR. Darmato, M.Ed, Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program
Magister Pascasarjana Universitas Terbuka, atas masukan, arahan dan
bimbingan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka;

4. Drs. Ribut Alam Malau, M.Si, selaku Ketua Komisi Penguji pada sidang
TAPM, atas koreksi dan masukan untuk penyempurnaan substansi TAPM ini;

5. Istriku tercinta Deselina Djini Moto, ST, anak-anakku tersayang Hilary
Rambu Halla Nggandi, Indhira Putri Lovely Rambu Roku, dan Mitchelle
Rambu Pindi Makambombu dan Ayahanda tercinta Drs Umbu Balla Ngandi,
M,Si serta Khusus bagi Almarhumah Ibunda tercinta Rambu Halla Katu,
adik-adikku tersayang yang selalu setia berdoa dan memberikan dukungan
bagi penyelesaian TAPM ini. Khusus Ibunda Tercinta yang telah
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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Studi

1. Letak geografis

Kabupaten Sumba Timur dikenal dengan Bumi Sandlewood, dalam bahasa
Belanda (sandlehour) dan bahsa inggrisnya (sandalwood) yang artinya Kkayu
cendana. Selain itu Sumba Timur di dikatakan Bumi Sandlewood karena terkenal
dengan Kuda sandlewood pony, adalah kuda pacu asli Indonesia yang
dikembangkan di pulau Sumba khususnya Sumba Timur. Secara geografis
Kabupai-n Sumba Timur terletak di jazirah Selatan Propinsi Nusa Tenggara
Timur yang membentang dari utara ke selatan di antara 119°45 - 120°52 Bujur

Tiinr dan 9°16 - 10°20 Lintang Selatan.
Secara administratif Kabupaten Sumba timur berbatasan deugan :

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu

Sebelah Baratn berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba

L 4

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu Kabupaten di wilayah
Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian selatan dan salah satu dari
empat Kabupaten yang berada di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Timur

memiliki 80 buah pulau yang sudah bernama baik yang berpenghuni maupun
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yang belum berpenghuni, tiga buah diantaranya berada di bagian selatan yaitu
Pulau Salura, Pulau Kotak dan Pulau Manggudu satu buah diantaranya berada di
bagian Timur yaitu Pulau Nuha. Selain itu, masih terdapat 16 buah pulau yang
tidak bernama dan tidak berpenghuni, dan direncanakan pada tahun 2011 yang
lalu akan di beri nama. Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur memiliki
wilayah 7000,5 km? sedangkan wilayah laut luas 8.373,51 km? dengan panjang
garis pantai 433,6 km. Kondisi daerah Sumba Timur merupakan daerah yang
berbukit-bukit dengan rata-rata kemiringan yang tertinggi 40 persen luas wilayah,
dan pada bagian Utara merupakan daerah yang datar dab berbatu-batu serta
kurang subur, sedangkan bagian Selatan merupakan merupakan daerah berbukit-

bukit terjal. Pada lereng-lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur.

Kota Waingapu berada di jantung Kabupaten Sumba Timur sekaligus
sebagai ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Kota Waingapu merupakan daerah
pesisir pantai, sehingga semua pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan terpusat
disini karena baik pelabuhan laut dan pelabuhan udara berada di Kota Waingapu.
Oleh karena semua pusat kegiatan nerekoromian dan perdagangan terpusat di
Kota Waingapu inilah yang membuat kesemarawutan pada daerah-daerah tertentu
terutama daerah pesisir kota sehingga merusak wajah kota. Hal akibat dari
penataan ruang kota yang terabaikan selama ini sampai dengan sekarang oleh
pemerintah Kabupaten Sumba Timur khususnya dalam Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) untuk kegiatan pembanguan sarana dan prasarana fisik baik milik

pemerintah maupun milik masyarakat/swasta.
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Wilayah pemerintahan

Secara administratif wlayah pemerintahan Kabupaten Sumba Timur

terbagi atas 22 (dua puluh dua) Kecamatan dan terdiri dari 16 Kelurahan serta 140

Desa meliputi :

1.

Kecamatan Kota Waingapu, luas wilayah 73,80 km2 dan mencakup 4
(empat) Kelurahan (Kamalaputi, Kambajawa, Hambala, Matawai) dan 3
(tiga) Desa (Mbatakapidu, Pambotanjara, Lukukamaru).

Kecamatan Kambera, luas wilayah 52,00 km2 dan mencakup 7 (tujuh)
Kelurahan (Maulumbi, Lambanapu, Mauliru, Mauhau, Kambaniru,
Prailiu, Wangga) dan 1 (satu) Desa (Kiritana).

Kecamatan Pandawai, luas wilayah 412,6 km2 dan mencakup 2 (dua)
Kelurahan (Kawangu, Watumbaka) dan 5 (lima) Desa (Kambatatana,
Mauboku}, Kadumbul, Palakahembi, Laideha).

Kecamatan Nggaha Ori Angu, luas wilayah 286,4 km2 dan mencakup 8
(delapan) Desa (Pulupanjang, Makamenggit, Praikarang, Praipaha,
Praihambuli, Tandula Jangga, Tana Tuku, Ngadu Langgi).

KXecamatan Katala Hamu Lingu, luas wilayah 453,1 km2 dan mencakup 5
(lima) Desa (Praibakul, Lailara, Mandahu, Kombapari, Matawai Amahu).
Kecamatan Lewa, luas wilavah 281,1 km2 dan mencakup 1 (satu)
Kelurahan (Lewa Paku) dan 7 (tujuh) Desa (Kondamara, Matawai Pawali,
Rakawatu, Kambata Wundut, Kambu Hapang, Tanarara, Bidi Hunga).
Kecamatan Lewa Tidahu, luas wilayah 322,1 km2 dan mencakup 6 (enam)
Desa (Watumbelar, Lai Hawu, Umamanu, Mondu Lambi, Kangeli Bidi

Praing).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



10.

11.

12.

15.

42584.pdf

54

Kecamatan Tabundung, luas wilayah 5144 km2 dan mencakup 10
(sepuluh) Desa (Tarimbang, Tapil, Billa, Praing Kareha, Waikanabu,
Karita, Wudi Pandak, Kukitalu, Bangga Watu, Pindu Hurani).

Kecamatan Pinu Pahar, luas wilayah 246,6 km2 dan mencakup 6 (enam)
Desa (Wahang, Tawui, Lailunggi, Wangga Bewa, Ramuk, Mahaniwa).
Kecamatan Karera, luas wilayah 334,6 km2 dan mencakup 7 (tujuh) Desa
(Prai Salura, Praimadita, Nggongi, Tandula Jangga, Nangga, Anajaki,
Jangga Mangu).

Kecamatan Paberiwai, luas wileyah 199,7 km2 dan mencakup 7 (tujuh)
Desa (Kanggar, Karera Jangga, Mehang Mata, Praimbana, Pabera Manera,
Winumuru, Laitaku).

Kecamatan Mahu, luas wilayah 196,6 km2 dan mencakup 6 (enam) Desa
(Patamawai, Lahiru, Wairara, Prai Kalala, Lulundilu, Haray).

Kecamatan Matawai La Pawu, luas wilayah 405,4 km2 dan mencakup 6
(enam) Desa (Karipi, Wanggameti Katikuwai, Katikutana, Prai Bokul,
Katikuluku).

Kecamatan Kahaungu Eti, luas wilayah 475,1 km2 dan mencakup 9
(sembilan) Desa (Mau Ramba, Kambata Bundung, Kamanggih, Kataka,
Matawai Maringu, Matwai Katingga, Kotak Kawau, Lai Mbonga, Meo
Rumba).

Kecamatan Kambata Mapambuhang, luas wilayah 412,7 km2 dan
mencakup 6 (enam) Desa (Waimbidi, Luku Wingir, Marada Mundi,

Maidang, L.ai Meta Mahu Bokul).
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Kecamatan Umalulu, luas wilayah 307,9 km2 dan mencakup 1 (satu)
Kelurahan (Lumbu Kore) dan 9 (Sembilan) Desa (Lailuru, Watu Puda,
Umalulu, Watu Hadang, Mutunggeding, Matawai Atu, Patawang, Wanga,
Ngaru Kanoru).

Kecamatan Rindi, luas wilayah 366,5 km2 dan mencakup 8 (delapan)
Desa (Tamburi, Lai Lanjang, Hanggaroru, Kabaru, Hai Katapu, Tanaraing,
Rindi, Kayuri).

Kecamatan Pahunga Lodu, luas wilayah 349,8 km2 dan mencakup 8
(delapan) Desa (Kuruwaki, Kaliuda, Tanamanang, Pamburu, Tamma,
Lambakara, Mburukulu, Palanggai).

Kecamatan Wullo Waijelu, luas wilayah 221,3 km2 dan meancakup 7
(tujuh) Desa (Lai Janji, La Tena, Lai Pandak, Lumbu Manggit, Paranda,
Hadakamali, Wula).

Kecamatan Ngadu Ngala, luas wilayah 207,9 km?2 dan mencakup 5 (lima)
Desa (Prai Witu, Kakaha, Hamba Wutang, Prau Raming, Kabanda).
Kecamatan Kanatang, luas wilayah 279,4 km2 dan mencakup 1 (satu)
Kelurahan (Temu) dan 4 (empat) Desa ( Ndapayami, Kuta, Hamba Praing,
Mondu).

Kecamatan Haharu, luas wilayah 601,5 km2 dan mencakup 7 (tujuh) Desa
( Rambangaru, Mbatapuhu, Prai Bakul, Wunga, Napu, Kadahang,
Kalamba).

Gambaran wilayah pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa sebagian

besar pemukuman dan kegiatan pembangunan lainnya di wilayah Kabupaten

Sumba Timur masih berada dalam jangkauan pusat-pusat pemerintahan terendah
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yaitu Kelurahan dan Desa. Kondisi ini akan memberikan kemudahan bagi instansi
teknis untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan di wilayah Kecamatan

dan Kelurahan/Desa terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan IMB.

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2013 adalah sebesar
241416 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 3460 jiwa dari tahun
sebelumnya, dimana jumlah penduduk pada tahun 2012 yaitu sebesar 23795 jiwa.
Jumlah penduduk Kota Waingapu 37.459 jiwa, Kambera 32.422 jiwa, Kanatang
9.972 jiwa pada Tahun 2013. Jumlah ini mengalami peningkatan untuk Kota
Waingapu sebesar 609 jiwa, Kambera 420 jiwa, Kanatang 26 jiwa dari tahun
sebelumnya dimana jumlah penduduk pada tahun 2012 di Kota Waingapu 36.850

jiwa, Kambera 32.002 jiwa, Kanatang 9.946 jiwa.

Secara umum pola sebaran penduduk di Kabupaten Sumba Timur tidak
merata, dimana dari 22 wilayah kecamatan sebaran penduduk tertinggi yaitu di
Kecamatan Kota Waingapu yaitu 37.459 jiwa dan kecamatan Kambera yaitu
32.422 jiwa, sedangkan sebaran terendah di kecamatan Kambata Mapambuhang
yaitu 3617 jiwa. Adapun kepadatan tertinggi yaitu di kecamatan Kambera 624
jiwa per km2 di ikuti kecamatan Kota Wainganu 508 jiwa per km2, sedangkan
kepadatan terendah di kecamatan Katala Hamu Lingu dan kecamatn Kambata
Mapambuhang 9 jiwa per km2 sedangkan kecamatna lain berkisar 10 -58 jiwa per
km2. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumba Timur selama kurun
waktu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2012-2013 yaitu sebesar 1,43 % dengan laju

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,45 %.
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Jumlah dan sebaran permukiman di Kabupaten Sumba Timur khusunya Kota
Waingapu dipengaruhi oleh jumlah, sebaran dan aktifitas penduduknya. Jumlah
penduduk di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan rumah tangga sesuai data
tahun 2013 adalah sebanyak 52.526 KK, yang tersebar pada 22 kecamatan dan 16
kelurahan dan 140 desa, serta bermukim pada pulau sumba dan 1 (satu) pulau

kecil yaitu Salura.

Berdasarkan keadaan penduduk tersebut maka secara langsung
mempengaruhi jumlah banguzn di Kabupaten Sumba Timur khususnya Kota
Waingapu. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya secara signifikan juga diikuti oleh perkembangan jumlah
bangunan, baik untuk kebutuhan rumah tinggal, fasilitas umum, dan fasilitas
social maupun untuk kegiatan jasa usaha. Peningkatan jumlah perduduk yang
diikuti dengan perkembangan jumlah bangunan tersebut merupakan potensi besar
tethadap pelaksanaan kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur

khususnva Kota Waingapu.
4. Kondisi perumakan dan permukiman

Karakteristik wilayah Kabupaten Sumba Timur sebagai wilayah kepulauan
menyebabkan sebagian besar kawasan permukiman menyebar dan memusat di
wilayah pesisir, dengan pola bentukan mengelompok secara memanjang
mengikuti ruas jalan. Aktifitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumba
Timur sangat dipengaruhi oleh tingkat perkotaan masing-masing wilayah,

sehingga sbagian besar memusat pada kawasan perkotaan, yaitu kawasan kota ibu
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kota Kabupaten maupun kota-kota kecamatan, dan sebagian lagi menyebar di

kawasan perdesaan pada pulau utama.

Kondisi permukiman pada kawasan perkotaan, utamanya di Kota Waingapu
yang merupakan ibukota Kabupaten maupun pada kawasan kota-kota kecamatan,
mempunyai tingkat sebaran dan kepadatan bangunan cukup tinggi. Aktifitas
perumahan pada kawasan ini juga cenderung menyatu antara berbagai jenis dan
tipe bangunan dan tidak ada pemisahan pada kawasan perumahan khusus. Kondisi
bangunan perumahan pada kawasan ini didominasi oleh bangunan permanen.
Sementara pada kawasan perdesaan, aktifitas permukiman tergambarkan dengan
tingkat sebaran dan kerapatan bangunan yang rendah, sedangkan aktifitas
perumahan tumbuh menyatu antara berbagai jenis bangunan, namun karakteristik
pangunannya relative homogeny. Kondisi bangunan perumahan pada kawasan ini

didominasi oleh bangunan non permanen.

Secara umum kondisi perumahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur
didominasi oleh bangunan permanen dengan konstruksi beton (rumah batu) dan
konstruksi kayu (rumah panggung) sedangkan sebagian l!ainnya tergolong
bangunan non permanen dengan konstruksi kayu (rumah panggung) Berdasarkan
data tahun 2013 jumlah bangunan di kabupaten Sumba Timur khususnya Kota
Waingapu sebagai obyek penelitian d=n juga sasaran Rencana Detail Tata Ruang
Kota (RDTRK) adalah 1537 bangunan permanen, sedangkan banguanan non

permanen (rumah panggung) belum terdata secara rinci.

Tingkat sebaran perumahan di Kabupaten Sumba Timur khususnya wilayah

penelitian Kota Waingapu sebagai sasaran RDTRK yang meliputi :
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1.  Kelurahan Kambajawa;
2. Kelurahan Hambala;

3. Kelurahan Matawai;

4.  Kelurahan Kamalaputi;
5. Kelurahan Praliu;

6. Kelurahan Kambaniru;
7.  Kelurahan Wangga;

8. Kelurahan Mauliru;

9.  Kelurahan Lambanapu;
10. Kelurahan Malumbi;
11. Kelurahan Mauhau;

12. Kelurahan Temu;

Sebaran yang cukup bervariasi antar setiap wilayah RDTRK, sesuai dengan
laju pembangunan dan sebaran penduduk masing-masing wilayah RDTRK.
Secara kewilayahan tingkat sebaran perumahan teringgi terdapat Kecamatan Kota
Waingapu (Matawai, Hambala, Kamzlaputi, Kambajawa), yang merupakan
wilayah kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Sumba Timur. Adapun
wilayah dengan tingkat sebaran terendah terdapat di Kecamatan Kanatang

(Temu).

Berdasarkan Data kepemilikan IMB pada Juli 2012 sampai dengan
Desember 2013 hanya 66 buah, sedangkan sebagian besar lainnya belum memiliki
IMB. Rendahnya kepemilikan IMB atas bangunan tersebut dipengaruhi oleh

status baru diberlakukan secara efektif PERDA IMB pada Tahun 2011, dan mulai
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efektif dengan di bentuk badan perizinan terpadu pada BPMPT dan baru resmi

tercatat retribusi IMB sebagai PAD pata tahun 2013.

Berdasrkan kenyataan tersebut, maka diperlukan upaya untuk
mengefektifitaskan pelaksanaan kebijakan IMB agar potensi bangunan perumahan
yang di miliki, secara teknis dapat mendukung pelaksanaan penataan ruang
wilayah dan kawasn secara menyeluruh di Kabupaten Sumba Timur khususnya
mensukseskan Rencana Tata ruang Kota Waingapu. Selain itu, secara ekonomi
juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten

Sumba Timur yang bersumber dari penerimaen retribusi IMB.

S. Kondisi Sumber Daya dalam pengelolaan perizinan dan PAD
a. Keadaan Pegawai

Pegawai negeri sebagai komponen sumber daya manusia dalam organisasi
pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menggerakkan roda
organisasi, baik secara kuantitas terlebih lagi secara kualitas. Dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpedu
(BPMPT), di tunjang oleh sumber daya aparatur yang berstatus PNS yang
seluruhnya berjumlah 25 orang PNS.

Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan SDM pegawai Badan
penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas-tugas
organisasi, maka pengamatan penulis difokuskan pada tiga aspek, yaitu (1) tingkat
pendidikan formal, (2) diklat teknis fungsional, dan (3) pangkat dan golongan.

Uraian berikut mendeskripsikan tentang ketiga aspek tersebut.
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1) Kedaaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal

Kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok yang
diembannya sangat ditenetukan oleh tingkat pendidikan formal yang dimilikinya.
Semakin tinggi pendidikan formal yang dimiliki, maka semakin berpotensi
seorang pegawai melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik.
Perkembangan lingkungan kerja dan tantangan tugas yang dihadapi oleh pegawai
dalam melaksanakan otonomi daerah, maka SDM aparatur kedepan mensyaratkan
memiliki wawasan luas, kompetensi, dedikasi dan profesionalisme dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Keadaan pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
(BPMPP) berdasarkan tingkat pendidikan formal disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanainan Medal dan

Pelayanan Perizizan Kabupaten Sumba Timur

No.| Tingkat Pendidikan F('(‘;'r‘:;;)s‘ P ""(?;(‘)‘)‘ase
ED) i 40
2. | sMA 10 40,0
3. | Sarjana Muda 3 12,0
4 | s 10 40,0
5. | s2 1 4,0
Total 25 100

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 2013

Tabel 4.1 tersebut m3nunjukkan bahwa jumlal: pegawai pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur
dengan tingkat pendidikan Sarjana S1 memiliki presentase tertinggi yaitu
sebanyak 10 orang (40%) disusul sama tingginya pegawai berpendidikan SMA

sebanyak 10 orang (40%), kemudian pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda
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sebanyak 3 orang (12%), dan pegawai berpendidikan Magister (S2) sebanyak 1
orang (4%), serta pegawai berpendidikan SD sebanyak 1 orang (4%).

Jika dilihat secara kuantitas, maka jumlah pegawai yang dimiliki oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba
Timur masih relatif minim sehingga mempengaruhi jumlah dan presentase tingkat
pendidikan formal yang dimiliki pegawainya. Berdasarkan tingkat pendidikan
formal, dari total 25 orang pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Kabupaten Sumba Timur, belum ada yang memnuhi kriteria penataan
ruang dan penataan bangunan sehingga belum memahami betul menyangkut
perizinan bangunan secara teknis. Oleh karena itu masih berkoordinasi dengan
Dinas Pekerjaan Umum Bidang cipta karya, yang berjalan sejak berdirinya Badan
Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan yang tergolong baru 2 tahunan.

2) Persentase pegawai berdasarkan diklat terkait fungsional

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan
perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya adalah melalui pendidikan dan
pelatihan (diklat). Jenis kegiatan diklat yang sering dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pegawainya adalah diklat

struktural dan diklat teknis fungsional.

Diklat struktural lebih diperuntukkan bagi pegawai yang menduduki
jabatan strktural, sedangkan diklat teknis fungsional diperuntukkan bagi semua
pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pejabat struktural juga perlu
mengikuti diklat teknis fungsional sesuai dengan substansi tugas pokoknya.
Semakin sering seorang pegawai mengikuti diklat teknis fungsional maka

kecenderungannya semakin mampu, cakap dan terampil dalam melaksanakan
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tugas pokoknya. Alasan tersebut menjadi pertimbangan bahwa diklat teknis
fungsional merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesiapan SDM
organisasi dalam melaksanakan tupoksinya. Semakin tinggi persentase pegawai
yang mengikuti diklat teknis fungsional maka diharapkan semakin baik pula

kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Berdasarkan data pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sumba Timur, belum ada yang mengikuti diklat teknis fungsional
menyangkut perizinan terpadu, ini akibat dari baru terbentuknya Badan
Pernanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur sebagai
perizinan satu atap dari Dinas Pekerjaan Umum berubah nomenklatur ke badan
Denanaman Modal dan Pelayanan Perizinan pada tahun 2012 berdasarkan Perbup
Sumba Timur No. 11/BPMPP.570/417/V1I/2012 ttg Pelimpahan Wewenang
Felayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPMPP Kabupaten
Sumba Timur.

3) Persentase pegawai berdasarkan golorgan kepangkatan

Golongen kepangkatan pegawai disamping dapat menggambarkan
kedudukan dan status kepegawaian seseorang, juga dapat mencerminkan tingkat
pengalaman dan masa kerja seorang pegawai. Semakin tinggi kepangkatan
seorang pegawai maka kecenderungannya semakin baik pula kemampuan dan
wawasan yang dimiliki seorang pegawai, sehingga semakin mampu melaksanakan
tugas pokok yang diembannya secara baik. Untuk mengetahui keadaan SDM
pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumba

Timur berdasarkan golongan kepangkatan disajikan pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Persentase Pegawai Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan  Perizinan Kabupaten @ Sumba  Timur

berdasarkan golongan

No. Golongan pegawai Frekuensi Prosentase
(Orang) ()
1. | Golongan IV/b 2 8,0
2. | Golongan IV/a 1 4.0
3. | Golongan III/d 9 36,0
4. | Golongan Ill/c 2 8,0
5. | Golongan III/b 3 12,0
6. | Golongan IIl/a 3 12,0
7. | Golongan II/b 4 16,0
8. | Golongan I/a 1 4,0
Total ‘ 25 160

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 2013

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut menunjukkan tahwa secbagian besar
pegawai Badan penanaman Modal Jan Pelayanar Perizinan (BPMPP) Kabupaten
Sumba Timur adalah golongan IV yaitu sebanyak 3 orang (12%), kemudian
pegawai golongan 1II yaitu sebanyak 17 orang (68%), kemudian pegawai
golongan II yaitu sebanyak 4 orang (16%) dan pegawai golongan I yaitu sebanyak
1 orang (4%). Bila dirinci berdasarkan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat |
(IV/b) yaitu sebanyak 2 orang (8%), kemudian pegawai yang
berpangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) yaitu sebanyak 1 orang (4%),
kemudian pegawai yang berpangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (I1I/d) yaitu
sebanyak 9 orang (36%), kemudian pegawai yang berpangkat/golongan ruang
Penata (IIl/c) yaitu sebanyak 2 orang (8%), kemudian pcgawai yang
berpangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) yaitu sebanyak 3 orang

(12%), kemudian pegawai yang berpangkat/gclongan ruang Penata Muda (I1l/a)
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yaitu sebanyak 3 orang (12%), kemudian pegawai yang berpangkat/golongan
ruang Pengatur Muda Tingkat [ (II/b) yaitu sebanyak 4 orang (16%) dan pegawai
yang berpangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a) yaitu sebanyak 1 orang (4%).

Mencermati keadaan pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Kabupaten Sumba Timur yang sebagian besar adalah golongan II dan
golongan III, hal ini karena sebagian besar pegawai yang ada mempunyai masa
kerja di bawah 10 tahun sebanyak 8 orang (32%) dan yang masa kerja diatas 10
tahun sebanyak 14 Orang (56%). Kondisi ini cukup mempengaruhi tingkat
kemampuan dan pengalaman kerja pegawai Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur.
b. Keadaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur merupakan segala
kelengkapan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut
dalam implementasi Kebijakan Pelayanan I1zin Mendirikan Banguran (IMB).
Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang berada pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur
terdiri dart sebuah bangunan kantor yang terletak di Kompleks Perkantoran
Radamata Kota Waingapu, 2 unit kendaraan roda dua tahun 2012, 3 unit komputer
PC, 1 unit laptop, satu unit GPS dan dua buah roll meter ukuran 50 meter.

Berdasarkan kondist dan jenis bangunan, gedung kantor Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur
merupakan bangunan permanen sehingga dapat dikatakan cukup representatif bagi

pemberian pelayanan retribusi IMB. Selain itu, untuk memperlancar kegiatan
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pelayanan administrasi, sudah tersedia 2 unit kendaraan roda dua, 3 unit komputer
PC, 1 unit laptop yang selalu siap digunakan oleh aparat Badan Penanama Modal
dan Pelayanan Perizinan khususnya Bidang Perizinan Kabupaten Sumba Timur
bagi pelayanan IMB.

¢. Pelayanan izin mendirikan bangunan

Pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk
pelayanan umum perizinan tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan
(IMB) ini mulai diberlakukan sejak ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten

Sumba Timur Nomor 9 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai visi, yaitu : tertatanya
seluruh ruang wilayah, kawasan, bangunan dan lingkungan permukiman yang
mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (EDTRW) dan Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun 2009-2029 Kabupaten Sumba Timur.
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan adalah “ Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan permukiman
yang berwawasan lingkungan”. Wujud pencapaian misi tersebut dijabarkan dalam
sasaran strategis, yaitu “(1) terwujudnya bangunan dan permukiman yang tertata
dan teratur; dan (2) terwujudnya tertib pendirian bangunan”. Dengan demikian,
pelayanan IMB yang merupakan salah satu fungsi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan (BPMPP) tentunya harus sesuai dengan visi dan misi

tersebut.
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Secara kelembagaan dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di
Kabupaten Sumba Timur, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi kelayakan teknis terhadap izin
mendirikan bangunan. Sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi teknis
maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan instansi yang

bertanggung jawab terhadap penerbitan dan pengawasan IMB.

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bangunan yang
merupakan bangunan perumahan atau hunian (rumah tinggal), toko, ruko, hotel,
dan bangunan usaha lainnya, yang dikelola atau didirikan oleh orang pribadi dan
atau badan hukum swasta. Bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang
dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Sumba Timur selama ini meliputi : a) penyediaan informasi dan blangko formulir
permohonan IMB, b) pemeriksaan dan penelitian berkas kelengkapan permohonan
IMB, ¢) pemeriksaan dan survey lokasi bangunan, dan d) pengajuan proses

pencrbitan sertifikat TMB.

Sebagai bentuk penggantian biaya atas penggunaan sumber daya dalam
rangka penyediyaan jasa pelayanan IMB, setiap pemohon wajib membayar
retribusi IMB yang besarannya ditetapkan sesuai dengan klasifikasi bangunan
yang dimohonkan izinnya. Dalam hal ini, retribusi IMB dapat menghasilkan
penerimaan bagi PAD karena setiap orang atau badan hukum yang akan
mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Besarnya tarif retribusi IMB
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu.
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Pelaksanaan pelayanan IMB pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan menjadi kewenangan Bidang Pelayanan Perizinan Subid
Pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan IMB ini disamping melibatkan
petugas/pegawai sesuai bidang tugasnya, juga didukung oleh peralatan kantor dan

lapangan guna mempermudah pelayanan IMB.

d. Prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan

Pelayanan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sumba Timur
selama ini dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur penerbitan izin
mendirikan bangunan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2011. Jika pemohon sudah melengkapi berkas sesuai dengan yang
disyaratkan bidang pelayanan retribusi IMB, maka sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan bahwa IMB dapat diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja,
terhitung setelah pemohon memasukkan permohonan pengurusan IMB ke Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur.

Adapun prosedur pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur adalah

sebagai berikut :

1. Pemohon mengambil formulir permohkonan untuk pengurusan IMB pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

2. Pemohon mengajukan permohonan memperoleh IMB kepada Bupati Sumba
Timur cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan
mengisi formulir permohonan IMB dan melengkapi berkas permohonan IMB
berupa fotocopy KTP, identitas kepemilikan tanah, pembayaran PBB dan

gambar desain bangunan beserta RAB;
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3. Pemohon memasukkan berkas permohonan IMB pada Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan;

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memeriksa berkas
permohonan yang diajukan, jika dinyatakan sudah lengkap maka permohonan
tersebut diteruskan Dinas Pekerjaan Umum melalui pegawainya yang
ditempatkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

5. Dinas Pekerjaan Umum mengevaluasi kembali kebenaran berkas permohonan
yang diajukan, baik administrasi maupun teknis, apabila dinyatakan lengkap
maka tim teknis Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan survey dan
pengukuran lapangan atas rencana lokasi bangunan tersebut. Namun apabila
berkas permohonan *ersebut belum lengkap maka berkasnya dikembalikan
kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk selanjutnya
diteruskan  kepada pemohon agar melengkapi kembali berkas
petmohonannya. Dalam tahap ini. paling lambat dua hari setelah
dimasukkannya permohonan kepada Dinas Pekerjaan umum, tim teknis akan
melakukan survey dan pengukuran lspangan;

6. Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum selanjutuiya melakukan survey dan
pengukuran lapangan atas rencana lokasi bangunan tersebut hasil ini
kemudian jadi dasar bagi pemohon untuk pengurusan Advis Planning pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui Bidang Fisik
dan Prasarana mengeluarkan Advis Planning berupa rekomendasi kelayakan

teknis atas lokasi dan desain bangunan yang diajukan. Proses pemberian
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Advis Planning paling lambat dua hari setelah dilakukannya survey dan
pengukuran lapangan;

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyerahkan berkas
permohonan IMB tersebut yang telah diberikan Advis Planning tersebut
kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

9. Pemohon membayar retribusi sesuai perhitungan yang ditetapkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum; dan

10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memproses penerbitan
sertifikat IMB yang ditandatangani oleh Bupati Sumba Timur. Proses

terbitnya sertifikat IMB paling lambat tiga hari setelah pengajuannya.

Untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan IMB, maka proses
pengurusan dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan nada
loket yang disediakan sesuai urusannya. Pelayanan IMB dilakukan oleh pegawai
Dinas Pckerjaan Umum yang di perbantukan di Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan.

Lebih jelas mengenai prosedur pengurusan IMB di Kabupaten Sumba Timur

disajikan pada gambar 4.1.
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B. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di
Kabupaten Sumba Timur

Sub bab ini akan menguraikan proses Implementasi kebijakan pelayanan izin
mendirikan bangunan, yang mencakup substansi kebijakan izin mendirikan
bangunan dan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur.

1. Substansi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten

Sumba Timur

Tidak dapat dipungkiri bahwa diera otonomi daerah saat ini, setiap daerah
berupaya untuk merumuskan dan kemudian mengimplementasikan kebijakan
strategis guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan
di daerahnya. Teriebih lagi kebijakan tersebut dapat memberikan kouatribusi
langsung bagi peningkatan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dalam
bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan
otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata
dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya.

Dalam konteks Kabupaten Sumba Timur salah satu kebijakan strategis yang
telah diimplementasikan adalah kebijakan tentang izin mendirikan bangunan
(IMB). Pengimplementasikan kebijakan IMB tersebut pada dasarnya ditujukan
untuk mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan fisik guna mewujudkan
pemanfaatan ruang secara tertib bahkan secara langsung diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang
bersumber dari retribusi IMB. Sebagai suatu kebijakan daerah yang bersifat
strategis maka kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur telah

mempunyai dasar hokum yang mengatur pelaksanaannya yaitu PERDA Nomor 9
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Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan PERDA Nomor 12 ihum 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Penerapan kebijakan @ 3 tersebut
membawa konsekuensi bahwa setiap masyarakat baik orang pribadi. {anshukum
swasta atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan atau meng . : bamgunan
wajib terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasarkan PERDA Nomor 9 Tahun 2011 disebutkan i Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan pem: ah. daerah
kepada orang pribadi atau badan hukum swasta maupun pen tak untuk
memanfaatkan rekayasa teknologi ilmu pengetahuan dan rekay: kenstruksi
daiam bentuk bangunan atau apapun bentuknya yang memanfaat ruang dan
barsifat tetap dan untuk mengubah bangunannya maupun w : kegiatan
membangun atau mengubahnya sesuai dengan koefisien dasar bang an (KDB),
koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien tinggi bangunan (K= . koefisien
{asilitas banguran (KFB) serta koefisien konstruksi bangunan KB) yang
ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yar 'menempati
bangunan tersebut. Lebih lanjut disebutkan bahwa tiap orang p adi, badan
hulum swasta atau pemnerintzh yang akan mendirikan atau mengt : bangunan
wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administrasi serta uat dengan
peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang d itan aturan
lainnya.

Mengacu pada substansi kebijakan tersebut maka penerapan : jakan IMB
ini merupakan langkah yang tepat, seiiring realitas pesatnya pe wgunan di
berbagai bidang terutama kegiatan perumahan maupun sarana « pfasarana.

Pesatnya pembangunan tersebut secara langsung berdampak p: perubahan
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fungsi ruang sebagai akibat meningkatnya kebutuhan pemanfaatan ruang/lahan
oleh berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta
maupun pemerintah. Selain itu, penerapan kebijakan IMB tersebut juga
merupakan upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di
Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari retribusi IMB.

Sebagaiman yang ditegaskan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan (BPMPP), yaitu sebagai berikut :

“Dalam rangka mewujudkan ketertiban bangunan, khususnya dalam upaya

memelihara dan menata wajah kawasan perkotaan, maka diperlukan upaya

peningkatan pelayanan dalam bentuk pengawasan dan perizinan bangunan.

Penerbitan IMB bertujuan untak memberikan kepastian hukum, kenyamanan

dan keamanan kepada masyarakat pemilik bangunan, karena dengan memiliki

IMB berarti suatu bangunan telah memenuhi unsur kelayakan dari aspek

teknis, ekologis dan administrasi untuk dibangun. Disamping itu, penerbitan

IMB juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam penerimaan

pendapatan asli daeral. (PAD) yang bersumber dari retribusi IMB”.

(Wawancara November 2014)

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah selaku
regulator di daerah, memiliki kewenangan luas untuk melaksanakan berbagai
kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat
lebih terarah dan terkendali. Pengimplementasian kebijakan IMB di Kabupaten
Sumba Timur memiliki esensi yang cukup strategis yaitu untuk mengarahkan dan
mewujudkan upaya penataan wilayah dan kawasan sesuai arahan rencana tata
ruang. Dalam implementasi kebijakan IMB tersebut, daerah akan penerbitan surat
IMB sebagai persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan
hukum dalam mendirikan bangunan.

Lebih jelas mengenai esensi penerapan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba

Timur sebagaimana dikemukakan oleh Anthon Dida Njuka (Anggota DPRD

Kabupaten Sumba Timur), yaitu bahwa
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“Dari segi tata ruang penerapan kebijakan IMB ini juga sangat penting untuk
mendukung penataan dan pengendalian bangunan di seluruh wilayah
Kabupaten Sumba Timur.” (Wawancara November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menegaskan bahwa salah satu esensi
penerapan kebijakan IMB adalah dalam rangka mengendalikan berbagai kegiatan
pembangunan fisik agar lebih terarah. Penerapan kebijakan IMB tersebut menjadi
dasar bagi instansi teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk
melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan fisik yang baik
dilaksanakan oleh orang pribadi maupun badan hukum swasta atau pemerintah.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pekerjaan Umum akan
mengeluarkan rekomendasi teknis kemudian diteruskan ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerzh (BAPPEDA) untuk di keluarkannya Advis Planning
tersebut merupakar dasar utama bagi Badan Peranaman Modal dan Pelayanan
Perizinan (BPMPP) untuk menerbitkan sertifikat IMB.

a. Ketentuan wajib memiliki IMB

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam PERDA Kabupaten
Sumba Timur Nomer 9 Tahun 2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketentuan
wajib memiliki IMB bagi setiap kegiatan pendirian bangunan. Berdasarkan pasal
3,4,5,6,7 dan 8 tentang retribusi izin mwndirikan bangunan disebutkan bahwa “
tiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan
atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memperoleh izin”, selanjutnya
dalam pasal diatas disebutkan bahwa “ izin sebagaimana dimaksud dalam pasal
diatas diterbitkan oleh Kepala Daearah”.

Substansi kedua pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap

orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan
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atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memiliki izin yang diterbitkan
oleh Kepala Daerah. Dalam arti bahwa setiap orang, badan hukum atau
pemerintah seharusnya tidak diperkenankan untuk memulai melakukan kegiatan
pembangunan fisik, baik dalam bentuk mendirikan bangunan baru atau mengubah
banguan yang sudah ada, sebelum terbitnya surat atau sertifikat IMB. Sertifikat
IMB yang diterbitkan oleh Kepala Daerah tersebut menjadi dasar bagi setiap
orang untuk memulai melakukakan kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah
bangunan. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur,
yaitu sebagai berikut :
“sudah jelas diatur dalam perda bahwa setiap orang, badan hukum maupun
instansi pemerintah yang akan mendirikan bangunan seharusnya mengurus
IMB terlebih dahulu sebelum mercka melaksanakan  kegiatan
pembangunannya, karena sertifikat IMB tersebut menjadi dasar yang
melegalkan bangunan yang mereka dirikan”. (Wawancara, November 2014)
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap bangunan yang didirikan,
baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah wajib
memiliki sertifikat IMB terlebih dahulu sebelum bangunan tersebut didirikan.
Kepemilikan IMB bagi setiap bangunan yang didirikan merupakan upaya untuk
memberikan legalitas kepada bangunan yang didirikan dan menghindar timbulnya
konflik dikemudian hari khususnya menyangkut status lahan dan kepemilikan
bangunan. Dalam arti bahwa dengan adanya sertifikat IMB tersebut maka setiap
bangunan yang didirikan telah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Begitu
pula pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut:

“sesuai aturan seharusnya setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
oleh masyarakat maupun pemerintah, baik mendirikan bangunan baru
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maupun mengubah bangunan yang sudah ada itu harus memiliki IMB dulu

sebelum memulai kegiatan pembangunannya. Hai ini untuk menghindari

penyimpangan pemanfaatan ruang sehingga kegiatan pembangunan yang
dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan rencana tata ruang”.

(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa ketentuan wajib kepemilikan
IMB merupakan syarat utama bagi setiap bangunan yang akan didirikan oleh
masyarakat maupun pemerintah. Penekanan ketentuan wajib memiliki IMB
sebelum melakukan kegiatan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk
mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dapat lebih tertib dan terarah, guna
menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan
rencana tata ruang.

Secara struktural, maka Dinas Pekerjaan Umum seicku instansi teknis
vang melaksanakan tugas pengendalian pemanfaatan ruang akan mengeluarkan
rekomendasi teknis yang dilanjutkan ke BAPPEDA untuk selajutnya dikeluarkan
Advis Planing atas permohonan izin mendirikan bangunan dari setiap pemohon.
Rekomendasi teknis tersebut memuat arahan dan ketentuan pembangunan yang
harus dilakukan oleh pemohon IMB. Sclain itu, rekcmendas: teknis tersebut juga
menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pengawasan atas
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa
setiap kegiatan pembangunan fisik, baik kegiatan mendirikan bangunan maupun
mengubah bangunan wajib memiliki IMB. Pengurusan IMB merupakan proses
awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan.

Dalam arti bahwa kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan

seharusnya hanya dapat dilaksanakan setelah terbitnya sertifikat IMB.
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Mengacu pada ketentuan wajib kepemilikan IMB dalam setiap kegiatan
mendirikan bangunan tersebut seharusnya akan diikuti dengan meningkatnya
jumlah bangunan yang memiliki IMB. Namun dalam kenyataannya terindikasi
bahwa penerapan ketentuan wajib memiliki IMB tersebut belum berjalan efektif
sebagaimnana yang diharapkan. Secara fakta, hal ini ditunjukkan bahwa banyak
masyarakat yang tidak mengurus IMB ketika melakukan kegiatan pembangunan.
Gambaran mengenai belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memiliki IMB
tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana
pernyataan yang diungkapkan, yaitu sebagai berikut :

“memang ketentuan wajib memiliki IMB ini sudah kami terapkan,

walaupun realita yang terjadi selara ini belum sesuai yang kami harapkan

karena masth banyak bangunan yang didrikan tetapi tidak memiliki IMB.

Tapt saya rasa itu wajar karena aturan inikan belum lama diterapkan baru

sckitar 3 tahun, jadi masih Yanyak masyarakat yang belum mengetahui dan
memahami aturan ini”. (Wawancara, November 2014)

Pemnyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan
ketentuan wajib kepemilikan IMB atas setiap kegiatan mendirikan bangunan
masih belum berjalan secara efektif di lapangan. Belurn efektifnya pelaksanaan
ketentuan wajib memiliki IMB tersebut karena dalam kenyataannya jumlah
bangunan yang memiliki IMB masih sangat minim jika dibandingkan dengan
jumlah bangunan yang ada. Banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB
tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
terhadap penerapan ketentuan wajib memiliki IMB, baik dalam kegiatan
mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan. Dampaknya yaitu banyak
bangunan yang didirikan namun tidak memiliki IMB, karena umumnya

masyarakat ketika mendirikan bangunan tidak mengurus IMB. Belum efektifnya
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penerapan ketentuan wajib memiliki IMB tersebut juga dikemukakan oleh Camat

Kota Waingapu sebagaiman keluhan yang disampaikan yaitu sebagai berikut :

“terus terang hal ini sudah menjadi keluhan kami selama ini karena kalau
melihat kegiatan pembangunan di wilayah kami yang begitu pesat bahkan
dimana-mana saya lihat banyak bangunan berdiri tapi kenyataannya jarang
sekali masyarakat yang dating meminta rekomendasi IMB di kantor ketika
akan mendirikan bangunan, kalaupun ada itu hanya sebagian kecil saja”.
(wawancara, November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut juga menunjukkan bahwa
penerapan ketentuan wajib kepemilikan IMB terhadap setiap kegiatan mendirikan
bangunan masih belum berjalan secara baik di lapangan. Sebagai kepala wilayah,
camat merupakan orang yang paling mengetahui seluruh permasalahan yang
terjadi di wilayahnya, begitu puia dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan
harus mendapatkan rekomendasi camat. Secara prosedur, camat merupakan salah
satu komponen penting yang terkait dengan proses pengurus IMB. Dalam proses
pengurus IMB, rekomendasi camat merupakan salah satu kelengkapan
administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon dalam mengajukan berkas
permohonan IMB kepada Badan Penanaman Mecdal dan Pelayanar Perizinan

(BPMPP).

Belum efektifnya penerapan ketentuan wajib kepemilikan IMB dalam
setiap kegiatan mendirikan juga didukung oleh data jumlah bangunan dari
kepemilikan IMb dari instansi teknis terkait. Berdasarkan data jumlah bangunan
pada tahun 2013 dari total 1537 buah bangunan, jumlah bangunan yang telah
memiliki sertifikat IMB hanya sebanyak 122 buah atau sebesar 7.94 %. Hasil
pengamatan dan investigasi lapangan juga memperkuar kenyataan bahwa banyak

bangunan yang didirikan namun tidak memiliki sertifikat IMB. Kenyataan
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tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Agustinus Ngongo (45 tahun)
salah seorang warga pemilik bangunan di Kelurahan Kambajawa, yang

mengemukakan bahwa :

“ memang sebetulnya setiap bangunan yang didirikan itu harus memiliki
IMB walaupun sampai sekarang bangunan saya ini belum ada IMB-nya tapi
suatu saat akan saya uruskan IMB-nya”. (Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan
ketentuan wajib kepemilikan IMB atau setiap kegiatan mendirikan bangunan
belum menjadi dasar bagi warga dalam mendirikan bangunan. Secara fakta,
walaupun bangunan tersebut belum memiliki IMB namun kegiatan
pembangunannya tetap dapat dilaksanakan. Begitu pula hasil wawancara dengan
Muhammad Syukur (35 tahun) seorang warga pemilik bangunan di Kelurahan

Kamalaputi, yang mengemukakan sebagai berikut :

“sebelumnya kami pernah didatangi petugas Dinas Pekerjaan Umum dan
menanyakan IMB rumah kami, mereka sempat memberikan blanko
pengurusan IMB dan menyurch kami segera mengurus IMB namun karena
kesibukan mengurus usaha jadi sampai sekarang saya belum sempat
mengurus IMB”. (Wawancara, November 2014).

Pernyataan yang dikemukakan tersetut menunjukkan bahwa masyarakat
masih kurang mentaati tentang ketentuan wajib memiliki IMB dalam
melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan. Belum taatnya masyarakat untuk
memiliki IMB dalam mendirikan bangunan sehingga mengakibatkan banyak
bangunan yang didirikan namun tidak memiliki IMB. Dampaknya adalah
penerapan Kketentuan wajib kepemilikan IMB tersbut sampai sekarang belum

berjalan efektif.
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Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan
belum efektifnya penerapan ketentuan wajib kepemilikan IMB adalah rendahnya
kepedulian masyarakat untuk mengurus IMB dan kurangnya ketegasan instansi
teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menerapkan ketentuan
wajib kepemilikan IMB terhadap setiap kegiatan mendirikan bangunan. Hasil
penclusuran penulisan juga menunjukan bahwa pada dasarnya sebagian
masyarakat sudah memahami bahwa dalam setiap mendirikan bangunan perlu
memilki IMB, namun karena kurangnya ketegasan dari instansi terkait dalam
pelaksanaannya sehingga masyarakat cenderung kurang menaati ketentuan yang

teleh diatur dalam PERDA Nomor 12 tahun 2011 tersebut.

Berdasarkan gambaran-gambaran vang diuraikan tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa penerapan ketentuan wajib kepemilihan IMB sebagaimana
diatur dalam pasal 3,4,5,6,7 dan pasal 8 PERDA Kabupaten Sumba Timur
Nomor 12 Tahun 2011 sampai sekarang dapat dikatakan belum berjalan efektif.
Belum efektifnya penerapan ketentuzn wajib memiliki IMB tersebut karena
banyak bargunan yang didirikan namun belum memiliki IMB. Bahkan sebagian
besar sertifikat IMB yang sudah dterbitkan selama ini ketika pendirian
bangunannya sementara dan sudah dilaksanakan. Kondisi imi secara langsung
telah berdampak pada rendahnya penerimaan retribusi IMB karena banyak
bangunan yang didirikan namun tidak dapat dipungut retribusi IMB-nya karena

bangunan yang didirikan tersebut memiliki IMB .

b. Ketentuan wajib memenuhi pesyaratan tata bangunan
Berdasarkan Pasal 20 PERDA Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 tahun

2011 disebutkan bahwa setiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang
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akan mendirikan atau mengubah bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis,
ekologis dan administrasi serta sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang
diatur dalam rencana tata ruang dan atau aturan lainnya. Adapun persyaratan tata
bangunan dalam penelitian ini lebih dfokuskan pada persyaratan teknis sesuai
dengan bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Lebih
lanjut dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :
“persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
meliputi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), kepadatan
bangunan, jarak bebas antar bangunan dan Koefisien Tinggi Bangunan
(KTB), Koefisien Lantai Bangunan (KLLB) dan lain-lain yang ditetapkan

dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati
bangunan tersebut sebagaimana yang di tentukan dalam Peraturan Daerah

s tey

ini”.

Begitu pula dalam Pasal 43 PERDA Kabupaten Sumba Timur juga
disebutkan bahwa “mendirikan bangunan atau permukiman tidak diperkenankan
pada kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi lindungan dan kawasan
penyangga”.

Substansi ketiga pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap
orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan
atau mengubah bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan
administrasi serta sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang diatur dalam
rmcana tata ruang dan atau aturan lainnya. Ketentuan wajib memenuhi
persyaratan teknis dan ekologis bagi setiap bangunan yang didirikan merupakan
upaya untuk mengedalikan setiap kegiatan pembangunan agar dengan ketentuan
itensitas ruang dan pola ruang. Upaya ini yang dilakukan untuk menghindarkan
timbulnya kesemrawutan bangunan dan lingkungan kumuh serta kawasan rawan

bencana. Selain itu, juga diarahkan untuk menghindar kegiatan pendirian
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bangunan pada kawasan yang ditetapkan sebagai ruang publik dan melindungi
kepentingan publik khususnya lahan yang memiliki fungsi lindung seperti
kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, sempadan pantai, sempadan sungai
dan kawasan sekitar mata air. Dalam arti bahwa setiap bangunan yang diterbitkan
IMB-nya berarti bangunan tersebut dinyatakan telah memenuhi unsur keamanan
dan keselamatan bagi penggunanya, kelestarian lingkungan sekitarnya dan tidak
menganggu akses terhadap  kepentingan publik. Adapun ketentuan wajib
memenuhi persyaratan administrasi bagi setiap bangunan yang didirikan adalah
merupankan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dalam kegiatan
mendirikan bangunan. Selain itu juga untuk menghindar timbulnya konflik sosial
yang disebabkan kegiatan pendirian bangunan tersebut, terutama menyangkut
konflk kepemilikan lahan dan bangunan.

Sebagai persyaratan yang harus di penuhi dalam setiap kegiatan
mendirikan bangunan maka setiap orang yang akan mendirikkan bangunan harus
memperhatikan seluruh persyaratan yang ditetapkan. Penerapan ketentuan ini
dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kegiatan pendirian bangunan yang
dapat mengganggu atau merugikan kepentingan umum dan bahkan dapat
merugikan pemilik bangunan sendiri. Persyaratan tersebut menjadi dasar
pertimbangan bagi instansi terkait untuk mengeluarkan rekomendasi teknis dan
menerbitkan sertifikat IMB. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut:

“Sesuai aturan dalam Perda maka setiap bangunan yang didirikan baik

yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah harus

memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Dan selama ini kami cukup

hati-hati,karena kalau persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka kami tidak
akan memproses IMB-nya”. ( Wawancara, November 2014)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

84

Pernyatan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa Dinas
Pekerjaan Umum selaku instansi teknis yang bertanggung jawb dalam
pelaksanaan kebijakan IMB sudah menerapkan aturan bahwa setiap kegiatan
bangunan yang didirikan, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun
instansi pemerintah wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administrasi
serta sesuai dengan arahan rencana tata ruang maupun aturan lainnya yang tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bahkan secara tegas juga terungkap
bahwa terhadap bangunan maka Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi teknis
tidak akan memproses permohonan IMB yang diajukan. Penerapan ketentuan
persyaratan tata bangunan tersebut bertujuan untuk mengedalikan setiap kegiatan
pendirian bangunan agar lebih terarah dan tertata dengan baik.

Begitu pula pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Cipta
Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut:

“selama ini kami cukup tegas dan bermain sesuai aturan dalam pengurusan

IMB, setiap kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh

masyarakat maupun instansi pemerintah harus rmemenuhi persyaratan tata

bangunan yang ditetapkan, karena kami tidak ingin ada masyarakat yang

di rugikan karena keselahan mercka sendiri ketika mendirikan bangunan™.

(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa ketentuan persyaratan tata
bangunan merupakan hal yang wajib bagi setiap bangunan yang akan didirikan
oleh masyarakat maupun pemerintah, penekanan ketentuan wajib memiliki IMB
sebelum melakukan kegiatan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk
mengedalikan setiap kegiatan pembangunan agar lebih tertib dan terarah serta

menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan

rencana tata ruang,.
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Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa
setiap kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan wajib memenuhi
prsyaratan teknis, ekologis dan administrasi. Persyaratan-persyaratan tersebut
menjadi dasar pertimbangan bagi instansi terkait untuk memproses penerbitan
sertifikat IMB, baik Dinas Pekerjaan Umum Dan BAPPEDA selaku instansi
teknis yang mengeluarkan rekomendasi teknis (advis planning) maupun kantor
pelayanan perizinan terpadu selaku instansi yang memproses terbitnya sertifikat
IMB. Penerapan ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan
mendirikan bangunan atau mengubah bangunan hanya dapat dilaksanakan setelah
seluruh persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi dan sertifikat IMB sudah

diterbitkan.

Mengacu pada ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan,
maka penerapan ketentuan tersebut diharapkan akan diikuti oleh terkendalinya
kegiatan pendirian bangunan sesuai ketentuan instensitas ruang, utamanya
menyangkut ketentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan Koefisien Dasar
Bangunan (KDB). Namun dalam kenyataannya terindikasi bahwa penerapan
ketntuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan tersebut belum berjalan
efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh
banyaknnya terjadi penyimpangan persyaratan teknis bangunan dalam kegiatan
pendirian bangunan, baik bangunan rumah tinggal, bangunan jasa usaha maupun
bangunan umum milik pemerintah. Hasil pengamatan dan investigasi lapangan
diperoleh fakta yang menunjukkan banyaknya terjadi penyimpangan persyaratan
teknis bangunan, terutama menyangkut ketentuan garis sempadan bangunan dan

koefisien dasar bangunan. Gambaran mengenai masih banyaknya terjadi
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penyimpangan persyaratan teknis bangunan juga dikuatkan oleh informasi dari
beberapa informasi kunci, sebagaimana hasil wawacara dengan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut:

“kalau bicara aturan seharusnya setiap bangunan yang didirikan harus
memenuhi persyaratan teknis bangunan, walaupun realita yang terjadi
selama ini masih banyak bangunan yang melanggar aturan garis sempadan
dan KDB, karena rata-rata masyarakat tidak mengurus IMB ketika
mendirikan bangunan. Karena itu kami tetap tegas untuk tidak memproses
IMB pada bangunan yang melanggar persyaratan teknis maupun
administrasinya”. (Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang di kemukakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan
ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan dalam setiap kegiatan
mendirikan bangunan masih belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya
penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan tersebut karena
dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan ketentuan garis
sempadan bangunan dan koefesien dasar bangunan. Penyimpangan persyaratan
teknis bangunan tersebut terjadi pada bangunan rumah tinggal, bangunan jasa
usaha dan bangunan umum milik pemerintah. Kondisi ini terjadi karena sebagian
besar masyarakat tidak mengurus IMB ketika mendirikan bangunan sehingga
instansi teknis terkait tidak dapat mengedalikan pelasanaan tata bangunan
tersebut juga diakui oleh Camat Kota Waingapu, sebagaimana pernyataan yang

dikemukakan yaitu sebagai berikut:

“saya melihat Dinas Pekerjaan Umum belum tegas menerapkan
persyaratan teknis dalam peraturan IMB ini, karena kenyataan banyak
sekali bangunan yang melanggar aturan garis sempadan dan jalur hijau,
pada hal selama ini kami sering melaporkan setiap permasalahan yang
terjadi di lapangan”.(Wawancana, November 2014)

Peryataan yang dikemukakan tersebut semakin menegaskan bahwa

penerapan Ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan terhadap
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setiap kegiatan mendirikan bangunan masih belum berjalan secara efektif di
lapangan. Belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan
teknis bangunan tersebut karena dalam kenyataannya banyak bangunan yang
didirikan namun melanggar aturan garis sempadan bangunan dan ketentuan jalur
hijau. Kondisi ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari Dinas Pekerjaan Umum
dalam menerapkan ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis tersebut. Secara
langsung hal ini juga berdampak pada sikap masyarakat yang cenderung tidak

mentaati aturan-aturan teknis yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagai kepala wilayah,
camat cukup memahami ketentuan dan persyaratan teknis dalam mendirikan
bangunan. Pemahaman tersebut ditunjukkan dari langkah koordinasi yang
dilakukan terhadap setiap permasalahan pelanggaran aturan dalain mendirikan
bangunan yang terjadi di wilayah kerjanya. Largkah tersebut merupakan bentuk
tanggung jawab camat selaku kepala wilayah terhadap berbagai permasalahan

pembangunan yang terjadi di wilayahnya.

Belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memenuhi persyararan tata
bangunan terhadap setiap kegiatan mendirkan bangunan atau mengubah bangunan
juga didukung oleh hasil investigasi lapangan terhadap beberapa pemilik
bangunan. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Markus

Rihi warga Kelurahan Matawai, yang mengemukakan bahwa :

“terus terang saya tidak tahu kalau bangunan saya tidak sesuai dengan
persyaratan teknis yang ditentukan, karena waktu kami bangun kami hanya
mnengikuti bangunan disebelah kami, memang setelah beberapa kali kami
disampaikan olrh aparat Dinas Pekerjaan Umum katanya bangunan ini
karena melanggar aturan garis sempadan bangunan”. (Wawancara,
November 2014)
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Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa dalam
kenyataannya di lapangan masih banyaknya terjadi, pelanggaran terhadap
persyaratan teknis bangunan dalam kegiatan mendirikan bangunan. Pelanggaran
persyaratan teknis bangunan tersebut utamanya menyangkut penyimpangan aturan
garis sempadan bangunan. Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa
terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan teknis bangunan tersebut disebabkan
oleh perilaku masyarakat yang tidak mengurus IMB ketika mendirikan bangunan.
Kondisi ini berdampak pada tidak dipatuhinya persyaratan teknis bangunan karena
dalam melaksanakan mendirikan bangunan tidak dikosultasikan dengan instansi

terkait.

Begitu pula hasil wawancara dengan taladin (45 tahun), warga pemilik

Bangunan di Kelurahan Hambala, yang mengemukakan sebagai berikut :

“memang jarak bangunan saya terlalu dekat dengan jalan, apa boleh buat
walaupun tidak memnuhi persyaratan teknis saya tetap bangun saja
karena lahan saya terbatas dar selama ini cuma disini yang bagus untuk
usaha saya, kalau pun besok-besok ada penertiban sebagai masyarakat
kami hanya berharap mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah
supaya ada ganti ruginya”. (Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
masih belum mentaati ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan
dalam kegiatan mendirikan bangunan. Belum taatnya masyarakat terhadap
persyaratan teknis dalam mendirikan bangunan sehingga mengakibatkan banyak
bangunan yang melanggar persyaratan teknis, terutama menyangkut aturan garis
sempadan bangunan dan koefisien dasar bangunan. Hasil penelusuran penulis juga
menunjukkan bahwa banyaknya terjadi penyimpangan terhadap persyratan teknis
bangunan karena umumnya masyarakat ketika akan mendirikan bangunan tidak
pernah melakukan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi

teknis yang mengurusi penataan bangunan. Kondisi ini yang menyebabkan
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penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan tersebut

sampai sekarang belum berjalan efektif.

Berdasarkan gambaran-gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat
dismpulkan bahwa penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata
bangunan sebagaimana di atur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 PERDA
Nomor 9 Tahun 2011 sampai sekarang dapat dikatakan belum berjalan efektif.
Belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata
bangunan tersebut karena masih banyaknya terjadi penyimpangan persyaratan
teknis bangunan dalam kegiatan mendirikan bangunan. Penyimpangan tersebut
utamanya menyangkut ketentuan garis sempadan bangunan dan koefisien dasar
bangunan. Banyaknya penyimpangan terhadap persyaratan teknis bangunan
tersebut karena sebagian besar masyarakat ketika akan mendirikan bangunan tidak
mengurus IMB terlebih dahulu. Dengan tidak mengurus IMB terlebih dahulu
ketika akan mendirikan bangunan, maka pelaksanaan pembangunannya tidak

terpantau oleh instansi teknis teckait.

Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya penerimaan
retribusi IMB karena instansi terkait tidak menerbitkan IMB terhadap bangunan
yang tidak memenuhi persyaratan tata bangvnan. Yang berarti bahwa bangunan
tersebut tidak dapat dipungut retribusi IMB-nya.

¢. Ketentuan sanksi

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
9 Tahun 2011 meliputi sanksi admninistrasi dan sanksi pidana. Ketentuan sanksi
administrasi diatur dalam pasal 67, yang berbunyi :

1. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban
pemenuhan fungsi, persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung
dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Peringatan tertulis;

b. Pembatasan kegiatan pembangunan;

c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;

d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;

e. Pembekuan IMB;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

90

f. Pencabutan IMB;

g. Pembekuan SLF bangunan gedung;

h. Pencabutan SLF bangunan gedung dan/atau;
1. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

2. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % dari nilai bangunan yang
sedang atau telah dibangun.

3. Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Adapun mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 69, yang berbunyi :

Setiap pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang melakukan
pelanggaran atas pelaksanaan Bangunan Gedung dikenakan sanksi pidana
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Substansi kedua pasal tersebut secara tegas menyatakan adanya pengenaan
sanksi kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam
melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan. Dalam hal ini, wajib retribusi yang
dimaksud adalah setiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan
melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan, baik
terhadap bangunan yang akan dan telah mengurus IMB maupun bangunan yang
belum memiliki IMB. Sesuai ketentnan wajib memiliki Imb dalam setiap kegiatan
mendirikan bangunan atau mengubah bangunan, maka sertifikat Imb vyang

diterbitkan oleh kepala daerah tersebut menjadi dazar bagi instansi terkait untuk

melakukan pemungutan retribusi IMB.

Pengenaan sanksi terscbut pada dasarnya merupakan suatu bentuk upaya
untuk menegakkan aturan terhadap pelaksanaan kebijakan IMB tersebut ditujukan
untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan wajib
memiliki IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah
bangunan. Wujud kepatuhan dan ketaatan tersebut adalah adanya kesadaran

masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mengurus IMB dan membayar
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retribusi IMB tepat pada waktunya dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan

maupun mengubah bangunan.

Mengacu pada ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor
9 Tahun 2011, maka diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran penerapan
kebijakan IMB yaitu mewujudkan tertib bangunan dan menghindari berbagai
bentuk penyimpangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan.
Bahkan, secara langsung juga diharapkan dapat mengefektitkan pemungutan
retribusi Imb sebagai sumber penerimaan bagi PAD, dari setiap pelaksanaan
kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan. Namun dalam
kenyataannya terindikasi bahwa pencsrapan ketentuan sanksi tersebut belum
berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh
banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak memnuhi persyaratan
tcknis yang ditetapkan, baik bangunan rumah tinggal, bangunan jasa usaha

maupun bangunan umum milik pemerintah.

Gambaran mengenai belum efektifnya penerapan ketentuan sanksi
terhadap pelanggaran aturan IMB dalam kegiatan mendirikan bangunan terungkap
dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba
Timur, yaitu sebagai berikut:

“dalam Perda memang sudah diatur tentang pengenaan sanksi bagi setiap
bangunran yang melanggar ketentuan IMB, tapi yang kami lakukan selama ini
masih bersifat pembinaan saja dan belum ada tindakan-tindakan keras,
misalnya kami datang ke lokasi atau kami panggil mereka menghadap ke

Kantor lalu kami berikan peringatan dan teguran”. (Wawancara, November
2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan sanksi

terhadap pelanggaran aturan Imb belum dilaksanakan secara tegas oleh instansi
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teknis terkait. Belum tegasnya penerapan ketentuan sanksi tersebut terlihat dari
tindakan penanganan yang dilakukan oleh instansi teknis terkait terhadap
pelanggaran aturan Imb yang masih banyak bersifat pendekatan persuasif,
misalnya memberikan peringatan atau teguran terhadap kegiatan mendirikan
bangunan yang terindikasi melanggar aturan IMB. Seharusnya dengan
mencermati seringnya terjadi penyimpangan terhadap aturan Imb tersebut, maka
instansi teknis terkait sudah memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap
kegiatan mendirikan bangunan yang melanggar aturan IMB. Tindakan tersebut
harus dilakukan guna menghindari perilaku masyarakat yang cenderung sengaja
melalaikan dan melanggar aturan IMB dalam melaksanakan kegiatan mendirikan

bangunan, sebagaimana yang telah diatur dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2011.

Belum tcgasnya penerapan ketentuan sanksi tersebut mengakibatkan
banyaknya terjadi pelanggaran terhadap aturan IMB dalam kegiatan mendirikan
bangunan. Secara faktual, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya bangunan yang
tidak memiliki IMB dan bahkan tidak memenuhi persyaratan tata bangunan yang
ditetapkan, baik bangunan rumah tinggal, bangunan jasa usaha maupun bangunan
umum milik pemnerintah. Banyaknya terjadi pelanggaran aturan IMB tersebut
disebabkan oleh kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap aturan
IMB karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap setiap pelanggaran

aturan dalam mendirikan bangunan.

Belumnya efektifnya penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran

aturan IMB juga terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Cipta
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Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yang mengemukakan

bahwa :

“untuk sekarang ini memang bisa dikatakan kami masih belum tegas
dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan IMB, masalahnya
bagaimana kami mau menerapkan sanksi tegas kepada masyarakat kalau
kenyataannya selama ini bukan hanya bangunan masyarakat yang melanggar
tapi juga bangunan milik pemerintah bahkan bangunan para pejabat
pemerintah, yang seharusnya merekalah yang memberi contoh kepada
masyarakat, jadinya kami serba sulit, paling-paling kami hanya memberikan
teguran saja”. (Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut juga menunjukkan belum tegasnya
Dinas Pckerjaan Umum selaku instansi teknis yang bertangung jawab dalam
melaksanakan kebijakan IMB untuk menerapkan sanksi tersebut terlihat adanya
keengganan dan keraguan dari instansi teknis terkait untuk memberikan sanksi
terkadap pelanggaran aturan Imb. Selaku instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum
masih mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat yang selama ini belum

terbiasa dengan pemberlakuan aturan IMB dalam kegiatan mendirikan bangunan.

Dalam kenyataanya berbagai bentuk pelanggaran terhadap sturan IMB
tersebut tidak hanya terjadi pada bangunan milik masyarakat tetapi juga pada
bangunan milik pemerintah dan bangunan milik pejabat pemerintah. Kondisi ini
menyebabkan penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan IMB
sampai sekarang belum berjalan secara efektif. Seharusnya Dinas Pekerjaan
Umum selaku instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
aturan IMB lebih tegas memberikan sanksi dan tidak memberikan kelonggaran

terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan IMB.

Berdasarkan gambaran-gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan IMB
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sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2011, sampai sekarang dapat dikatakan belum
efektif. Belum efektifnya penerapan ketentuan sanksi yang tegas terhadap
poelanggaran aturan IMB. Bentuk tindakan yang dilakukan selama ini terhadap
pelanggaran aturan IMB masih bersifat pembinaan, yaitu berupa peringatan dan
teguran. Kondisi ini menyebabkan banyak bangunan yang didirikan namun tidak
memiliki IMB dan tidak memenuhi persyaratan teknis, baik bangunan rumah

tinggal, bangunan jasa usaha maupun bangunan milik pemerintah.

2. Implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan PAD di Kabupaten
Sumba Timur
Mencermati perkembangan dan dinamika pembangunan yang terjadi di
Kabupaten Sumba Timur saat ini, maka sudah saatnya implementasi kebijakan
tentang izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut diterapkan secara efektif di
lapangau. Langkah ini sangat penting dilakukan dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran implementasi kebijakan yaitu mendorong peloksanaan
berbagai kegiatan pembangunan fisik agar lebih terarah dan terkendali. Selain itu,
efektifitas pengimplementasian Xxebijakan IMB tersebut diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumba
Timur, yang bersumber dari penerimaan retribusi IMB.
Tuntutan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan IMB adalah
dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah, agar
dapat memberi manfaat positif bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten

Sumba Timur. Upaya tersebut sejalan dengan meningkatnya kegiatan
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pembangunan fisik saat ini, sehingga apabila dikelola secara optimal dapat
menjadi potensi penerimaan yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah

(PAD) Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari retribusi IMB.

Gambaran mengenai upaya mengefektitkan implementasi kebijakan
pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur tersebut terungkap dari hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Sebagaimana pernyataan

yang di kemukakan, yaitu sebagai berikut:

“kalau mengamati dinamika pembangunan dan meningkatnya animo
masyarakat dalam membangun, maka kebijakan tentang IMB yang di
tetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2011 sudah szatnya untuk
diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Sumba Timur. Karena
secara riil di lapangan, perkembangan dan pertumbuhan bangunan yang
telah menyebar tidak saja di wilayah ibukota tapi juga di luar wilayah
ibukota merupakan potensi yang cukup signifikan bagi penerimaan retribusi
IMB”. (Wawacara,Ncvember 2014)

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan
IMB merupakan langliah yang cukup strategis dalam rangka mengantisipasi
pesatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur saat ini. Dalam hal
ini, perkembangan dan pertumbuhan yang teriadi di wilaya Kabupaten Sumba
Timur saat ini sesungguhnya merupakan poiensi yang cukup signifikan bagi
penerimaan retribusi IMB. Potensi penerimaan retribusi IMB tersebut di peroleh
dari pengutan retribusi terhadap setiap kegiatan mendirikan bangunan yang
diterbitkan sertifikat IMB-nya, sebagaimana yang ditetapkan dalam: Perda Nomor

12 tahun 2011 tentang retribusi IMB.

Sebagai suatu kebijakan daerah yang telah di tetapkan melalui peraturan
daerah, tentu merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengefektifkan

pemberlakuannya. Apalagi kebijakan IMB tersebut dapat dikatakan sebagai suatu
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kebijakan yangmempunyai pengaruh luas terhadap kemajuan pembangunan
daerah karena mempunyai keterkaitan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat sehingga penerapannya harus lebih diprioritaskan. Sebagaimana
pernyataan yang diungkapkan oleh Ir. Umbu Manggana, M.Si, anggota DPRD

Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut:

“sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami mengharapkan kepada
pemerintah daerah agar segala kebijakan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan bersama agar secepatnya diimplementasikan di tengah-tengah
masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan
daerah. Begitu pula dengan kebijakan IMB ini, tentu dengan melihat
dinamika pembangunan di Kabupaten Sumba Timur saat ini, maka sudah
saatnya kebijakan ini diimplementasikan guna mengoptimalkan pengelolaan
potensi daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi
Kabupaten Sumba Timur”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut pada dasarnya mengisyaratkan bahwa pihax legislatif
sangat mendukung pengimplementasian setiap kebijakan daerah yang telah
ditetapkan peberlakuan dalam Perda. Begutu pula melihat realita kemajuan
pembangunan di Kabupaten Sumba Timur saat ini, tentu sudah saatnya kebijakan
IMB  tersebut diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat guna
mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sehingga dapat member:kan manfaat
secara ekonomi. Dalam arti, bahwa penerapan kebijakan pelayanan IMB tcisebut
perlu lebih di dorong pelaksanaannya karena mempunyai pengaruh luas terhadap
kemajuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah

(PAD).

Gambaran yang diuraikan menunjukkan bahwa pada dasarnya Kabupaten
Sumba Timur memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup
signifikan dari penerimaan retribusi IMB apabila dikelola secara optimal. Status

Kabupaten Sumba Timur sebagai daerah otonom yang baru berkembang sudah
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tentu sangat membutuhkan sumber-sumber pendanaan dalam rangka
memantapkan pelaksanaan pembangunan daerah. Pesatnya pembangurian fisik
yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur saat ini tentu dapat dikelola dan
dimanfaatkan secara efektif, karena merupakan potensi utama yang dapat
menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan
retribusi IMB. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Anthon Dida

Njuka (anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur), yaitu sebagai berikut:

“kita semua tahu bahwa Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah
otonom dan saat ini sangat membutuhkan sumber-sumber perdanaan untuk
melaksanakan pembangunan di bergai bidang. Jadi menurut saya penerapan
kebijakan tentang IMB ini sangat strategis dalam meningkatkan
produktifitas PAD Kabupaten Sumba Timur khususnya dari penerimaan
retribusi IMB”. (Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menegaskan bzhwa pemberlckuan
kebijakan IMB adalah untuk 1neningkatkan produktititas pendapatan asli daerah
(PAD) Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari retribusi IMB, dalam
rangka mendukung penyelenggaraan otonom daerah di Kabupaten Sumba Timur.
Begitu pula dari aspek penataan ruang,maka penerapan kebijakan IMB tersebut
juga dalam rangka mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan fisik agar

lebih terarah.

Sebagai suatu kebijakan daerah yang mengikat seluruh masyarakat, maka
penerbitan IMB kepada setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan
kepada masyarakat pemilik bangunan. Melalui surat IMB yang diterbitkan berarti
suatu bangunan telah memenuhi unsur kelayakan dari aspek teknis, ekologis dan

administrasi untuk di bangun. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan jasa
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pelayanan yang diberikan oleh daerah yang berkaitan langsung dengan penerbitan
IMB tersebut, maka setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan
harus membayar retribusi IMB. Penerbitan sertifikat IMB tersebut secara
langsung akan memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

yang bersumber dari retribusi IMB.

Dalam mencapai sasaran implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba
Timur, telah disusun suvatu perencanaan untuk menentukan jumlah penerimaan
retribusi IMB yang dihasilkan setiap tahunnya. Langkah ini dilakukan untuk
memperkirakan pencapaian sasaran penerimaan retribusi IMB setiap tahunnya
berdasarkan potensi obyek retreibusi yang ada, baik dari kegiatan rumah tinggal,
bangunan jasa maupun proyek pemerintah yang wajib IMB. Dengan demikian,

dapat terukur pencapaian sasaran peneerimaan retribusi IMB setiap tahunnya.

Sejak ditetapkan dalam peraturan daerah pada tahun 2011 dan mulai efektif
diberlakukan sejak tahun 2012, pelaksanaan kebijakan IMB tersebut telah
memberikan adil bagi PAD Kabupaten Sumba Timur. Dalam penerimaan retribusi
IMB tersebut telah menghasilkan pemasukan bagi PAD Kabupaten Sumba
Timur. Namun demikian, produktifitas penerimaan retribusi IMB teisebut belum
mampu mencapai sasaran yang diharapkan dalam meningkatkan PAD Kabupaten
Sumba Timur, baik secara kuantitas maupun kualitas. Selama ini jumlah
penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan setiap tahunnya belum menunjukkan
peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba

Timur.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten

Sumba Timur, terungkap fakta sebagai berikut:

“Melihat realisasi jumlah penerimaan retribusi IMB selama ini memang
masih jauh dari sasaran yang diharapkan, baik secara kuantitas maupun
kualitas, karena jumlah yang dihasilkan belum sebanding dengan potensi
obyek retribusiui IMB yang ada d Kabupaten Sumba Timur”.
(Wawancara, November 2014)

Penyertaan tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas maupun
kualitas penerimaan retribusi di Kabupaten Sumba Timur masih belum sesuai
sasaran implementasi kebijakan yang diharapkan. Secara kuantitas hampir setiap
tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB tidak mencapai target yang
ditetapkan. Begitu pula secara kuantitas, banyak bangunan yang didirikan namun
tidak dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Kondisi terseobut
berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi IMB dari bangunan
rumah tinggal maupun bangunan jasa yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun

pihah swasta atau pengusaha.

Belum cercapainya sasaran penerimaan retribusi IMR terhadap PAD,
diakui oleh Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah

Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana pernyataannya bahwa:

“selama ini realisasi penerimaan retribusi IMB hampir setiap tahunnya
belum tercapai target dan sasaran yang ditetapkan sehingga saat ini belum
mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD
Kabupaten Sumba Timur”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan IMB yang
diimplementasikan di Kabupaten Sumba Timur selama ini, dalam kenyataannya
belum diikuti dengan peningkatan produktifitas penerimaan retribusi IMB. Dalam

arti, bahwa sasaran implementasi kebijakakan IMB tersebut belum mampu
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memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD) di Kabupaten Sumba Timur. Padahal sebagaimana diketahui bahwa izin
mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang di berikan oleh pemerintah daerah
kepada pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan suatu bangunan,
sehingga konsekuensi dari setiap izin yang diterbitkan tersebut adalah setiap

masyarakat wajib membayar retribusi IMB.

Rendahnya penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Sumba Timur selama
ini karena sebagian besar bangunan yang didirikan oleh masyarakat maupun
swasta tidak memiliki surat IMB, terutama bangunan rumah tinggal dan bangunan
jasa usaha. Adapun penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama ini sebagian
besar bersumber dari setoran kegiatan proyek-proyek pemeriatah, vang terdin
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tergolong wajib iIMB.
Secara tegas hal ini diakui oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan (BPMPP), sebagaimana pernyataannya bahwa:

“berdasarkan data yang ada pada kantor kami, realisasi penerimaan
retribusi IMB sclama ini masih didominasi dari kegiatan proyek-proyek
pemerintah sedangkan penerimaan retribusi IMB dari  kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan masyaratkat masih sangat minim.
Bahkan secara keseluruhan jumlah penerimaan retribusi iMB belum sesuai
target yang diharapkan”. (Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi IMB di
Kabupaten Sumba Timur selama ini masih bertumpu pada penerimaan IMB dari
kegiatan pembangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usaha yang dilaksanakan

oleh masyarakat pihak swasta, kontribusinya masih sangat minim.

Minimnya penerimaan retribusi IMB dari kegiatan pembangunan rumah

tinggal dan bangunan jasa usaha kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat
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untuk mengurus IMB dalam mendirikan bangunan. Data menunjukkan bahwa
prosentase bangunan yang memiliki IMB hanya sebesar + 7,94 % dari total
bangunan yang ada di Kabupaten Sumba Timur khususnya Kota Waingapu.
Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan
yang dilakukan oleh instansi teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum,
sehingga berdampak rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang
manfaat mengurus IMB. Secara langsung, hal ini berdampak pada tidak
tercapainya penerimaan retribusi IMB bagi peningkatan PAD Kabupaten Sumba

Timur.

Gambaran yang diungkapken tersebut menunjukkan bahwa sclama ini
instansi teknis terkait belum mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi
retribusi IMB agar menghasilkan penerimaan retribusi IMB yang signifikan.
Dampaknya adalah realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini belum mampu
mencapai sasaran kebijakan vang ditetapkan. Pada sisi lair, rendahnva
penerimaan retribusi IMB dan kegiatan pembangunan rumah tingga! maupun
bangunan jasa usaha tersebut dapat mengindikasikan rendahnya kinerja instansi
teknis terkait dalam mengelola dan mengembangkan potensi retribusi yang

dimiliki.

Berdasarkan gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa sasaran implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan PAD
Kabupaten Sumba Timur masih belum tercapai. Tolak ukur yang menujukkan hal
tersebut adalah rendahnya penerimaan retribusi IMB yang di hasilkan selama ini.
Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah banyaknya bangunan yang tidak

memiliki surat IMB sehingga tidak dapat dipungut retribusinya.
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C. Kontribusi IMB Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Sumba
Timur

1. Kontribusi penerimaan IMB terhadap peningkatan PAD

Sebagaimana diketahui bahwa retribusi IMB merupakan salah satu sumber
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur,
penerimaan retribusi IMB tersebut dihasilkan dari tarif retribusi yang dikenakan
atas surat IMB yang ditebitkan oleh daerah kepada setiap masyarakat yang
bermohon untuk mendapatkan IMB. Besarnya tarif retribusi IMB bagi setiap
bangunan ditentukan sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam pasal 7 dan pasal
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu.

Pesatnya kegiatan pembaagunan fisik yang terjadi di Kabupaten Sumba
Timur saat ini khususnya bangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usaha
lainnya, tentu merupakan obyek yang cukup potensial bagi penerimaan retribusi
IMB. Sebagai obyek penerimaan PAD yang cukup potensial maka potensi
retribusi IMB tersebut harus dikelola secara optimal untux mewujudkan sasaran
implementasi kebijakan pelayanan IMB yaitu meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur. Secara prospektur, melihat potensi
obyek retribusi IMB saat ini, maka kedepan penerimaan retribusi IMB cukup
diandalkan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong
peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Sumba Timur. Sebagaimana hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur,
yang mengemukakan bahwa :

“Jika mengkalkulasi potensi obyek retribusi IMB dari banyaknya kegiatan

pembangunan fisik saat ini, maka kedepan penerimaan retribusi IMB
merupakan salah satu sector yang diandalkan sebagai penyumbang besar
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bagi penerimaan PAD di Kabupaten Sumba Timur. Karena itu dalam

implementasi kebijakan pelayanan IMB harus dilaksanakan seoptimal

mungkin”. (Wawancara, November 2014)

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa potensi obyek retribusi IMB
merupakan sector yang diandalkan sebagai penyumbang besar bagi penerimaan
PAD di Kabupaten Sumba Timur. Namun demikian, untuk mencapai sasaran
implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
bagi Kabupaten Sumba Timur, diperlukan langkah-langkah konkrit dalam
implementasi kebijakan pelayanan IMB tersebut, yaitu dengan meningkatkan
efektifitas pelayanan IMB dan memaksimalkan pengeloiaan potensi retribusi IMB
tersebut agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap PAD Kabupaten
Sumba Timur.

Dalam kenyataannya, realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini masih
jauh dari target yang diharapkan. Dalam arii, produktifitas penerimaan retribusi
IMB selama ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

penierimaan PAD Kabupaten Sumnba Timur. Lebih jelas disajikan pata tabel 4.3

Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Terhadap PAD Kabupaten
Sumba Timuvr Tahun 2013-2014

Target Realisasi Persentase Pendapatan | Persentase
Nomor | Tahun Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | Asli Daerah IMB bagi
IMB IMB IMB (%) (PAD) PAD (%)

1. 2013 | 1.000.000.000 | 65.075.000 6,51% 35.433.586.700 | 0,18%

2. 2014 | 1.000.000.000 | 94.937.500 9,49% 39.131.223.000 | 0,24%

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Timur 2014
Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, tergambar bahwa selama kurun waktu dua
tahun terakhir, realisasi penerimaan retribusi IMB hampir setiap tahunnya tidak

memenuhi target yang ditetapkan bahkan tidak ada peningkatan yang signifikan.
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Melihat realisasi penerimaan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan
kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Sumba Timur belum memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 4.3 tersebut juga menunjukkan bahwa secara kumulatif selama dua
tahun pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur, penerimaan
retribusi IMB telah memberikan pemasukan bagi PAD sebesar Rp.
160.012.500,00, atau rata-rata sebesar Rp. 80.006.250.00 setiap tahunnya. Ini
berarti bahwa prosentase penerimaan retribusi IMB hanya mencapai 8% per
tahun, sedangkan kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten
Sumba Timur adalah sebesar 0.21% per tahun. Nilai kontribusi tersebut
menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini belum cukup
signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten
Sumba Timur. Dalam arti, bahwa selama ini kontribusi penerimaan retribusi IMB
terhadap peningkatan PAD dapat dikatakan masih sangat rendah.

Jika di cermati lebih dalam, bahwa belum tercapainya target realisasi
penerimaan retribusi IMB selama ini sesungguhnya tidak saja dilihat dari segi
kuantitas, dalam arti realisasi penerimaan IMB tersebut diukur dari rendahnya
jumiah penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan. Akan tetapi hal ini juga harus
dilihat dari segi kualitas penerimaan retribusi IMB tersebut, dalam arti propqrsi
besaran jumlah penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama ini belum
sebanding dengan potensi obyek retribusi IMB.

Penerimaan retribusi IMB dari kegiatan pembangunan rumah tinggal dan
bangunan jasa usaha masih relatif minim. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian

besar bangunan yang didirikan tidak memiliki surat IMB sehingga retribusi IMB-
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nya tidak dapat dipungut. Begitu juga dengan kegiatan proyek pemerintah
meliputi pembangunan gedung, prasarana dan sarana pemerintah lainnya yang
tergolong wajib IMB terabaikan pengurusan Sertifikat IMB. Hal ini dapat dilihat
sering terjadi permasalah terhadap bangunan pemerintah berdiri diatas tanah
tersebut baik menyangkut sertifikat kepemilikan maupun sertifikat IMB tidak
dikantongi pemerintah karena tidak di pantekan milik pemerintah setelah di
hibahkan.

Penerimaan Retribusi IMB Kabupaten Sumba Timur dari proyek
pemerintah tidak nampak disebabkan hal diatas dan dalam pengelolaannya lewat
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ferizinan (BPMPP) dari segi
administrasi beium di pilah mana yang biaya retribusi bangunan proyek
pemerintab daa ri;ana bangunan masyaralat. Sehingga tidak terlihat mana setoran
retribusi IME dari hasil proyek pemerintsh dan mana retribusi IMB dari
bangunan masyarakat. Jadi semenjak sistem perizinan pertengahan tahun 2012
satu atap di badan perizinan terpadu mulai terdata salah satunya bangunan dari
proyek pemerintah yang mempunyai sertifikat IMB yaitu Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD).

Gambaran yang diuraikan pada alinea diatas mengindikasikan bahwa
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur selaku instansi teknis yang
bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan IMB sampai saat ini belum
mampu mengefektifkan penerapan kebijakan IMB di lapangan. Padahal jika
dilihat dari potensi retribusi IMB di Kabupaten Sumba Timur yang demikian
besar, seharusnya realisasipenerimaan retribusi IMB setiap tahunnya dapat dicapai

bahkan bisa melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung hal ini
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adalah pertumbuhan bangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usaha di
Kabupaten Sumba Timur khusunya di Kota Waingapu sebagai obyek penelitian
dan sasaran Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) cukup pesat tiap
tahunnya. Namun dalam kenyataannya, realisasi penerimaan retribusi IMB
tersebut masih belum sebanding dengan potensi obyek retribusi yang ada sehingga
sampai sekarang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur.

Proporsi penerimaan retribusi IMB yang masih mengandalkan setoran dari
kegiatan banguan masyarakat tentu sulit mewujudkan sasaran implementasi
kebijakan IMB akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD bagi
Kabupaten Sumba Timur. Apalagi kedepan, dengan berlakunya Permendagri
Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Merdirikan Bangunan,
maka pemungutan retribusi IMB terhadap kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah akan di hapuskan. Secara langsung hal itu tersebut
akan berdampak pada berkurangnya potensi obyek retribusi IMB yang harus
dipungut. Kondisi tessebut apabila tidak diikuti langkah-langkah efektif tentu akan
semakin mempersulit upaya untuk mewujudkan pencapaian sasaran implementasi
kcbijakan IMB.

Berdasarkan gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap peningkatan PAD
Kabupaten Sumba Timur masih cukup rendah. Kontribusi penerimaan retribusi
IMB yang setiap tahunnya rata-rata hanya mencapai Rp. 80.006.250,00 (8%),
tentu ini belum sebanding dengan potensi obyek retribusi IMB yang ada di

Kabupaten Sumba Timur saat ini.
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2. Implementasi kebijakan pelayanan mendirikan bangunan dalam
meningkatkan PAD

Pada bagian ini akan diuraikan yang mempengaruhi implementasi kebijakan
pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam hubungannya dengan
pencapaian sasaran implementasi kebijakan, yaitu meningkatkan pendapatan asli
dacrah (PAD) Kabupaten Sumba Timur. Faktor-faktor tersebut selanjutnya
dianalisis untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pengaruhnya terhadap
implementasi kebijakan pelayanan IMB dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah di Kabupaten Sumba Timur.

Dalam penelitian ini ada dua faktor yang akan dianalisis yaitu faktor
implementasi kebijakan dan faktor kualitas pelayanan. Kedua faktor tersebut pada
dasarrya dianggap sebagai faktor uiama yang berpengaruh langsung terhadap
obyek penelitian :ni. Untuk mengukur sejauh mana pengaruh kedua faktor
tersebut terhadap obyek penelitian ini, maka penulis menjabarkan masing-masing
faktor berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhinya, dengan mengacu pada
landasan teori yang ada.

Deskripsi hasil temuan dan pembahasan masing-masing aspek terhadap
implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam
meningkatkan (PAD) di Kabupaten Sumba Timur dipaparkan sebagai berikut :

a. Implementasi kebijakan
1) Kompetensi staf

Pegawai negeri selaku unsur aparatur pemerintah mempunyai peran penting
dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan
kebijakan pemerintah yang terkait pemberian pelayanan publik. Peran penting daﬁ

aparatur pemerintah tersebut sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran
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organisasi pemerintah. Terlebih diera otonomi daerah saat ini dengan paradigma
yang lebih mengedepankan profesionalisme dan keterbukaan pada segala aspek
birokrasi, sehingga menuntut setiap organisasi pemerintah memiliki staf aparatur
dengan kompetensi yang memadai. Kompetensi staf yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, ketrampilan, keahlian dari staf Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur untuk mampu melaksanakan
tupoksinya dengan baik dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB.

Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan
IMB di Kabupaten Sumba Timur, maka Dinas Pekerjaan Umum harus didukung
oleh staf yang memiliki kompetensi teknis memadai. Dukungan staf dengan
kompeiensi teknis memadai tersebut sangat diperlukan mengingat jenis pekerjaan
yang dilaksanakan dalam implementasi kebijaken IMB memiliki karakteristik
tekriis dan spesifik, utamanya yang berhubungan kegiatan penataan dan
pengendalian bangunan.

Mengacu pada struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, maka secara
fungsional pengurusan IMB merupakan tupoksi Bidang Cipta Karya. Dengan
demikian, penilaian kompetensi staf Dinas Pekerjaan Umum difokuskan pada
Bidang tersebut, karena b:dang-bidang lain secara fungsional tidak mempunyai
keterkaitan langsung dengan prose pengurusan IMB.

Tingkat Kompetensi staf Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat dari
persentase pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, diklat teknis fungsional
maupun  berdasarkan golongan, yang menggambarkan masa kerja dan
pengalaman staf. Pengukuran kompetensi staf dengan pendekatan ini lebih

mempertimbangkan aspek formal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dalam arti
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sejauh mana persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, sehingga mampu
menunjang seorang staf menjalankan tupoksinya dengan baik. Sebagaiman hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur,
yaitu bahwa :

“sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam implementasi

kebijakan IMB  terutama menyangkut penataan dan pengendalian

bangunan, maka tentu Dinas kami harus didukung staf yang memiliki

kompetensi teknis memadai”.(wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor kompetensi staf sangat
menentukan kemampuan dan keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dalam
mengimplementasikan kebijakan pelayanan IMB. Sebagai instansi teknis yang
bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan IMB, maka tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum banyak terkait dengan analisis dan pengkajian aspek
teknis dari setiap bangunan yang dimohonkan izinnya, khususnya menyangkut
kelayakan teknis dan ekologis bangunan.

Dukungan kompetensi staf memadai tersebut akan sanagat menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam membezrikan
pelayanan berkvalitas yang memuaskan masyarakat dalam proses pengurusan
IMB. Begitupnla sebaliknya, bila kompetensi staf yang dimiliki kurang memadati,
maka hal tersebut akan menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pelayanan
IMB di Kabupaten Sumba Timur.

Dalam kenyataannya Dinas Pekerjaan Umum menghadapi kendala dalam
implementasi kebijakan IMB yaitu rendahnya kompetensi staf. Kondisi ini

berdampak pada belum efektifnya implementasi kebijakan pelayanan Imb di

Kabupaten Sumba Timur. Indikasinya adalah masih banyaknya pelanggaran
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terhadap ketentuan izin mendirikan bangunan, meliputi banyaknya bangunan yang
tidak memiliki IMB dan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
terungkap bahwa :
“memang untuk saat ini kompetensi staf pada dinas kami memang masih
belum mencapai standar dan kriteria yang diharapkan, bahkan ini juga
masih ditambah dengan minimnya jumlah personil staf yang dimiliki dinas
kami, sehingga ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi dalam
mengimplementasikan kebijakan IMB”.(Wawancara, November 2014)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi staf
merupakan salah satu kendala bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam
mengimplementasikan kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur.
Kondisi ini tentu cukup menghambat langkah-langkah instansi tersebut untuk
meniaxksimalkan pemberlakuan aturan tentang IMB sesuai ketentuan Perda Nomor
9 Tahun 2011, utamanya menyangkut perumusan program kerja dan strategi yang
efektif dalam melakukan penataan dan pengendalian bangunan.
Secara tegas hal ini diakui Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan
Umum, yaitu sebagai berikut :
“Kapasitas personil staf yang ada di bidang kami masih cukup terbatas
unituk melaksanakan kebijakan IMB, tidak saja kualitasnya tetapi juga
kuantitasnya. Rata-rata pegawai yang ada di bidang kami masih minim
pengalaman dan pengetahuan karena umumnya mereka adalah pegawai
baru”.(Wawancara, November 2014)
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, dalam mengimplementasikan
kebijakan pelayanan IMB, Dinas Pekerjaan Umum masih mengalami kendala
dalam hal kompetensi staf yang belum memadai. Gambaran mengenai rendahnya

kompetensi staf Dinas Pekerjaan Umum juga didukung data-data bahwa sebagian

besar staf pegawai yang tekait dengan pengurusan IMB masih minim pengalaman
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karena mempunyai masa Kerja rata-rata di bawah lima tahun. Bahkan, hampir
sebagian staf pegawai tersebut belum mengikuti diklat teknis fungsional sehingga
secara teknis tingkat kemampuan pegawai untuk merumuskan strategi yang efektif
dalam implementasi kebijakan IMB masih minim.

Namun demikian, dengan tingkat pendidikan staf Dinas Pekerjaan Umum
yang terkait pengurusan IMB sebagian besar tergolong sarjana dengan latar
belakang keahlian di bidang teknik, maka kedepan SDM staf yang ada sekarang
masih cukup potensial nntuk dikembangkan kompetensinya. Upaya ini tentu
diharapkan dapat menunjang efektifitas implementasi kebijakan IMB di
Kabupaten Sumba Timur.

2) Tingkat Pengawasan

Tingkat kemampuan dan keahlian yang memadai dari aparatur
pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan khususnya yang
terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB, masih belum menjamin tumbuhnya
kesadaran masyarakat untuk mematuhi segaia ketentuan kebijekan pemerintah
daerah tentary izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Dibutuhkan suatv
sistem pengawasan yang baik guna menjamin terwujudnya keterpaduan dan
sinergitas antar sektor terkait terhadap pelaksanaan kebijakan daerah guna
menghindar berbagai hal yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan
kebijakan IMB tersebut.

Dalam implementasi kebijakan IMB, maka kegiatan pengawasan

merupakan bagian penting yang harus dilakukan untuk mendukung agar
implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur dapat berjalan efektif.

Pelaksanaan pengawasan tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan
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kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan aturan mendirikan
bangunan. Selain itu, kegiatan pengawasan tersebut juga dilakukan untuk
memberikan kelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
setiap masyarakat dalam mendirikan bangunan. Upaya tersebut diperlukan agar
pelaksanaan kebijakan daerah agar dapat berjalan efektif sesuai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Secara struktural pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan IMB di
Kabupaten Sumba Timur merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum,
khususnya Bidang Cipta Karva melalui Seksi Penataan Kota. Namun secara
fungsional pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi kebijakan IMB juga
merupakan tugas bersama oleh beberapa instansi dan unit kerja pemerintahan di
Kabupaten Sumba Timur, meliputi camat, luralvkepaia desa dan Badan Polisi
Pamong Praja dan Linmas.

Untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan IMB di Kabupaten
Sumba Timur, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi penanggung jawab
teknis mempunyai peran strategis dalam melakukan sistem pengawasan yang
efektif melalui kegiatan pengawasan dan monitoring lapangan secara ketat dan
rutin. Kegiatan pengawasan dan monitoring tersebut dilakukan terhadap
berbagai kegiatan pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat,
pemerintah maupun pihak swasta/pengusaha. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum
juga dituntut mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan secara terpadu
dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya. Unsur-unsur pemerintahan
yang perlu dilibatkan langsung dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu

camat, lurah atau kepala desa selaku kepala wilayah dan Badan Kesatuan Polisi
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Pamong Praja dan Linmas, selaku institusi pemerintah daerah yang bertugas
menegakkan peraturan daerah dan produk hukum pemerintah daerah lainnya.
Melalui  pelaksanaan pengawasan tersebut maka diharapkan dapat
menumbuhkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penerapan
kebijakan IMB, khususnya menyangkut keharusan untuk mengurus Imb dalam
setiap mendirikan bangunan.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan pengawasan sebagai bagian penting
dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur, terindikasi
masih belum berjalan seperti yang diharapakan. Berdasarkan data sekunder yang
telah diuraikan sebelumnya, tergambarkan secara jelas masih rendahnya jumlah
kepemilikan IMB. Selain itu, dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan
bahwa masih banyak terjadi penyimpangan ketentuan teknis mendirikan
bangunan terutama masyarakat aturan garis sempadan dan ketentuan jarak bebas
dalam mendirikanr bangunan,

Berdasarkan data jumlah bangunan tahun 2014, dari totai 1537 unit
bangunan hanya sebanyak 122 buah bangunan yang telah memiliki sertifikat
IMB. Rendahnya bangunan yang memiliki IMB khususnya dari kegiatan
pembangunan rumah tinggal, hotel,ruko/toko, dan bangunan jasa usaha lainnya,
secara langsung juga berdampak pada minimnya penerimaan retribusi IMB.
Bahkan secara spasial telah menyebabkan kesemrawutan dan ketidakteraturan
bangunan di kawasan kota sehingga mengganggu penataan wilayah dan kawasan
kota. Berbagai penyimpangan mengenai ketentuan teknis mendirikan bangunan
tidak saja terjadi pada bangunan yang didirikan oleh masyarakat, seperti

bangunan rumah tinggal, toko/ruko, hotel dan bangunan jasa usaha lainnya,
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tetapi juga pada bangunan milik pemerintah, utamanya menyangkut ketentuan
garis sempadan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sumba Timur, dikemukakan bahwa :

“selama ini kami sudah melakukan langkah-langkah pengawasan melalui

kegiatan monitoring bangunan walaupun ini sifatnya masih belum intens

dan masih terfokus pada wilayah ibukota, karena kami masih sesuaikan
dengan ketersediaan sumber dava staf yang ada pada dinas

kami”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum selaku
instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan IMB telah
melaksanakan kegiatan pengawasan lapangan terhadap berbagai kegiatan
pembungunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat. Namun demikian,
tingkat pengawasan yang dilakukan dalam mendukung implemertasi kebijakan
IMB tersebut belum berjalan maksimal. Kegiatan pengawasan selama ini belum
dilaksanakan secara efektif di selurch wilayah Kabupaten Sumba Timur, baik
dari segi frekuensi pengawasan maupun jangkauan wilayah pengawasan.

Gambaran tersebut menunjukkan bzhwa Dinas Pekerjaan Umum b:lum
konsisten melaksanakan pengawasan secara ketat dan tegas di lapangan. Kondisi
tersebut tergambarkan dari belum adanya upaya untuk mengoptimalkan dan
memberdayakan sumber daya aparatur yang ada, dalam melakukan pengawasan
terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik di lapangan.

Belum konsistensinya Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan
pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik di lapangan,

terungkap dari hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu, yang

mengemukakan bahwa :
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“selama ini kami melihat Dinas Pekerjaan Umum belum secara serius

melakukan pengawasan yang ketat dan tegas dilapangan, padahal sebagai

instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan IMB

seharusnya kegiatan pengawasan tersebut rutin dilakukan karena

merupakan tugas pokok mereka”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini
belum terlihat langkah tegas dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mengefektifkan
kegiatan pengawasan di lapangan dalam mendukung implementasi kebijakan
IMB. Sebagai instansi teknis yang membidangi urusan penataan bangunan,
seharusnya Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan kegiatan pengawasan
lapangan secara intensif, dalam rangka menegakkan pelaksanaan kebijakan
IMB.

Pernyataan yang diungkapkan tersebut adalah hal yang normatif,
mengingat dalam kedudukan camat sebagai kepala wilayah, maka secara
fungsional mempunyai tanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Begitu pula dalam pelaksanaan
kebijakan Imb, secara fungsional camat mempunyai kewenagan untuk
melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan masyarakat. Daiam hal ini, setiap masyarakat yang akan
mendirikan bangunan harus memperoleh rekomendasi dari camat dalam
mengajukan permohonan surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Lebih tegas mengenai tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dalam mendukung implementasi kebijakan IMB di Kabupaten
Sumba Timur, terungkap dari hasil wawancara dengan Camat Kamabera,

sebagaiman pernyataan yang dikemukakannya bahwa :

“sejauh ini instansi teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum
jarang sekali melakukan pengawasan lapangan di wilayah kami, dan ini
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juga sebetulnya yang menjadi penyebab masyarakat tidak mengurus IMB

ketika mendirikan bangunan. Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum mulai

memaksimalkan pengawasan bangunan dilapangan mengingat pesatnya
pembangunan fisik di Kecamatan Kambera saat ini, terutama di sekitar

kawasan ibu kota”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan masih lemahnya tingkat
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan IMB. Lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum menyebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian
masyarakat untuk mengurus IMB dalam setiap mendirikan bangunan. Dalam hal
ini, masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda
Nomor 9 Tahun 2011, sehingga banyak bangunan yang didrikan namun tidak
memiliki IMB dan instansi teknis terkait. Lebih dari itu, dengan tidak memiliki
IMB maka masyarakat juga tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi
IMB atas kegiatan pembangunan yang mereka lakukan.

Sejauh mana langkah-langkah pengawasan yang sudah dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan IMB,
dikemukakan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum, sebagaiman pernyataannya, yaitu sebagai berikut :

“selama ini tingkat pengawasan yang kami lakukan untuk mendukung
implementasi kebijakan IMB masih belum ketat dan tegas, karena kegiatan
pengawasan yang kami lakukan masih lebih bersifat monitoring sehingga
belum fokus dan terarah”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut juga semakin menegaskan bahwa selama ini Dinas

Pekerjaan Umum belum melakukan pengawasan yang efektif untuk menunjang
implementasi kebijakan IMB. Padahal sebagai bagian penting dari implementasi

suatu kebijakan daerah, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum lebih

memaksimalkan pengawasan secara ketat dan terpadu terhadap berbagai
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kegiatan pembangunan fisik, dengan melibatkan peran aktif para camat, lurah
dan kepala desa.

Dalam kaitannya dengan sasaran implementasi kebijakan IMB maka
kondisi ini secara langsung tentu saja berdampak pada minimnya penerimaan
retribusi IMB, karena banyak bangunan yang didrikan namun tidak memiliki
IMB. Bahkan pada sisi lain, terjadi banyak penyimpangan terhadap ketentuan
garis sempadan dari berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat
pengawasan yang dilakukan oleh instansi teknis terkait khususnya Dinas
Pekerjaan Umum terhadap implementasi kebijakan pelayanan IMB di
Kabupaten Sumba Timur dapat dikatakan masih lemah. Lemahnya tingkat
pengawasan tersebut secara langsung berdampak pada minimnya penerimaan
retribusi IMB, yang disebabkan oleh banyaknya bangunan yang memiliki surat
IMB. Faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya tingkat pengawasan
tersebut adalah terbatasnya sumber daya staf pada Dinas Pekerjaan Umum baik
secara kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai suatu instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum masih
diperhadapkan pada masalah terbatasnya sumber daya pegawai, baik secara
kuantitas maupun kualitas. Secara langsung ini juga menyebabkan tingkat
pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik
belum berjalan secara efektif. Apalagi kebijakan IMB tersebut tergolong
kebijakan baru yang diimplementasikan di Kanupaten Sumba Timur. Begitu
pula, tingkat pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat yang

masih rendah terhadap penerapan kebijakan IMB sehingga untuk
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mengefektifkan tingkat pengawasan di lapangan harus ditunjang ketersediaan
staf pegawai yang memadai.

Kondisi wilayah Kabupaten Sumba Timur yang di pesisir dan pulau serta
perbukitan, ini juga menjadi kendala bagi instansi teknis terkait untuk
melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap berbagai kegiatan
pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu, faktor lain
yang menjadi kelemahan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan
kegiatan pembangunan fisik adalah kurangnya dukungan dari aparat pemerintah
daerah lainnya, khusnsnya para camat dan lurah untuk secara aktif melakukan
pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik di wilayah kerjanya
masing-masing.

3) Dukungan politik

Dukungan politik yang akan diuraikan pada sub bagian ini adaiah
dukungan dari para pejabat elit daerah di Kabupaten Sumba Timur, meliputi
Kepala Daeran (eksekutif) dan DPRD (legislatif), yang menggambarkan adany:
perhatian dan kepedulian serius terhadap implementasi kebijakan IMB di
Kabupaien Sumba Timur. Dukungan ini sangat diperiukan untuk meningkatkan
legitimasi dan performan kebijakan tersebut, sehingga dalam implementasinya
dapat berjalan secara efektif.

Seperti diketahui bahwa implementasi kebijakan Imb di Kabupaten Sumba
Timur bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam proses
pengurusan perizinan bangunan. Adapun sasaran implementasi kebijakan Imb
tersebut adalah dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan berbagai

kegiatan pembangunan fisik, sekaligus menggali sumber-sumber penerimaan
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PAD dari hasil penerimaan retribusi IMB. Dukungan politik tersebut sangat
menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam
pelaksanaan kebijakan Imb di Kabupaten Sumba Timur.

a) Legislatif (DPRD)

Dalam konteks legislatif, dukungan politik ini berupa pernyataan,
pandangan dan keputusan politik secara kelembagaan komisi atau fraksi, yang
disampaikan dalam rapat atau sidang yang dilaksanakan oleh DPRD, baik rapat
atau sidang paripurna, rapat atau sidang komisi, rapat fraksi maupun pernyataan
unsur pimpinan dan anggota DPRD. Sebagai lembaga politik yang
nerepresentasikan aspirasi rakyat di daerah, maka sesuai fungsi yang dimilikinya
DPRD mempunyai kedudukan kuat untuk memberikan dukungan kepada
institusi daerah dalam implementasi kebijakan daerah vang telah ditetapkan bila
kebijakan tersebut dilihat mempunyai dampak luas terhadap kemajuan
pembangunan di daerah.

Kebijakan IMB sebagai suatu kebijakan daerah yang dirumuskan dan
ditetapkan secara bersama antara pemernntah daerah dengan DPRD dalam
sebuah peraturan daerah Kabupaien Sumba Timur, sehingga dalam
implementasinya memerlukan dukungan politik dari DPRD. Dukungan terseout
sangat diperlukan untuk memperkuat performen dan eksisitensi Dinas Pekerjaan
Umum dalam melaksanakan kebijakan Imb tersebut secara efektif. Begitu pula
terhadap aparatur pelaksana kebijakan di tingkat bawah, maka dukungan
tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan motivasi aparat untuk melakukan
langkah-langkah nyata di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan IMB. Namun

sebaliknya, jika dalam implementasi kebijakan IMB kurang mendapat dukungan
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politik dari lembaga legislatif, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan
secara efektif.

Untuk mengetahui gambaran mengenai dukungan politik dari pihak
legislatif (DPRD) dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba
Timur terungkap dari hasil wawancara dengan Drs. Umbu Hapu Hambandima,
M.Si, anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, sebagaiman pernyataan bahwa :

“sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami akan mendukung setiap

kebijakan daerah yang telah kita lahirkan bersama, dan secara politik

selama ini kami telah menunjukkan dukungan kami terhadap pelaksanaan
kebijakan IMB tersebut, karena hampir setiap tahunnya ada anggaran yang

kami alokasikan dalam APBD untuk mendukung implementasinya di

lapangan”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa selama ini
pihak legislatif telah memperlihatkan dukungannya terhadap instansi teknis
terkait dalam pelaksanaan kebijakan IMB, sesuai fungsi yang dimilikinya.
Namun demikian, dukungen yang diberikan tersebut belum memperlihatkan
tindakan nyata untuk memberikan penguatan langsung terhadap pelaksanaan
kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur. Dalam hal ini, dukungan yang
diberikan selama ini lebih bersifat normatif sesuai fungsi DPRD aan belum
sesungguhnya menunjukkan sikap dan komitmen politik yang tegas dari pihak
legislatif untuk mendorong efektifitas pelaksaanaan kebijakan IMB di
Kabupaten Sumba Timur.

Sebagaiman lembaga politik dan mitra sejajar pemerintah daerah, maka
pihak legislatif (DPRD) memiliki pesan strategis terhadap pelaksanaan berbagai
kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pesan strategis

ditunjukkan dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

hampir selalu terkait dengan komitmen politik dengan pihak legislatif.
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Kenyataannya, dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba
Timur belum memperlihatkan adanya komitmen politik yang kuat dar pihak
legislatif (DPRD) untuk mendorong efektifitas implementasinya di lapangan.
Sebagaiman hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sumba Timur, yaitu sebgai berikut :

“sejauh yang saya ikuti dalam setiap kali mengikuti rapat di DPRD, jarang

sekali kami mendengar pernyataan dan pandangan dari anggota DPRD yang

menyoroti bagaiman implementasi kebijakan IMB”.(Wawancara, November

2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa selama ini pihak
legislatif belum memperlihatkan sikap proaktif terhadap instansi teknis terkait
dalam pelaksanaan kebijakan Imb. Dalam hal ini kebijakan IMB yang telah
diimplementasikan di Kabupaten Sumbe Timur selama ini masih luput dari
perhatian DPRD, sehingga belum ada langkah-langkah inisiatif untuk mendorong
penguatan terhadap implementasinya di lapangan.

Gambaran yang diuraikan tersebut secara tidak langsung juga mengisyaratkan
kurangnya perhatian dar dukungan dari pihak legislatif terhadap instansi teknis
dalam implementasi kebijakan IMB. Secara tegas bal ini diungkapkan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum, sebagaiman pernyataan yang dikemukakannya yaitu
sebagai berikut :

“saya rasa pihak legislatif belum memperlihatkan dukungan yang serius

terhadap pelaksanaan kebijakan IMB, masalahnya selama ini pihak legislatif

lebih banyak mengkritik kami dari pada memberikan solusi yang tepat, malah
kami selalu disudutkan bila ada keluhan dan pengaduan dari masyarakat atas
langkah-langkah pengakvan aturan yang kami lakukan”.(Wawancara,

November 2014)

Pernyataan tersebut menggambarkan kurangnya kepekaan dari pihak legislatif

terhadap langkah-langkah yang dilakukan instansi teknis dalam pelaksanaan
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kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur. Dalam hal ini pihak legislatif
cenderung bersikap subyektif terhadap langkah tegas yang dilakukan oleh instansi
teknis tekait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menegakkan aturan
kebijakan IMB.

Sikap demikian yang ditunjukkan oleh pihak legislatif sebagai isyarat
kurangnya kepedulian dan perhatian pihak legislatif terhadap pelaksanaan
kebijakan IMB. Fakta tersebut dapat diinterprestasikan bahwa pihak legislatif
cenderung melihat bahwa pelaksanaan kebijakan IMB merupakan menjadi
tanggung jawab dari instansi teknis terkait. Pihak legislatif tidak melihat bahwa
sebagai suatu kebijakan daerah maka keberhasilan dalam pelaksanaannya juga
memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak legislatif selaku mitra
sejajar pemerintah daerah. Sikap demikian tentu dapat melemahkan kinerja
instansi teknis terkait dalam melaksanakan kebijakan IMB.

Bertdasarkan uraian-uraian yang digambarkan tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa samapai saat ini pihak legislatif masih kurang memberikan
dukungan politik kepada instansi teknis terkait dalam implementasi kebijakai
IMB. Kurannya dukungan politik dari pihak legislatif (DPRD) sanagat
mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba
Timur. Padahal sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan daerah
maka dukungan politik tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan legitimasi

dan penguatan bagi instansi teknis dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB.
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b) Kepala daerah (Bupati)

Bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah, sesuai kewenangannya
bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kebijakan pemerintah dan
pembangunan di daerah, termasuk pelaksanaan kebijakan IMB. Dalam konteks
ini, bentuk dukungan yang diberikan tersebut berupa instruksi, perintah, arahan
atau pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Bupati kepada instansi
terkait yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan IMB, termasuk
instansi lain yang mempunyai keterkaitan langsung terhadap pelaksanaan
kebijakan IMB tersebut.

Sebagai suatu kebijakan pemerintah daerah, maka dukungan Kepala Daerah
(Bupati) sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan
Umum maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan IMB.
Adanya dukungan dari Kepala Dacrah tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum
maupun instansi terkait lainnya dapat mengambil langkah serius, tegas dan fokus
dalam melaksanakan kebijakan IMB. Pada akhirnya pelaksanaan kebijakan IMB
tersebut dapat lebih terarah dan terkendali sesuai dengan sasaran pembangunan
daerah yang dituangkan dalm visi misi Kepala Daerah.

Gambaran mengenai dukungan Bupati dalam implementasi kebijakan IMB di
Kabupaten Sumba Timur, terungkap dari hasii wawancara dengan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut :

“terus terang selama ini bapak Bupati mempunyai perhatian sangat tinggi

terhadap kebijakan IMB. Dalamn setiap rapat dan pertemuan beliau sering

menegaskan agar instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum

harus menegakkan ketentuan mendirkan bangunan utamanya menyangkut
ketentuan sempadan”.(Wawancara, November 2014)
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bupati selaku penanggung jawab
pemerintahan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pelaklsanaan kebijakan
IMB di Kabupaten Sumba Timur. Bahkan kebijakan IMB yang dimplementasikan
seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di
Kabupaten Sumba Timur saat ini, dalam kenyataannya hampir tidak pernah luput
dari perhatian dan pantauan Bupati. Perhatian tersebut sebagai wujud kepedulian
Bupati terhadap pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur, agar
dapat berjalan efektif di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan (BPMPP), mengungkapl:an bahwa :

“Bupati mempunyai perhatian serius terhadap pelaksanaan kebijakan IMB ini.

Setiap melihat ada kegiatan pembangunan baru di wilayvah kota utamanya di

lokasi-lokasi strategis beliau langsung menghubungi saya dan menanyakan

perihal izin bangunan tersebut, vahkan Bupati juga menginstruksikan supay:
menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar serta meningkatkan
koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum daa Badan Satuan Pclisi Pamong

Praja dan Linmas”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya
Bupati memiliki concrn yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan IMP.
Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah tegas yang dilakukan Bupati melalui
perintah, instruksi dan arahan kepada instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan
Umum untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan mengefektifkan pelaksanaan
kebijakan IMB di lapangan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dukui:gan
politik yang diberikan oleh Bupati dalam pelaksanaan kebijakan IMB dapat
dikatakan sangat tinggi. Dukungan tersebut tentu diharapkan akan berdampak

pada meningkatnya kinerja instansi terkait dalam implementasi kebijakan IMB,

terutama menyangkut langkah-langkah penegasan terhadap ketentuan mengurus
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IMB bagi setiap kegiatan mendirikan bangunan, sehingga pada akhirnya
implementasi kebijakan IMB dapat berjalan efektif di lapangan.

Namun dalam kenyataannya, dukungan politik yang diberikan Bupati tersebut
belum diikuti dengan efektifitas implementasi kebijakan IMB di lapangan. Dalam
arti, dukungan tersebut belum diikuti dengan peningkatan penerimaan retribusi
IMB, yang mana sampai sekarang kontrbusi penerimaan retribusi IMB belum
menunjukkan angka signifikan terhadap PAD kabupaten Sumba Timur. Salah satu
faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah lambatnya Dinas Pekerjaan Umum
menyikap: dukungan tersebut melalui langkah dan pengendalian terhadap
berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan olekh masyarakat.
Dampaknya adalah sampai saat ini hampir sebagian besar masyarakat yang
melaksanakan pembangunan atau mendirikan banguan belum mau mengurus
IMB.

4) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
tingkat kepemilikan sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi kebijakan
pelayanan IMB. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat
berperan bagi keberhasilan pelayanan retribusi IMB di Kabupaten Sumba Timur,
sebab meski dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan IMB ditunjang oleh SDM
yang berkualitas dengan jumlah yang memadai namun jika tidak ditunjang oleh
sarana dan prasarana yang memadai maka semua rencana yang telah dirumuskan

tidak akan dapat terlaksana denagan baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf
126

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diperoleh gambaran bahwa sarana
dan prasarana yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum masih cukup mendukung
kemampuan institusi dalam implementasi kebijakan IMB tersebut. Namun
demikian, sarana dan prasarana yang ada sekarang masih perlu ditambah
jumlahnya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya di bidang pelayanan izin mendirikan bangunan.

Untuk melihat bagaiman tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada
Dinas Pekejaan Umum dalam mendukung pelaksanaan kebijakan IMB,
sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang
mengungkapkan bahwa :

“pada dasarnya ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas kami sudah

cukup merradai untuk mendukung implementasi kebijakan IMB. Namun

demikian, untuk meningkatkan pelzksanaan tugas dan fungsi kami kedepan
masih perlu penambahan beberapa sarana lagi seperti perlengkapan kantor
dan utamanya kendaraan operasional lapangan yang sangat kami butuhkan
untuk melakukan patroli pengawasan dan pemantauan

bangunan”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, sarana dan prasarana yang tersedia
pada Dinas Pekerjaan Umum masih cukup memadai untuk mendukung tugas dan
fungsi kantor dalam pelaksanaan kebijakan IMB. Namun demikian, untuk lebih
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam implementasi ketijakan
IMB masih dibutuhkan penambahan sarana operasional kantor utamanya
kendaraan operasional lapangan. Penambahan kendaraan operasional lapangan ini
tentu akan lebih mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap

berbagai kegiatan pembangunan fisik di lapangan yang selama ini menjadi

kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan pertumbuhan bangunan
yang demikian pesat di Kabupaten Sumba Timur saat ini, maka sudah saatnya
juga diikuti dengan langkah-langkah pengawasan, pengendalian dan pembinaan
yang tegas dan intensif dari instansi teknis terkait. Langkah ini perlu dilakukan
untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan
mendirikan bangunan.

Untuk meningkatkan mobilitas aparat Dinas Pekerjaan Umum dalam
melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan di lapangan maka
diperlukan dukungan sarana operasional lapangan khususnya kendaraan
operasional. Secara tegas hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan,
Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, yaitu sebagai berikut :

“sarana prasarana yang tersedia seat ini sudah cukup untuk mendukurgz

pelayanan IMB di kantor kami. Tapi untuk mendukung tugas-tugas kami di

lapangan, kami masih membutuhkan kendaraan operasional, yang selama ini

menjadi kendala kami untuk melakukan pengawasan secara intens di

lapanan”.(Wawancara, November 2014)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis didapatkan iakta bahwa sarana dan
prasarana pengelolaan administrasi saat ini, seperti kcmputer dan perangkatnya
serta sarana lain sudah tersedia, namun untuk penataan kearsipan perlu
penambahan lemari arsip, guna mendukung tertib pengelolaan administrasi
retribusi IMB. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan penambahan satu unit
kendaraan roda dua untuk mendukung mobilitas petugas Dinas Pekerjaan Umum

vang ditempatkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan,

sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
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5) Komunikasi

Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian dan penyebaran informasi,
dalam proses pembangunan memaikan tiga peranan penting, yaitu (1)
memberikan informasi kepada masyarakat, (2) menumbuhkan keinginan untuk
mengadakan perubahan dan penerimaan suatu gagasan baru, dan (3) mengajarkan
keahlian baru yang diperlukan dalam perubahan tadi. Komunikasi merupakan
elemen yang sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan termasuk dalam
implementasi kebijakan IMB, karena melalui komunikasi berbagai informasi yang
berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat diketahui oleh kelompok sasaran
kebijakan.

Dukungan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan IMB tersebut berupa
penyelenggaraan aktivitas informasi, motivasi, dan cdukasi yang dibutuhkan
untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kebijakan IMB, sehingga dapat
menciptakan kesadaran dan perhatian, meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman, serta mengubah sikap mental dan perilaku masyarakat terbadap
kebijakan IMB kepada masyarakat yaitu melalui scsialisasi/penyuluhan dan media
cetak dalam bentuk papan informasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Dinas
Pekerjaan Umum, melalui pernyataan bahwa :

“bentuk kegiatan yang sudah kami lakukan untuk menyebarluaskan

informasi dalam hubungannya dengan pelaksaniaan kebijakan IMB ini

adalah melalui sosialisasi atau penyuluhan di tiap kecamatan, Juga melalui
pemasangan papan informasi IMB yang kami pasang di seluruh wilayah

kecamatan di Kabupaten Sumba Timur”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan

Umum telah membangun komunikasi dengan masyarakat dalam rangka

menyebarluaskan informasi tentang implementasi kebijakan IMB di Kabupaten
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Sumba Timur, dalam bentuk sosialisasi dan pemasangan papan Informasi. Namun
demikian, tingkat komunikasi yang dinagun dengan masyarakat tentang kebijakan
IMB tersebut tampaknya belum cukup maksimal. Bentuk komunikasi yang
dilakukan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang
pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur masih terbatas pada
kegiatan sosialisasi dan pemasangan papan informasi IMB, itupun belum
menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur.

Kondisi wilayah Kabupaten Sumba Timur yang menyebar di wilayah
poegunungan dan pulau, kareana itu Dinas Pekerjaan Umum seharusnya
mengembangkan bentuk komunukasi yang mempunyai jangkauan luas dan tingkat
penyebaran informasi yang lebih cepat dan mudah, seperti melalui media cetak
(koran/surat kabar) dan media elektronik (siaran radio dan televisi lokal). Lebih
jelas hal ini di ungkapkan cleh Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas pekerjaan
Umum, sebagaimana pernyataannya bahwa :

“sejak kebijakan IMB ini ditetapkan tahun 2011, baru satu kali

melaksanakan sosialisasi pada tiap kecamnatan. Kami juga sudah

memasang papan informasi IMB sebanyak 22 buah, namun karena
jumlahnya terbatas maka prioritas kami adalah masih di wilayah ibu

kota”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan komunikasi yang
dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam menyebarluaskan informasi tentang
pelaksanaan kebijakan IMB belum dilaksanakan secara maksimal. Frekuensi
kegiatan sosialisasi dan media publikasi yang masih terbatas tentu tingkat sebaran

informasi tersebut belum mampu menjangkau selurth masyarakat di Kabupaten

Sumba Timur.
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Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan penulis terungkap bahwa
bentuk sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum tentang pelaksanaan kebijakan IMB, dilakukan dengan mengundang
perwakilan dari kecamatan, perwakilan desa dan kelurahan serta beberapa tokoh
dan anggota masyarakat yang mewakili masing-masing desa dan kelurahan di
setiap kecamatan. Tentu dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang diundang
mengikuti kegiatan tersebut merupakan tokoh kunci di wilayahnya masing-
masing. Selanjutnya informasi yang didapat dari hasil sosialisasi tersebut akan
disebarluaskan kepada anggoia masyarakat lainnya di wilayah masing-masing.
Adapun papan informasi IMB yang terpasang, yaitu sebanyak 22 buah di wilayah
ibukota dan masing-masing satu buah dipasang di kecamatan lainnya, dengan
kondisi sebagian sudah mengalami kerusakan sehingga tidak tampak jelas lagi
bagi masyarakat luas.

Mencermati bentuk sosialisasi atau penyuluhan yang dinakukan tersebut
maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaannya kurang maksimal baik dari segi
frekuensi, jangkauan pelaksanaan maupun pihak-pihak yang dilibatkan. Orang-
orang dan pihak-pihak yang mengikuti dan terlibat dalam kegiatan tersebut
jumlahnya terbatas dan hanya orang-orang tertentu saja. Padahal dalam
kenyataannya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat tentang kebijakan IMB
umumnya masih rendah. Begitu pula dengan pemasangan papan informasi IMB
yang jumlahnya terbatas dan sebagian kondisinya sudah rusak, sehingga sebagian
besar masyarakat kurang mengetahui dan memahami secara jelas pelaksanaan

kebijakan IMB.
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Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dari kegiatan komunikasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dalam pelaksanaan kebijakan IMB, terungkap dari hasil wawancara
dengan beberapa informan berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul
Harris (35 Tahun), salah seorang warga Kelurahan Matawai yang telah mengurus
IMB mengungkapkan bahwa :

“saya kaget tiba-tiba didatangi petugas dari Dinas Pekerjaan Umum yang

menanyakan IMB rumah kami. Masalahnya selama ini belum ada

penyampaian dari kelurahan. Dari situ baru saya tahu setiap membangun

rumah harus memiliki IMB” (wawancara, November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
mesih banyak yang belum mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan IMB.
Dalam arti, implementasi kebijakan IMB yang ditetapkan melaiui Perda Nomor 9
Tahun 2011 tersebut belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat.

Ral senada juga disarnpaikan Umbu Manang (38 Tahun) yang bermukin di
Kelurahan Hambala dan telah mengurus IMB, melalui pernyataannya sebagai
berikut :

“sebetulnya kami tahu bahwa biasanya seperti di daerah-daerah lain setiap

mendirikan bangunan harus mengurus IMB, hanya disinikan saya belum

tahu kalau sudah ada aturannya dan harus kemana mengurusnya. Padahal
waktu saya mendirikan bangunan saya sudah melapor dengan pihak
kelurahan tapi tidak ada juga penyampaian kalau kami harus mengurus

IMB”.(Wawancara. November 2014)

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan
sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tentang pelaksanaan
kebijakan Imb masih belum menjangkau masyarakat pengguna lainnya. Harapan

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi sebelumnya khususnya

pemerintah kelurahan untuk selanjutnya menyebarluaskan informasi hasil

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf
132

sosialisasi tersebut kepada masyarakat lainnya dalam kenyataannya belum sesuai
yang diharapkan. Mencermati kondisi demikian, tentu sulit bagi instansi teknis
terkait untuk mengharapkan agar pelaksanaan kebijakan IMB tersebut mendapat
dukungan baik dari masyarakat.

Pada sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum juga diperhadapkan pada salah satu
kendala dalam pelaksanaan kebijakan IMB yaitu rendahnya pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya memiliki IMB bagi suatu
bangunan. Indikasi untuk melihat hal tersebut adalah masih banyaknya
masyarakat belum mengurus IMB dalam mendirikan bangunan. Berdasarkan hacil
wawancara dengan Kepala Seksi Tata bangunan, Bidang Cipta Karya, Dinas
Pekeriaan Umum:, dikemukakan bahwa :

“selama ini boleh dikatakan tingkat kepedulicn masyarakat untuk

mengurus Imb masih sangat rendah. Mungkin ini ada hubungannya

kurangnya pemahaman dan pengetahuan mercka tentang fungsi Imb
maupun rendahnya tingkat komunikasi yang kami lakukan selama ini.

Umumnya masyarakat yang sucah mengurus Imb selama ini sebagian

besar adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah™.(Wawancara,

November 2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar belum
mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan kebijakan IMB, sehingga banyak
masyarakat tidak mempunyai kepedulian untuk mengurus IMB dalam mendirikan
bangunan. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang fungsi Imb maupun karena Dinas Pekerjaan
Umum belum membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak dalam
pelaksanaan kebijakan IMB.

Hasil penelusuran penulis terungkap bahwa selama ini Dinas Pekerjaan

Umum belum melakukan pola komunikasi melalui media masa, seperti
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koran/surat kabar, siaran radio, televisi, atau media lainnya terkait dengan
pelaksanaan kebijakan IMB. Padahal pola komunikasi melalui media ini juga
dianggap bisa membantu memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang
pelaksanaan kebijakan Imb, karena penyebaran informasinya lebih mudah dan
luas.

Beradasrkan kenyataan-kenyataan dan temuan-temuan yang diuraikan
tersebut menunjukkan bahwa tingkat komunikasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum dala pelaksanaan kebijakan IMB belum berjalan efektif dan maksimal.
Secara langsung hal ini berdampak padz. tidak efektifnya implementasi kebijakan
Imb di Kabupaten Sumba Timur. Kurang lancarnya komunikasi yang terjalin
antara aparat dari instansi terkait dengan masyarakat disebabkan karena iidak
maksimalnya pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dan terbatasnya penyebarluasan
informasi melalui media massa. Hal ini mengakibatkan rerndahnya pemahaman
masyarakat terhadap kewajiban mengurus IMB.

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat
dalam mendukung pelaksanaan kebijakan IMB, maka Dinas pekerjaan Umum
selaku dinas penanggungjawab teknis dalam pelaksanaan kebijakan IMB harus
lebih mengefektifkan kegiatan komunixasi dengan berbagai komponen. Bentuk
komunikasi yang dilakukan harus lebih variatif dilakukan, tidak saja dalam bentuk
sosialisasi, tetapi juga memanfaatkan media massa maupun secara hubungan antar
personal yang selama ini jarang dilakukan. Begitu pula frekuensi kegiatan
komunikasi yang dilakukan harus lebih didintensifkan agar pengetahuan dan

pemahaman masyarakat menjadi lebih baik.
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6) Prosedur kerja

Pelaksanaan kebijakan IMB yang diatur melalui Perda Nomor 9 Tahun 2011
tentang Bangunan Gedung, telah dimuat dalam lembaran daerah dan
dipublikasikan secara luas kepada khalayak umum. Dengan demikian, masyarakat
yang menjadi obyek dari peraturan daerah tersebut dianggap telah mengetahui
adanya kebijakan yang mengatur tentang ketentuan Izin Mendirkan Bangunan,
terhadap setiap pembangunan fisik yang mereka lakukan.

Dalam peraturan daerah tersebut, telah diatur prosedur dan mekanisme
pengurusan IMB, namun aturannya masuh bersifat umum yaitu menyangkut
persyratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengurus IMB. Pada
dasarnya jika pemohon sudah melengkapi berkas sesuai dengan yang disyaratkan,
maka sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, proses penerbitan IMB dapat
diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon memasukkan
permohonan IMB.

Secar fungsional, proses pengurusan IMB di Kabupaten Sumba Timur
melibatkan tiga instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku instansi yang
bertanggung jawab memberikan rekomendasi teknis dan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) selaku instansi yang memproses
penerbitan sertifikat IMB berdasarkan rekomendasi dari Dinas pekerjaan Umum
(PU) ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sehingga
mengeluarkan Advis Planning. Jangka waktu penerbitan sertifikat IMB oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) paling lambat tiga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf
135

hari setelah berkas permohonan diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umu dan Bappeda
Kabupaten Sumba Timur.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan kebijakan pemerintah
daerah tersebut, khususnya menyangkut mekanisme dan prosedur penerbitan izion
mendirikan bangunan terkadang belum dilaksanakan secara baik oleh para aparat
di lapangan. Begitu pula masyarakat yang membutulikan pelayanan IMB
terkadang masih belum mengetahui dan memahami dengan baik mekanisme dan
prosedur pengurusan IMB, yang disebatkan proses sosialisasi yang tidak
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pengurusan izin
mendirikan bangunan (IMB) yang telah dilaksanakan oleh instansi teknis terkait,
dapat dilihat dari pernyataan beberapa informan berikut. Rerdasarkan hasi!
wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, terungkap bahwa :

“pada dasamya kami berupaya untuk menerapkan prosedur yang dapat

mempermudah masyarakat untuk mengurus IMB dan prinsipnya sepanjang

permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
kami langsung memprosesnya secepat inungkin”.(Wawancara, November

2014)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum selaku
instansi teknis yang berwenaug mengeluarkan rekomendasi teknis tentang IMB
mempunyai komitmen untuk menerapkan presedur kerja yang mempermudah
masyarakat dalam proses pengurusan IMB. Komitmen tersebut diwujudkan dalam
bentuk penerapan prosedur kerja berdasarkan prinsip jelas, transparan serta tidak
berbelit-belit, sepanjang persyaratan yang diterapkan sudah terpenuhi.

Secara tegas hai ini diungkapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan, sebagaimana pernyataan yaitu sebagai berikut :
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“walaupun belum ada prosedur baku atau SOP dalam pengurusan IMB,
namun prosedur yang kami terapkan dalam pengurusan IMB selama ini
cukup jelas dan transparan dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami
oleh masyarakat. Karena tugas kami hanya memproses keluarnya sertifikat

IMB, biasanya setelah berkas dan rekomendasi kami terima dai Dinas

Pekerjaan Umum dan Advis Planning dari Bappeda, maka kami langsung

proses secepatnya”.(Wawancara, November 2014)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa instansi yang terkait langsung
dalam pengurusan IMB sangat menyadari akan tuntutan pelayanan prima kepada
pelanggan. Komitmen tersebut pada dasarnya dapat dikatakan sebagai bentuk
tanggung jawab sosial dari instansi terkait untuk memberikan pelayanan yang
mudah kepada masyarakat dalam pengurusan Imb. Bahkan sebagai instansi
penanggung ;awab, maka sangat disadari bahwa hanya dengan menerapkan
prosedur yang mudah sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk lebih
peduli mengurus IMB atas bangunan yang mereka dirikan.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis menunjukkan bahwa
prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam pengurusan IMB
cukup mempermudah masyarakat untuk memperoleh sertifikat IMB. Persyaratan
yang ditetapkan dalam pengurusan IMB cukup mudah dipahaisi masyarakat
karena berkas yang harus disectakan tidak banyak serta preses pengurusannya
tidak berbelit-belit.

Namun demikian, mengingat sampai sekarang belum ditetapkan aturanb
tentang prosedur baku atau standar operasional prosedur dalam pengurusan IMB,
sehingga kejelasan pengurusan IMB belum dapat diketahui dan belum
terpublikasikan secara luas kepada masyarakat. Bila dihubungkan dengan masih

rendahnya jumlah masyarakat yang mengurus IMB, maka dimungkinkan hal ini

mempunyai keterkaitan langsung. Dalam arti, belum adanya aturan baku tentang
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prosedur pengurusan IMB maka bisa dipastikan bahwa banyak masyarakat yang
belum mengetahui prosedur pengurusan IMB, utamanya menyangkut diman harus
mengurusnya dan apa persyaratan yang harus dipenuhi.

Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan dan Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selaku instansi yang berwenang
dalam pengurusan IMB belum pernah mensosialisasikan atau menyebarluaskan
informasi tentang prosedur pengurusan IMB kepada masyarakat. Sebagaiman
hasil wawancara dengan Abdul Harris (32 Tahun), yang mengemukakan bahwa :

“kami belum mengetahui secara jelas prosedur pengurusan IMB, jadi hanya

mengikuti arahan dan petunjuk dari aparat Dinas Pekerjaan Umum. Dan saya

rasa pengurusan IMB di kantor Dinas Pekerjaan Umum cukup mudah dan

cepat”.(Wawancara, November 20'4)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang
sudah mengurus IMB kurang mengetahui secara jelas prosedur kerja dalam
pengurusan Imb. Namun demikian, prosedur pengurusan IMB yang sudah
diterapkan selama ini cukup memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB.
Berkas dan persyaratan yaag harus dilengkapi pemchon dalam pengurusan IMB
cukup sederhana sehingga proses pengurusannya tidak memerlukan wuktu lama,
cepat serta tidak berbelit-belit.

Begitu pula hasil wawancara dengan Umbu Manang (38 Tahun) yang
berdomisili di Kelurahan Hamabala, dikemukakan bahwa :

“pada dasarnya kami tidak terlalu mempersoalkan bagaimana prosedurnya,

selaku masyarakat kami hanya mengharapkan mendapatkan pelayanan yang

mudah, cepat dan tidak berbelit-beiit dalam mengurus IMB, dan yang
terpenting adalah biayanya dapat terjangkau. Saya kira apa yang dilakukan

oleh Dinas Pekerjaan Umum sudah cukup memudahkan kami”.(Wawancara,
November 2014)
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Pernyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum
telah menerapkan prosedur pengurusan IMB yang baik sehingga dapat memenubhi
harapan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit. Upaya yang
dilakukan Dinas Pekerjaan Umum tersebut merupakan langkah positif untuk
membangun citra yang baik dimasyarakat tentang pengurusan IMB di Kabupaten
Sumba Timur. Penerapan prosedur yang baik tersebut tentu tidak lepas dari aparat
yang terlibat langsung dalam pengurusan IMB untuk memberikan informasi dan
penjelasan secara lengkap dan akurat sehingga masyarakat dapat memahami
secara jelas alur IMB, bahkan masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam
pengurusan IMB. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Muhamad Rusdi
(41 tahun) warga yang bermukiman di keluraban Kamalaputi dan sementara
membangun rumah kelwrahan Matawai, melalui pernyataan yang dikemukakan

yaitu sebagai berikut:

“sebetulnya saya belum mengetahui proscdur dalam mengurus IMB, tapi
setelah menerima penjelasan dan arahan dari aparat Dinas Pekerjaan
Umum ternyata proses pengurusannya cukup mudah karena kami hanya
membutuhkan waktu dua hari untuk melengkapi berkas permohonan.
Bahkan menurut saya proses pengurusan IMB disini cukup mudah
dibanding dengan daerah lain”. (Wawancara, November 2014)

Gambaran yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar
masyarakat yang sudah mengurus IMB kurang mengetahui secara jelas prosedur
kerja dalam pengurusan IMB. Namun dcmikian prosedur pengurusan IMB yang
sudah  diterapkan cukup memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB.
Masyarakat tidak merasa terbebani dengan persyaratan yang harus dilengkapi
karena dianggap cukup sederhana. Begitu pula dengan alur pengurusan IMB,
tidak melewati banyak pintu sehingga proses pengurusan IMB yang dilakukan

masyarakat tidak memerlukan waktu lama, mudah dan tidak berbelit-belit.
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Berdasarkan hasil penulusan penulis diperoleh gambaran bahwa kurang
jelasnya masyarakat mengetahui prosedur pengurusan IMB karena umumnya
mereka belum pernah mengikuti sosialisasi tentang kebijakan IMB. Begitu pula
dengan belum adanya peraturan tentang standar operasional prosedur dalam
pengurusan IMB sehingga sampai sekarang instansi terkait dalam hal ini Dinas
Pekerjaan Umum belum dapat melakukan publikasi dan sosialisasi secara luas

kepada masyarakat tentang prosedur kerja pengurusan IMB.

Berdasarkan gambaran yang diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa secara umum prosedur kerja yang diterapkan dalam pengurusan IMB
selama ini sudah baik. Indikatornya adalah proses pengurusan IMB dirasakan
cukup mudah dan tidak berbelit-belit, baik persyaratan yaing harus dipenuhi

maupun waktu yang dibutuhkan.

Untuk lebib mengefektifkan pengurusan IMB maka Dinas Pekerjaan Umum
dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan perlu mengupayakan
percepatan penetapan tentang prosedur baku pengurusan IMB, sehingga aturan
iersebut dapat disosialisaikan dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
Melalui sosialisasi dan publikasi yang dilakukan, maka secara perlahan akan
tumbuh kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam

pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur.
b. Faktor kualitas pelayanan

Sebagaimana diketahui efektifitas suatu organisasi sangat tergantung pada
beberapa jauh organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Dalam hal

organisasi pemerintah, produktifitasnya diukur dari kualitas hasil yang diberikan
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kepada masyarakat dan seberapa jauh kepuasan masyarakat menerima pelayanan
dari pemerintah, meskipun unsur kualitas pelayanan dari pemerintah tidak
tercermin dari rasio output dan input, karena tidak ada harga pasarnya. Kualitas
layanan menurut teori yang dikemukakan oleh Berry, et al. dan Gronroos
(Suparman,2002:118) yaitu “kualitas layanan yang dirasakan adalah pendapat atau
sikap relatif terhadap layanan dain hasil perbandingan harapan dengan persepsi
pelanggan terhadap layanan yang diterimanya”. Uraian tersebut memberikan
arahan jelas bahwa petugas dan fungsi pemerintah adalah menyediakan
pelayanan yang dapat memuaskan nmasyarakat. Tentunya karena kepuasan itu
bersifat relatif dan produk layanan daripada pemerintah bukan dalam bentuk
barang hasil suatu proses produksi, maka kualitas pelayansn disesuaikan dengan

harapan yang dinginkan masyarakat.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang diuraikan sebelumnya, maka simpulan
yang dapat ditarik dari hasil penelitian ana adalah sebagai berikut :

I.  Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di
kabupaten Sumba Timur khususnya Kota Waingapu dapat dikatakan
belum berjalan efektif atau belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah
daerah. Belum efektif implementasi kebijakan pelayanan IMB di
kabupaten Sumba Timur ditunjukan oleh belum efektithya penerapan
ketentuan wajib memiliki IMB, ketentuan wejib memenuhi persyaratan
tata bangunan dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan aturan
dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan rnaupun mengubah bangunan
faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan
pelayanan IMB tersebut adalah faktor impiementasi kebijakan belum
berjalan baik, meliputi kompetensi staf yang belum memadai. tingkat
pengawasan yang masih lemah, dukungan politik yang diberikan oleh
legislatif (DPRD) yang masih lemah dan tingkat komunikasi yang belum
berjalan baik; dan

2. konstribusi penerimaan retribusi IMB terhadap peningkatan PAD
Kabupaten Sumba Timur dapat dikatakan masih cukup rendah.
Penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama dua tahun implementasi

kebijakan IMB baru mencapai Rp. 160.012.500,00, atau rata rata sebesar
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Rp. 80.006.250.00, per tahunnya dengan prosentase rata rata 8 % per
tahun. Nilai kontribusi tersebut dapat dikatakan belum cukup signifikan
untuk memberikan konstribusi terhadap peningkatan PAD bagi Kabupaten

Sumba Timur.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umura Xabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan
kompetensi aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional, gima menciptakan aparatur yang handal dan memabanii
tugasnya;

2.  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan
pengawasan dan pengendalian di lapangan secara ketat dan terpadu
terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan olch
masyarakat, guna meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat
tentang pentingnya memiliki T™MB dalam setiap kegiatan mendirikan
bangunan;

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan
kegiatan sosialisasi tentang kebijakan IMB, baik melalui penyuluhan
maupun melalui media massa, utamanya melalui media dengan jangkauan
penyebaran luas di masyarakat, seperti surat kabar, radio maupun televisi

lokal. Malalui langkah dan upaya tersebut maka masyarakat dapat
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mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang pelaksanaan
kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur; dan

4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur dan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan harus mengupayakan percepatan
penetapan aturan tentang standar operasional produser pengurusan IMB
sehingga awran tersebut dapat disosialisasikan dan dipublikasikan secara

luas kepada masyarakat.
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LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar

Pedoman Wawancara ini bersifat ilmiah dan tidak bermaksud untuk
menjatuhkan bahkan menyudutkan. Tujuan dari Wawancara ini adalah untuk
mendapatkan data dan informasi dari sumber-sumber yang berkompeten, yang
mengetahui langsung tentang fokus penelitian yang kami lakukan, yaitu tentang
“ Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Xota Waingapu ",
Peran serta dan kerjasama dari Bapak/Ibu sangat kami harapan untuk keperluan

penyusunan tesis perulis.

Identitas dan jawaban Bapak/Ibu akan kami rahasiakan, karena itu harapan
besar kami Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya serta
sejujurnya sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu. Informasi yang kami dapatkan

akan menjadi bahan berharga guna penyelesaian tesis penulis.Terimah kasih.

Peneliti,

UMBU LAPU NGUNJUNAU
NIM. 500009394

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

151

1. PERTANYAAN UNTUK APARAT PEMERINTAH DAERAH

Identitas Informan

Nama

Usta

Pendidikan Terakhir
Pangkat /Golongan
Jabatan

Unit Kerja
Pendidikan Terakhir

Pendidikan dan latihan yang perna diikuti :

a. Diklat struktural

b. Diklat penjenjangan

A. Faktor Implementasi Kebijakan IMB
1.  Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan kebijakan pelayanan IMB sudah

saatnya untuk dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur?

Tolong jelaskan alasannya
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2. Menurut Bapak/ Ibu, apakah urgensi implementasi kebijakan pelayanan

IMB di Kabupaten Sumba Timur? Tolong jelaskan
3. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana melihat Implementasi kebijakan pelayan

IMB yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur

maupun instansi terkait lainnya?
4.,  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan ketentuan wajib memiliki IMB

yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum terhadap setiap kegiatan

mendirikan bangunan maupun atau mengubah bangunan?

Tolong Bapak/Ibu dijelaskan bagaimana realita penerapannya selama ini di

lapangan?

5.  Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana penerapan ketentuan wajib memenuhi
persyaratan tata bangunan terhadap setiap kegiatan mendirikan bangunan
maupun mengubuh bangunan?

Tolong Bapak/Ibu dijelaskan bagaimana realita penerapannya seiama ini di

lapangan?

6. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana penerapan ketentuan sanksi terhadap
pelenggaran aturan IMB yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan? -

Tolong dijelaskan!

7.  Menurut Bapak/ Ibu, apakah pelayanan IMB selama ini sudah berdasarkan

pada kebijakan pemerintah daerah mengenai retribusi IMB?
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Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang peranan SDM aparat dalam

implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kab. Sumba Timur? ------eeeunea-

Menurut Bapak/ Ibu, apakah  kompetensi staf yang bertugas yang
mengurusi kebijakan dan pelayanan IMB sudah memenuhi kriteria yang
diinginkan?

Tolong di jelaskan!

Tolong Bapak/Ibu, jelaskan sejauh mana langka-langkah pengawasan
yang sudah dilakukan dalam menunjang implementasi kebijakan IMB di

Kabupaten Sumba Timur?

Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar dukungan politik yang diberikan, oleh

pihak eksekutif maupun legislatif dalam implementasi kebijakan

pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur?

Toiong dijelaskan bagaimana bentuk dukungan politik yang diberikan oleh

pitak-pihak tersebut!

Menurut Bapak/lbu, apakah sarana prasarana pendukung dalam

implementasi kebijakan dan pelayanan IMB sudah memandai atau belum?

Tolong dijelaskan!

Tolong Bapak/Ibu dijelaskan bagaimana bentuk komunikasi yang
dilakukan  untuk menyebarluaskan informasi tentang implementasi

kebijakan IMB?

Menurut Bapak/Ibu, sudah sejauhmana tingkat komunikasi yang dilakukan
oleh instansi teknis khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menunjang

implementasi kebijakan IMB? Tolong dijelaskan !
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Tolong Bapak/Ibu jelaskan bagaimana mekanisme dan produser

pengurusan IMB yang dilaksanankan selama ini?

Apakah mekanisme dan produser pengurusan IMB tersebut telah

mempermudah masyarakat untuk mengurus IMB?

Mengapa banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan
IMB?

Tolong dijelaskan!

Banyak masyarakat yang mengeluh mengenai kualitas layanan dalam
pengurusan IMB yang relatif lambat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu

tentang hal ini?

Menurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang menyebabkan lambatnya

pengurusan IMB? Tolong dijelaskan!

Apakah selama ini sudah sering dilakukan sosialisasi tentang kebijakan

pelayanan IMB? Sudah berapa kali?

Berdasarkan data bangunan yang ada, mengapa banyak masyarakat yang

mendirikan bangunan, belum mengurus IMB? Tclong dijelaskan! ----------

Menwut Bapak/Ibu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam

mengurus IMB, Tolong dijelaskan!

Menurut Bapak/Ibu, adakah kendala dalam mengimplementasikan
kebijakan pelayanan IMB?

Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan

kebijakan pelayanan IMB? Tolong dijelaskan!

Tolong Bapak/Ibu jelaskan langkah-langkah apa yang akan dan sudah
dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan IMB?
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B. Faktor kualitas pelayanan IMB

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian pelayanan IMB di Kabupaten
Sumba Timur khususnya di kantor yang Bapak/Ibu pimpin sudah

dilaksanakan dengan tepat dan benar?

Tolong dijelaskan alasannya

2. Menurut Bapak/lbu, apakah dalam pemberian pelayanan IMB di kantor
yang Bapak/Ibu pimpin sudah memberikan penampilan yang terbaik, dari
segi aparatur pelayanan, kantor dan fasilitasnya maupun setifikat IMB yang

dihasilkan?

3. Menurut Bapak/ibu, sejauh mana kepekaan atau daya tanggap aparat pada
kantor yang Bapak/Ibu pimpin dalam memberikan pelayanan pengurusan
IMB sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat’/konsumen yang

dilayani ?

4. Tolong Bapal/Ibu jelaskan, sejauh mana aparat/petugas IMB di kantor yang

Bapak/Ibu pimpin maupun memberikan jaminan layanan yang baik

sehingga dapat memuaskan harapan masyarakat/konsumen?

Dan apakah mereka sudah mengedepankan aspek moral dan etika dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana menurut Bapak/Ibu?

5. Sebagai pelayanan masyarakat, maka setiap pegawai senantiasi dituntut

untuk bersikap empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam pelayanan pengurusan IMB

di kantor yang Bapak/Ibu pimpin sehingga dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat, Tolong dijelaskan!
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C. Kebijakan pelayanan IMB dalam meningkatkan PAD

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana melihat implementasi kebijakan pelayanan
IMB terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sumba Timur? Tolong

dijelaskan? ——

2. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi terhada PAD Kabupaten

Sumba Timur?

3.  Apakah jumlah penerimaan IMB sudah sesuai yang dengan target yang

direncanakan? Jika belum, mengapa demikian tolong jelaskan! ----------ens---

4.  Menurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga
penerimaan retribusi IMB belum memeberikan kontribusi yang besar

terhadap PAD Kabupaten Sumba Timur?

5. Menurut Bapak/Ibu, langkah-langkch dan upaya-upaya apa yang perlu
dilakukan agar implementasi kebijakan pelayanzn IM3 Jepat memberikan

kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumba Timur?--------------
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Nama
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Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Alanat

Faktor Implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan IMB

1.  Apakah Bapak/Ibu tahu tentang IMB ?

2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya ?

3.  Apakah Rapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi IMB ?
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4.  Menurut Bapak/Itu, apakah sosjalisai Imb yang dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur sudah cukup efektif ? Bagaimara

tanggapan Bapak/Ibu, tolong dijelaskan---

5. Apakah Bapak/Itu sudah paham tentang pentingnya mengurus IMB ?

6.  Sebagai warga negara, apakah Bapak/Ibu sudah mengurus IMB ?

Jika

sudah, apakah Bapak puas dengan pelayanan aparata ?
Jika belum kenapa ? Tolong dijelaskan !

Apakah bangunan yang Bapak/Ibu dirikan sudah memenuhi ketentuan

persyaratan tata bangunan yang ditetapkan dalam Perda 7 Tolong dijelaskan
!

Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat lainnya disekitar lingkungan
Bapak/Ibu tinggal sudah tahu dan paham tentang pentingnya harus

mengurus IMB ?
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Apakah Bapak/Ibu mengetahui prosedur pengurusan IMB ? Bagaimana,

tolong dijelaskan !

Menurut Bapak/Ibu apakah prosedur pengurusan IMB cukup jelas ?
Tolong dijelaskan !

Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kualitas aparat/petugas Dinas

Pekerjaan Umum dalam memberikan pelayanan IMB ?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan IMB selama ini di Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, jika dilihat dari tampilan fisik
fasilitas dan perlengkapan yang dimiliki ? Tolong dijelaskan ! ------~~-------

Menurut Bapak/Ibu, apakah aparat Dinas Pekerjaan Umum sudah

memberikan pelayanan yang segera sesuai yang dijanjikan dan

memuaskan dalam pengurusan IMB ? Tolong dijelaskan !

Tolong Bapak/Ibu jelaskan apakah petugas pelayanan IMB tanggap

terhadap harapan masyarakat akan pelayanan yang baik dan mudah ? ------

Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas pelayanan IMB sudab memberikan

jaminan layanan yang baik sesuai yang diinginkan masyarakat ? Tolong

dijelaskan !

Tolong Bapak/Ibu jelaskan, apakah petugas pelayanan IMB mampu

memahami kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah ? Tolong

dijelaskan !

Tolong bapak/Ibu jelaskan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam

pengurusan IMB ?

Apa harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah daerah khususnya dalam

proses pengurusan IMB ?

Terima kasih atas masukan dan jawabannya
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LAMPIRAN 2
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
NO. INFORMAN PERNYATAAN
1. | Kepala Dinas Kalau mengamati dinamika pembangunan dan
Pekerjaan Umum meningkatkannya animo masyarakat dalam
Kab. Sumba Timur membangun, maka kebijakan tentang IMB

yang ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun
2011 sudah saatnya untuk diimplementasi
secara efektif di Kabupaten Sumba Timur.
Karena secara riil di lapangan, perkembangan
dan pertumbuhan bangunan yang telah
menyebar tidak saja diwilayah ibukota tapi
juga diluar wilayah ibukota merupakan potensi
yang cukup signifikan bagi penerimaan
retribusi IMB.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban
bangunan, khususnya dalam upaya meinelihara
dan menata wajah kawasan perkotaan, maka
diperlukan upaya rpeningkatan pelayanan
dalain bentuk pengawasan qan perizinan
bangunan. Penerbitan IMB bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum, kenyamanan
dan keamanan kepada masyarakat pemilik
bangunan, karena dengan memiliki IMB
berarti suatu bangunan telah memenuhi unsur
! kelayakan dari aspek teknis, ekologis dan
administrasi untuk dibangun. Disamping itu,
penerbitan IMB juga bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas dalam penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
bersumber dari retribusi IMB.

Jika mengkalkulasi potensi obyek retribusi
IMB dari banyaknya kegiatan pembangunan
fisik saat ini, maka kedepan penerimazn
retribusi IMB merupakan salah satu sektor
yang diandalkan sebagai penyumbung besar
bagi penerimaan PAD di Kabupaten Sumba
Timur. Karena itu dalam implementasi
kebijakan pelayanan IMB harus dilaksanakan
seoptimal mungkin.
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NO.

INFORMAN

PERNYATAAN

Sudah jelas diatur dalam Perda bahwa setiap
orang, badan hukum manpun instansi
pemerintah yang akan mendirikan bangunan
scharusnya mengurus IMB terlebih dahulu
sebelum mereka melaksanankan kegiatan
pembangunannya, karena sertifikat IMB
tersebut menjadi dasar yang melegalkan
bangunan yang mereka dirikan.

Memang ketentuan wajib memiliki IMB ini
sudah kami terapkan, walaupun realita yang
terjadi selama ini belum sesuai yang kami
harapkan karena masih banyak bangunan yang
dirikan tapi tidak memiliki IMB. Tapi saya
rasa itu wajar karena aturan inikan belum lama
diterapkan baru sekitar 2 tahun, jadi masih
banysk masyarakat yang belum mengetahui |
dan memahami atucan ini. !

Sesuai aiuran dalam Perda maka setiap
bangunan yang dirikan baik yang dilaksanakan
oleh masyarakat maupun instansi pemerintah
harus memenuhi persyaratan teknis dan
administrasi. Dan selama ini kami cukup hati-
hati, karena kalau persyaratan tersebut tidax |
dipenuhi maka kami tidak akan memprosesf
IMB-nya.

Kalau bicara aturan seharusnya setiap |
bangunan yang dirikan harus memenuhi
persyaratan teknis bangunan, walaupun realita
yang terjadi selama ini masih banyak bangunan
yang melanggar aturan garis sempadan dan
KDB, karena rata-rata masyarakat tidak
mengurus IMB ketika mendirikan bangunan.
Karena itu kami tetap tegas untuk tidak
memproses IMB pada bangunan yang
melanggar  persyaratan  teknis  maupun
administrasinya.

Dalam Perda memang sudah diatur tentang
pengenaan sanksi bagi setiap bangunan yang
melanggar ketentuan IMB, tapi yang kami
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lakukan selama ini masih bersifat pembinaan
saja dan belum ada tindakan-tindakan keras,
misalnya kami datang ke lokasi atau kami
panggil mereka menghadap ke kantor lalu
kami berikan peringatan dan teguran.

Tanggung jawab teknis ada pada Dinas kami
jadi selama ini kami selalu berupaya untuk
memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam pelayanan IMB ini, dan ini saya sudah
tekankan kepada para aparat saya baik dalam
memberikan pelayanan di kantor maupun
dalam bertugas di lapangan agar melaksanakan
dengan scbaik-baiknya.

Melihat realisasi jumlah penerimaan retribusi

IMB selama ini memang masih jauh dari |
sasaran yang diharapkan, baik secara kuantitas

maupun secara kualitas, karena jumlah |
penerimaan yang dihasilkan belum sebanding

dengan potensi obyek rewribusi IMB yang ada

di Kabupaten Sumba Timur.

Sebagai instansi teknis yang bertanggung
jawab dalam implementasi kebijakan IMB
terutama  menyaugkut  penataan dan
pengedalian bangunan, maka tentu Dinas kami
harus didukung staf yang memiliki kompetensi
teknis memadai.

Memang untuk saat ini kompetensi staf pada
dinas kami memang masih belum mencapai
standar dan kriteria yang diharapkan, bahkan
ini juga masih ditambah dengan minimnya
jumlah personil staf yang dimiliki dinas kami,
sehingga ini menjadi salah satu kendala yang
kami hadapi dalam mengimplementasikan
kebijakan IMB.
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Selama ini kami sudah melakukan langkah-
langkah  pengawasan melalui  kegiatan
monitoring bangunan walaupun ini bersifatnya
masih belum intens dan masih terfokus pada
wilayah ibukota, karena kami masih sesuaikan
dengan ketersediaan sumber daya staf yang
ada pada dinas kami.

Sejauh yang saya ikuti dalam setiap kali
mengikuti rapat DPRD, jarang sekali kami
mendengar pernyataan dan pandangan dari
anggota DPRD yang menyoroti bagaimana
implementasi kebijakan IMB.

Terus terang selama ini Bapak Bupati
mempunyai perhatian sangat tinggi terhadap
kebijakan IMB. Dalam setiap rapat dan
perterauan beliau sering raenegaskan  agar
instansi teknis erkait, khususnya Dinas
Pekerjaan Umum harus menegaskan ketentuan
mendirikan bangunan utamanya menyangkut
ketentuan garis sempadan.

Pada dasarnya ketersediaan sarana dan
prasarana pada Dinas kari  sudah cukup
memadai untuk mendukung implementasi
kebijakan IMB. Namun demikian, untuk
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungs:
kami kedepan masih perlu penambahan
beberapa sarana lagi seperti perlengkapan
kantor dan utamanya kendaraan operesional
lapangan yang sangat kami butuhkan untuk
melakukan  patroli pengawasan dan
pemantauan bangunan.

Bentuk kegiatan yang sudah kami iakukan
untuk menyebarluaskan informasi dalam
hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan
IMB ini adalah melalui sosialisasi atau
penyuluhan di tiap kecamatan, juga melalui
pemasangan papan informasi IMB yang kami
yang pasang di seluruh wilayah kecamatan di
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Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan
Aset Daerah,

Kabupaten Sumba Timur

Kabupaten Sumba timur.

Pada dasammnya kami berupaya untuk
menerapkan prosedur yang dapat
mempermudah masyarakat untuk mengurus
IMB dan prinsipnya sepanjang permohonan
yang diajukan sudah memenuhi persyaratan
yang ditetap kami langsung memprosesnya
secepat mungkin.

Setiap kebijakan daerah tentu kalau sudah
ditetapkan seharusnya secepatnya
diimplementasikan di lapangan sehingga
masyarakat dapat memahaminya. Jadi kalau
melihat laju pembangunan di Kabupaten
Sumba Timur sekarang ini, memang sudah
saatnya diikuti dengan penerapaa kebijakan
IMB kepada seluruh masyarakat.

Bagi kami, ssmua ite merupakan peluang
untuk menggenjot PAD Kabupaten Sumba
Timur, apalagi dengan kondisi alam Kabupaten
Sumba Timur yang serba terbatas, jadi
memang kita harus memaksimalkan potensi
yang ada.

Selama ini realisasi penerimaan retritusi IMB
hampir setiap tahunnya belum mencapai target
dan sasaran nyang ditetapkan sehingga saat ini
belum mampu memberikan kontribusi yang
besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten
Sumba Timur.

Saya kira pemerintah khususnya instansi teknis
harus lebih konsisten karena dalam Perda
sudah jelas aturannya kalau setiap bangunan
yang didirikan harus memiliki IMB.
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Menurut saya sederhana saja, karena saya
hanya melihat dari sisi minimnya realitas
penerimaan retribusi IMB selama ini, dan itu
sudah jadi ukuran kalau penerapan ketentuan

tersebut belum berjalan efektif.

Kita harus mengacu pada aturan yang
ditetapkan karena dalam Perda sudab tegas
diatur, bahwa setiap bangunan yang didirikan
ada persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi, misalnya harus memenuhi aturan
garis sempadan jalan dan tidak membangun
pada jalur hijau.

Sebagai aparat pemrintah sedikit banyak kami
paham tentang aturan mendirikan bangunan,
jadi menurut saya penerapan ketentuan tersebut
berjalan efektif bahwa secara kasat mata bisa
dilihat banyak sekali bangunan yang
melanggar aturan garis sempadan jalan karena
mereka membangun terlalu dekat dengan jalan.

Kalau penerapan sanksi tersebut dilaksanakan
secara tegas saya rasa tidak ada bangunan yang
melanggar aturan IMB dan sudah pasti
penerimaan retribusi IMB kita akan meningkat
terus setiap tahunnya.

Pada dasarnya kami sebagai aparat pemerintah
selalu berupaya untuk memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat jadi semua itu
kembali lagi kepada masyarakat yang
menilainya. Dan saya rasa, instansi teknis
terkait akan berupaya untuk meningkatkan
kinerja pelayanan agar dapat memberikan
pencapaian yang maksimal.
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Kepala Badan Penanaman
3 | Modal dan Pelayanan
Perizinan Kabupaten
Sumba Timur

Saya rasa kebijakan IMB tersebut sudah
saatnya untuk diterapkan di lapangan. Sumba
Timur inikan Kabupaten lama, jadi harus ada
percepatan-percepatan yang dilakukan, karena
setiap kebijakan daerah yang dibuat oleh
pemerintah daerah tentu demi mendukung
kemajuan dan kelangsungan pemerintah dan
pembangunan daerah.

Sebagai daerah otonom, yang terpenting adalah
bagaimana kita mampu menjadi daerah yang
mandiri, karena itu kebijakan IMB yang
diimplementasikan di Kabupaten Sumba Timur
diharapkan akan mendukung peningkatan
penerimaan daerah yang bersumber dari PAD.

Berdasarkan dats yang ada pada kantor kami,
realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini
masih didominasi dari kegiatan proyek-proyek
pemernntah sedangkan penerimaan retribusi
iMB dari kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan masyarakat masih sangat minim.
Bahkan secara keseluruhan jumlah penerimaan
retribusi  IMB belum sesuai target yang
diharapkan.

Perda IMB inikan kurang lebih 3 tahun
ditetapkan, jadi sudah saatnya pemerintah
daerah untuk bersikap tegas melaksanakan
ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan,
dan sudah jelas aturannya setiap bangunan
yang didirikan wajib memiliki IMB.

Saya rasa penerapan ketentuan wajib memiliki
IMB ini belum berjalan baik, karena selama ini
permohonan IMB yang kami proses setiap
tahunnya masih sangat minim jika
dibandingkan dengan kegiatan pembangunan
yang ada.
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Dalam Perda sudah ditetapkan ketentuan
wajib memenuhi persyaratan tata bangunan,
jika aturan tersebut sudah harus diterapkan
secara tegas. Ini penting untuk menghindari
terjadinya penyimpangan dalam mendirikan
bangunan.

Saya rasa Dinas Pekerjaan Umum selama ini
tidak tegas dalam menerapkan ketentuan
persyaratan tata bangunan, coba lihat dimana-
mana banyak banguna berdiri yang tidak sesuai
dengan garis sempadan jalan itukan gambaran
kalau aturan tersebut belum berialan efektif.

Seperti yang saya ungkapkan tadi, dimana-
mana banyak bangunan yang melanggar aturan
garis sempacan jalan, apalagi rata-rata
bangunan itu juga tidak memiliki IMB. Berarti
selama ini Dinas Pekerjaan Umum masih
belum tegas dalam menerapkan sanksi
terhadap setiap pelanggaran aturan IMB.

Selama ini kami bersama dengan Dinas
Pekerjaan Umum selaku instansi teknis telah
berzpaya untuk memenuhi harapan masyarakat

akan pelayanan yang baik dalam pengurusan |

IMB karena raemang sadah menjadi kewajiban

kami sebagai aparat pemerintah. Walaupun |

hasil-hasil yang kami capai selama ini belum
sesuai yang diharapkan, karena memang
masih banyak keterbatasan yang kami miliki.

Harus diakui bahwa Bupati mempunyai
perhatian  serius  terhadap  pelaksanaan
kebijakan IMB ini.  Setiap melihat ada
kegiatan pembangunan baru di wilayah kota
utamanya di lokasi-lokasi strategis beliau
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Kepala Bidang Cipta
Karya , Dinas Pekerjaan
Umurn Kab. Sumba Timur

langsung menghubungi saya dan menanyakan
perihal izin bangunan tersebut, bahkan Bupati
juga menginstruksikan supaya menertibkan
bangunan-bangunan yang melanggar serta
meningkatkan  koordinasi dengan Dinas
Pekerjaan Umum dan Satpol.PP.

Walaupun belum ada prosedur baku atau SOP
dalam pengurusan IMB,namun prosedur yang
kami terapkan dalam pengurusan IMB selama
ini cukup jelas dan transparan dan tidak
berbelit-belit sehingga mudah dipahami oleh
masyarakat. Karena tugas kami hanya
memproses keluarnya sertifikat IMB, biasanya
setelah berkas dan rekomdasi kami terima dari
Dinas Pekerjaan Umum,maka kami langsung
proses secepatnya.

Saya rasa dengan perkembangan kegiatan
pembangunan yang demikian pesat di Kab.
Sumba Timur saat ini, tentu sudah saatnya
kebijakan tentang IMB diimplementasikan
dilapangan,  karena  tingkat  kesadaran
masyarakat di sini umumnya masih rendah
untuk memdirikan bangunan secara teratur dan
memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya.

Kalau melihat pertumbuhan bangunan yang
sudah menyebar dimana-mana maka ini harcs
diikuti dengan langkah-langkah penataan dan
pengendalian secara cepat bahkan hal ini juga
harus ditangkap sebagai peluang untuk
menggali sumber penerimaan PAD bagi Kab.
Sumba Timur.
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Ya, untuk saat ini memang pelaksanaan
kebijakan IMB ini belum berjalan sesuai yang
diharapkan,  apalagi  kalau  ukurannya
kontribusinya penerimaan IMB untuk PAD
Kab. Sumba Timur memang masih jauh dari
yang diharapkan, tapi kita juga harus sadar
karena Sumba Timur ini adalah daerah baru
secara Perda di terapkan efektif Tahun 2013,
bukan bhal mudah merealisasikannya di
lapangan, tapi saya rasa kedepan kebijakan
IMB ini sangat potensial untuk mendukung
peningkatan PAD Sumba Timur.

Sesuai aturan seharusnya setiap kegiatan
pembangunan  yang  dilaksanakan oleh
masyarakat maupun  pemerintah,  baik
mendirikan bangupan baru maupun mengubah
bangunan yang sudah ada itu barus memiliki
IMB dulu sebelum mulai kegiatan
pembangunannya, hal ini untuk menghindari
penyimpangan pemanfaaatan ruang sehingga
kegiatan pembangunan yang dilakukan akan
lebih terarah dan sesuai dengan tata ruang.

Memang kenyataan selama ini masih belum
sesuai vang kami harapkan karena masih
banyak bangunan yang belum memiliki IMB,
tapi sebagai instansi teknis inilah tantangan
yang harus kami pecahkan, karena itu kedepan
secara bertahap kami akan tegas menerapkan
aturan tersebut.

Selama ini kami cukup tegas dan bermazin
sesuai aturan dalam pengurusan IMB, setiap
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
oleh masyarakat maupun instansi pemerintah
harus memenuhi persyaratan tata bangunan
yang diterapkan, karena kesalahan mereka
sendiri ketika mendirikan bangunan.
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Sebagai aparat kami sudah berupaya untuk
menerapkan  persyaratan  teknis  dalam
mendirikan  bangunan, walaupun dalam
kenyataannya masih banyak bangunan yang
tidak memenuhi persyaratan teknis yang
ditetapkan. Jadi kami kembalikan kepada
masyarakat untuk menilainya karena pada
dasarnya kami hanya mengatur agar lebih
tertib dan tertata baik, sementara yang
memanfaatkan bangunan dan lingkungan
tersebut adalah masyarakat sendiri.

Untuk sekarang ini memang bisa dikatakan
kami masih belvm tegas dalam menerapkan
sanksi terhadap pelanggaran ketentuan IMB,
masalahnya bagaimana kami mau menerapkan
sanksi tegas kepada masyarakat kalan
kenyataannya selama ini bukan hanya
bangunan masyarakat melanggar tapi juga
bangunan milik pemerintah bahkan bangunan
para pejabat pemerintah, yang seharusnya
merekalah yang memberikan contoh kepada
masyarakat, jadinya kami serba sulit, paling-
paling kami hanya memberikan feguran saja.

Sebagai langkah awal untuk menarik minat
masyarakat untuk mengurus IMB adalah kami
berupaya untuk memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya dan  semudah-mudahnya
kepada masyarakat, karena kami sadar Sumba
Timur ini daerah tergolong baru dalam
membuat Perda IMB dan baru efektik sejak
2013, jadi masih banyak masyarakat yang
tidak paham dan sadar tentang pentingnya
mengurus IMB.
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Kapasitas personil staf yang ada di bidang
kami  masth  cukup  terbatas  untuk
melaksanankan kebijakan IMB, tidak saja
kualitasnya. Rata-rata pegawai yang ada
dibidang kami masih minim pengalaman dan
pengatahuan karena umumnya mereka pegawai
baru.

Selama ini Bapak Bupati mempunyai perhatian
sangat besar terhadap pelaksanaan kebijakan
IMB ini, terutama menyangkut penegasan
ketentuan aturan garis sempadan dalam
mendirikan bangunan khususnya terhadap
bangunan yang didirikan pada ruas jalan utama
dan kawasan pengembangan baru.

Saya rasa pihak  legislatif belum
memperlikatkan  dukungan yang  serius
terhadap  pelaksanaan  kebijakan IMB,
masalahnya selama ini pihak legislatif lebih
banyak mengkritik kami dart pada memberikan
solusi yang tepat, malah kami selalu
disudutkan bila ada keluhan dan pengaduan
dari masyarakat atas  langkah-langkah
penegakan aturan yang kami lakukan.

Sejak kebijakan IMB ini ditetapkan Tahun
2011, baru satu kali melaksanakan sosialisasi
pada tiap Kecamatan. Kami juga sudah
memasang papan informasi IMB sebanyak 22
buah, namun karena jumlahnya terbatas maka
prioritas kami adalah masih di wilayah ibukota.
Selama ini kami telah mencoba menerapkan
prosedur yang memudahkan masyarakat dalam
pengurusan IMB ini, dan kami juga sudah
melakukan koordinasi dengan instansi-instansi
yang terkait dengan pengurusan IMB, seperti
kelurahan, kecamatan dan kantor perizinan.
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5 Camat Kota Waingapu

Saya kira, gambarannya perkembangan
kegiatan pembangunan di wilayah ibukota saat
ini, tentu sudah saatnya kebijakan IMB ini
diimplementasikan di Kabupaten Sumba Timur
karena kalau tidak maka ke depan kita akan
menghadapi banyak kendala dalam melakukan
penataan kota dan wilayah.

Kita semua tahu, itu merupakan kebijakan
yang sangat penting dalam mengendalikan
kegiatan pembangunan fisik. Yang terpenting
adalah bagaimana kita menegakkan aturan di
masyarakat tentang ketentuan mendirikan
bangunan utamanya menyangkut aturan garis
sempadan dalam mendirikan  bangunan.
Apalagi dengan kebijakan tersebut ada PAD
yang dihasilkan untuk daerah ini.

Aturannya jelas karena sudah ditetapkan
dengan Perda. Jadi harus tegas dilaksanakan,
setiap bangunan yang didirikan wajib memiliki
IMB. Semuz itu juga untuk kepentingan daerah
dan masyarakat.

Terus terang hal ini sudah menjadi keluben .
kami selama ini karena kalau melihat kegiatan |
pembangunan di wilayah kami yang begitu
pesat bahkan dimana-mana saya lihat banyak
bangunan berdiri tapi kenyataannya jarang
sekali masyarakat yang dating meminta
rekomendasi IMB di kantor ketika akan
mendirikan bangunan, kalaupun ada itu hanya
sebagian kecil saja.

Setiap aturan yang dubuat pada dasarnya untuk
kepentingan daerah dan masyarakat juga. Sama
halnya dengan ketentuan wajib memenuhi
persyaratan tata bangunan tujuannya agar
kegiatan pembangunan dapat lebih terarah dan
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terkendali.

Saya melihat Dinas Pekerjaan Umum belum
tegas menerapkan persyaratan teknik dalam
peraturan IMb ini, karena kenyataannya
banyak sekali bangunan yang melanggar aturan
garis sempadan dan jalur hijau, padahal selama
ini  kami  sering melaporkan  setiap
permasalahan yang terjadi dilapangan.

Sebagai kepala wilayah sava cukup memahami
kondisi dan permasalahan di lapangan. tapi
sampai sexarang belum terlihai tindakan tegas
yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum
terhadap  kegiatan pembangunan  yang
melanggar aturan IMB.

Saya kira diera otonomi daerah saat ini
seharusnya aparat pemerintah harus mampu
menunjukkan sikap professional, paling tidak
bagaiman memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat. Dan selama ni jarang
sekali ada keluhan dari masyarakat sayz
menyangkut pelayanan dalam pengurusan
IMB, kalau ada keluhan paling-paling masatai
karena mereka kurang paham prosedur
pengurusannya.

Selama ini kami melihat Dinas Pekerjaan
Umum belum secara serius melakukan
pengawasan yang ketat dan tegas di lapangan,
padahal sebagai instansi teknis yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kebijakan = IMB  seharusnya  kegiatan
pengawasan tersebut rutin dilakukan karena
merupakan tugas pokok mereka.
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6 Camat Kambera

Memang kebijakan IMb ini harus mulai
diterapkan secara tegas dari sekarang.
Jangankan kita bicara di wilayah ibukota, di
kecamatan Kambera ini saja pertumbuhan
bangunan sangat pesat, karena itu mulai
sekarang kita sudah harus melakukan penataan
terhadap bangunan-bangunan yang ada.

Saya kira hamper semua daerah menerapkan
kebijakan tentang IMB ini, karena memang
kebijakan ini sangat penting untuk mengatur
dan mengendalikan kegiatan pembangunan
agar tidak kumuh dan semrawut, bahkan
merupakan sumber penerimaan PAD yng
sangat potensial.

Karena sudah ada dasar hukumnya, seharusnya
kita tegas menerapkan aturan wajib IMB in
terhadap setiap kegiatan mendirikan bangunan.

Kalu ukurannya di wilayah saya, menurut saya
penerapan aturan ini belum berjalan baik
sesuai yang diharapkan karena nyatanya rata-
rata bangunanyang sudah berdin ito belum
memiliki IMB.

Sudah seharusnya setiap bangunan yang
didirikan harus memenuhi persyaratan teknis,
karena semua itu vuntuk keamanan dan
kenyamana pemilik bangunan, apalagi
ketentuan sudah diatur dalam Perda, jadi
instansi teknis harus tegas melaksanakan
aturan tersebut.

Kalua lihat kenyataannya di lapangan saya
piker penerapan ketentuan bahwa setiap
bangunan yang didirikan harus memenuhi
persyaratan teknis, selama ini belum berjalan
efektif, buktinya banyak bangunan yang
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Kepala Seksi Tata
Bangunan, Bidang Cipta
Karya, Dinas Pekerjaan
Umum

Melanggar aturan garis sempadan.

Saya pikir, kalau instansi teknis betul-betul
tegas menerapkan aturan sanksi bagi yang
melanggar aturan IMB, maka tidak mungkin
akan terjadi penyimpangan terhadap aturan
mendirikan bangunan seperti yang banyak
terjadi sekarang ini.

Kebijakan IMB inikan sangat penting dalam
mengarahkan pelaksanaan pembangunan di
daerah ini, jadi sudah seharusnya juga diikuti
dengan pemberian pelayanan yang baik dari
para aparat pada instansi terkait, tapikan tolak
ukumnya ada pada masyarakat.

Sejauhini instansi teknis terkait khususnya

Dinas Pekerjaan Umum jarang sekal |

melakukan pengawasan lapangan diwilayah
kami, dan ini juga sebetulnya yang menjadi
penyebab masyarakat tidak mengurus IMB
ketika mendirikan bangunan. Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum mulai memaksimalkan
pengawasan bangunan di lapangan mengingat
pesatnya pembangunan fisik di kecamatan
Kambera saat ini, terutama di sekitar kawasan
ibukota.

Memang sudah seharusnya kebijakan IMB ini
diimplementasikan dari sekarang, bahkan kalau
melihat laju pembangunan sekarang ini bias
dikatakan kita sudah terlambat
melaksanakannya di lapangan.

Pada dasarnya ada dua aspek penting dalam
penerapan kebijakan IMB ini, pertama
melakukan penataan dan pengendalian
bangunan di Kabupaten Sumba Timur baik
secara teknis maupun ekologis , dan kedua
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meningkatkan penerimaan PAD dari retribusi
IMB.

Dalam Perda sudah jelas diatur bahwa setiap
orang atau badan hukum dan pemerintah yang
akan mendirikan bangunan wajib memiliki
IMB. Karena itu, sebagai instansi teknis maka
sudah tugas kami untuk menerapkan ketentuan
tersebut dilapangan.

Kenyataannya dilapangan memang masih
banyak bangunan yang belum memiliki IMB
tapi ke depan kami terus berupaya
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
menaati  ketentuan wajib memiliki IMB
tersebut.

Sebagai instansi teknis tentu kami berupaya
agar setiap bangunan yang didrikan sesuai
dengan persyaratan teknis yang berlaku, karena
aturan tersebut sudah diamanatkan dalam
Perda.

Memang kenyataan dilapangan masih banyak
terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan
persyaratan  teknis bangunan, utamanya
menyangkut aturan garis sempadan. Ini karena,
kcbanyakan masyarakat tidak berkonsultasi
dulu kepala kami ketika akan mendirikan
bangunan.

Memang bias dikatakan selama ini kami belum
tegas menerapkan sanksi terhadap pelanggaran
aturan IMB, ini juga karena keterbatasan
prasarana dan sumber daya yang kami miliki.
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Realisasi penerimaan retribusi IMB yang
dihasilkan selama ini memang masih jauh dari
yang diharapkan, sehingga nilai kontribusi
IMB untuk PAD Kab. Sumba Timur masih
relative rendah, tapi kedepan kami optimis
akan mampu mencapainya karena saat ini
mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk
mengurus IMB.

Saya kira keberhasilan pelaksanaan kebijakan
IMB ini tidak terlepas dari dukungan sumber
daya aparatur yang memadai, baik secara
kualitas maupun kuantitas.

Memang, salah satu kendala yang kami hadapi
selama ini adalah terbatasnya personil staf
yang memiliki kompetensi memadai, sehingga
sampai sekarang %ami belum mampu
melaksanakan kebijakan IMB ini secara
maksimal di lapangan.

Selama ini tingkat pengawasan yang kami
lakukan untuk mendukung implementasi
kebijakan IMB masih belum ketat dan tegas,
karena kegiatan pengawasan yang kami
lakukan masih lebih bersifat monitoring
sehingga belum focus dan terarah.

Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini
sudah cukup untuk mendukung pelayanan IMB
di kantor kami. Tapi untuk mendukung tugas-
tugas kami di lapangan, kami masih
membutuhkan kendaraan operasional, yang
selama ini menjadi kendala kami untuk
melakukan pengawasan secara intens di
lapangan.
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8 | Ir. Umbu Manggana,
M.Si/Anggota DPRD Kab.
Sumba Timur

Sejak kebijakan IMB ini ditetapkan Tahun
2011, baru satu kali kami melaksanakan
sosialisasi pada tiap kecamatan. Kami juga
sudah memasang papan informasi IMB
sebanyak 22 buah, namun karena jumlahnya
terbatas maka prioritas kami adalah masih di
wilayah ibukota.

Selama ini kami telah dan selalu berupaya
untuk memberikan kemudahan pelayanan
kepada masyarakat dalam pengurusan IMB,
karena selama ini masih banyak masyarakat
yang belum memahami pentingnya mengurus
IMB. Jadi kami berupaya membangun simpati
dan perhatian masyarakat untuk mau mengurus
IMB.

Selam ini boleh dikatakan tingkat kepedulian
masyarakat untuk mengurus IMB masih sangat
rendah. Mungkin ini ada hubungannya
kurangnya pemahaman dan pengetahuan
mereka tentang fungsi IMB maupun rendahnya
tingkat komunikasi yang kami lakukan selama
ini. Umumnya masyarakat yang sudab
mengurus IMB selama ini adalah pegawai
yang bekerja di instansi pemerintah daerah.

Sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami
mengharapkan kepada pihak pemda agar
segala kebijakan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan =~ bersama  agar  secepatnya
diimplementasikan di tengah-tengah
masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi
kemajuan dan pembangunan daerah. Begitu
pula dengan kebijakan IMB ini, maka sudah
saatnya kebijakan ini diiplementasikan guna
mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada
schingga dapat memberikan manfaat secara
ekonomi bagi daerah.
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9 | Drs. Umbu Hapu Hamba
Ndima/Anggota DPRD
Kab. Sumba Timur

Anthon Dida
10| Njuka/Anggota DPRD
Kab. Sumba Timur

11 | Abdul Haris/Anggota
Masyarakat

Sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami
akan mendukung setiap kebijakan daerah yang
telah kita lahirkan bersama, dan secara politik
selama ini kami telah menunjukkan dukungan
kami terhadap pelaksanan kebijakan IMB
tersebut, karena hamper setiap tahunnya ada
anggaran yang kami alokasikan dalam APBD
untuk  mendukung implementasinya  di
lapangan.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi
legislasi, yaitu merumuskan peraturan dan
kebijakan daerah yang terkait dengan
kemajuan  pembangunan  daersh  dan
kesejahteraan masyarakat. Tentu saja harapan
kami setiap kebijakan yang telah ditetapkan
agar secepatnya  diimplementasikan i
lapangan agar sasaran yang diinginkan dicapai
dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan.

Kita Semua tahu bahwa Kabupaten Sumba
Timur merupakan daerah otonom dan saat ini
sangat membutuhkan sumber-sumber
pendanaan untuk melaksanakan pembangunan

di berbagai bidang. Jadi menurut saya |

penerapan kebijakan tentang IMB ini sangat
strategis dalam rangka meningkatkan
produktifitas PAD Kabupaten Sumba Timur
khususnya dari penerimaan retribusi IMB.
Begitu pula dari segi tata ruang, penerapan
kebijakan IMB ini juga sangat penting untuk
mendukung penataan dan pengendalian
bangunan di seluruh wilayah Kab. Sumba
Timur.

Kami sudah pemah dengar kalau IMB itu
adalah izin untuk mendirikan bangunan.
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Saya kaget tiba-tiba didatangi petugas dari
Dinas Pekerjaan Umum yang menanyakan
IMB rumah kami. Masalahnya selama ini
belum ada penyampaian dari kelurahan. Dari
situ, baru saya tahu kalau setiap membangun
rumah harus memiliki IMB.

Selama ini, saya belum pernah mengikuti
sosialisasi tentang IMB ini.

Seharusnya kegiatan sosialisasi IMB ini harus
sering-sering dilakukan karena pasti masih
banyak masyarakat yang belum paham apa itu
IMB.

Ya menurut saya IMB ini penting agar
bangunan yang kita dirikan diakui pemerintah,
jadi kalau ada pemeriksaan dari tim kita tidak
merasa khawatir lagi.

Iya , saya sudah mengurus IMB dan saya lihat
pelayanan mereka sangat baik.

Saya kurang tahu, tapi kalau di sekitar sini baru
saya yang mengurus IMB, itu juga menerut
informasi dari petugas Dinas Pekerjaan Umum.

Kami belum mengetahui secara jelas prosedur
pengurusan IMB, jadi hanya mengikuti arahan
dan petunjuk dari aparat Dinas Pekerjaan
Umum. Dan saya rasa pengurusan IMB di
Dinas Pekerjaan Umum cukup mudah dan
cepat.

Kami rasa penampilan petugas dan ruangan
kantor yang digunakan untuk pengurusan IMB
di kantor Dinas Pekerjaan Umum sudah bagus,
karena ruangannya bersih dan teratur sehingga
kami merasa nyaman. Begitu pula dengan
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12

Umbu Manang/Anggota
Masyarakat

petugas yang melayani kami mereka sangat
baik dan menyenangkan.

Kami puas dengan pelayanan Dinas pekerjaan
Umum dalam pengurusan IMB, karenan
prosesnya cepat dan setiap ke kantor selalu ada
petugas yang melayani kami. Bahkan kami
tidak terlalu menunggu keluarnya IMB, tiba-
tiba kami sudah dihubungi untuk datang
mengambil IMB di kantor Dinas Pekerjaan
Umum.

Terus terang aparat Dinas Pekerjaan Umum
telah memberikan jaminan pelayanan yang
kami harapkan, karena biaya yang kami
keluarkan untuk mengurus IMB masih
terjangkau bahkan diluar perhitungan kami
sebelumnya, kami juga tidak di pungut biaya
macam-raacam.

Aparat Dinas Pckerjaan Umum betul-betul
memberikan kemudahan kepada kami selama
mengurus IMB. Sikap mereka baik dan sopan
dalam menerima kami, begitupula bila
menanvakan sesuatu hal, kami juga mudah
menghubungi mereka.

Pada dasarnya kami sudah sering dengar
tentang IMB yaitu Izin Mendirikan Bangunan.

Sebetulnya kami tahu bahwa biasanya seperti
di daerah-daerah lain setiap mendirikan
bangunan harus mengurus IMB, hanya
disinikan saya belum tahu kalau sudah ada
aturannya dan harus kemana mengurusnya.
Padahal waktu saya mendirikan bangunan saya
sudah melapor dengan pihak kelurahan tapi
tidak ada juga penyampaian kalau kami harus
mengurus IMB.
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Selama ini saya belum pernah mengikuti
sosialisasi IMB secara langsung.

Kalau melihat keterlibatan dan pemahaman
masyarakat, saya kira kegiatan sosialisasi yang
dilakukan oleh instansi terkait belum begitu
efektif.

Saya kira IMB ini penting untuk legalitas
bangunan yang kita dirikan.

Iya, saya sementara mengurus IMB rumah
saya, dan saya cukup puas dengan pelayanan
mereka berikan.

Saya pikir masih banyak masyarakat di sekitar
sini yang belum paham tentang pentingnya
IMB.

Pada  dasarnya kami  tidak  terlalu
mempersoalkan  bagaimana  prosedurnya,
selaku masyarakat kamt hanya mengharapkan
mendapatkan pelayanan yang mudah. cepat
dan tidak berbelit-belit dalam mengurus IMB,
dan vang terpenting adalah biayanya dapat
terjangkau. Saya kira apa yang dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum sudah cukup
memudahkan kami.

Sebagai instansi pemerintah memang sudah
seharusnya memperhatikan penampilan fisik
petugas maupun fasilitas kantor yang digun
akan untuk memberikan pelayanan. Dan kami
rasa, penampilan fisik petugas dan fasilitas
kantor Dinas pekerjaan Umum sudah cukup
baik dan memuaskan.
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Pada dasarnya pelayanan yang diberikan
Dinas Pekerjaan Umum dalam pengurusan
IMB sudah memuaskan, karena prosesnya
cepat dan tidak berbelit-belit. Hanya yang saya
sayangkan kenapa waktu terbitnya IMB terlalu
lama, padahal proses awalnya cukup mudah
dan cepat. Tapi saya salut dengan cara mereka
memberi garansi karena IMB tersebut langsung
diantar ke rumah saya, sehingga saya tidak
terlalu direpotkan.

Saya kira apa yang dilakukan aparat Dinas
Pekerjaan Umum dalam pengurusan IMB
sudah menunjukkan tanggung jawab mereka
sebagai pegawai yang tanggap terhadap
harapan masyarakat akan pelayanan yang baik.
Karena sebagai pengguna layanan, kami butuh
informasi yang jelas sehingga kami bisa
paham.

Saya kira pelayanan yang diberikan aparat
Dinas Pekerjaan Umum dalam pengurusan
IMB sudah menunjukkan sebuah jaminan
pelayanan yang Dbaik yang diharapkan
masyarakat, karena pada dasarnya kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah adalah jika
mereka tidak merasa dikecewakan dan
dirugikan.

Saya rasa pelayanan yang diberikan aparat
Dinas Pekerjaan Umum merupakan gambaran
kalau mereka sangat memahami apa yang
diinginkan masyarakat, karena mereka cukup
terbuka dan kami mudah menghubungi
mereka.
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13 | Muhamad Rusdi/Anggota
Masyarakat

Ya, IMB kan izin untuk Mendirikan
Bangunan.

Saya kira di mana-mana kalau setiap
membangun rumah harus ada IMB dulu.

Selama ini saya tidak pernah mengikuti
sosialisasi IMB

Saya kira Dinas Pekerjaan Umum harus lebih
giat lagi melakukan sosialisasi IMB ini, karena
masih banyak masyarakat yang belum paham
tentang aturan IMB ini, buktinya disamping
rumah saya ini mereka membangun tapi tidak
mengurus IMB.

Saya kira IMB ini penting, agar banguran yang
kita dirikan ini statusnya jeias dan diakui
pemerintah, sehingga kalau suatu saat
bangunan ini terkena pelebaran jalan maka kita
dapat ganti rugi.

Saya sudah mengurus 1IMB makanya saya
cukup paham. Pelayanan mereka cukup baik
dan saya cukup puas.

Saya rasa masih banyak.

Sebetulnya saya kurang mengetahui prosedur
dalam pengurusan IMB, tapi setelah menerima
penjelasan dan arahan dari aparat ternyata
proses pengurusannya cukup mudah karena
kami hanya membutuhkan waktu dua hari
untuk melengkapi berkas permohonan. Bahkan
menurut saya proses proses pengurusan IMB
disini sudah cukup mudah dibanding dengan
daerah lain.
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14 Umbu Agus/Anggota
Masyarakat

Saya rasa apa yang ditampilkan oleh Dinas
Pekerjaan  Umum  dalam  memberikan
pelayanan kepada masyarakat sudah cukup
bagus, baik kondisi fisik gedung kantor
maupun petugas yang melayani pengurusan
IMB.

Saya cukup puas dengan pelayanan dari Dinas
Pekerjaan Umum selama mengurus IMB ini
karena kami dilayani cepat dan prosesnya tidak
berbelit-belit.

Selama kami mengurus IMB di Kantor Dinas
Pekerjaan Umum kami rasakan cukup mudah,
karena semuanya jelas dan boleh dikatakan
kami tidak mengalami banyak kesulitan,
karena kami seialu diben penjelasan.

Saya kira buktinya jelas karena selam
mengurus IMB ini kami tidak pernah dipersulit
dan tidak dipungut biaya macam-macam.

Saya rasa pelayanan yang diberikan aparat
Dinas Pekerjaan Umum 1nerupakan gambaran
kalau mereka sangat memahami apa yang
diinginkan masyarakat, karena mereka cukup
terbuka dan kami mudah menghubungi
mereka.

Ya kami tahu, IMB itu adalah 1zin Mendirikan
Bangunan.

Kami mendapat informasi ketika datang ke
Kantor Dinas Pekerjaan Umum, karena waktu
itu mereka pernah datang ke lokasi bangunan
saya.

Selama ini saya belum pernah mengikuti
sosialisasi IMB, hanya sering melihat ada
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pengumuman di papan informasi yang di
pasang di pinggir jalan.

Menurut saya sosialisasi tentang IMB yang
dilakukan selama ini belum terlalu efektif,
karena buktinya masih banyak masyarakat
yang tidak tahu tentang ketentuan IMB dalam
membangun.

Saya sudah mengurus IMB dan tinggal
menunggu keluarnya surat IMB, pelayanan
mereka sangat baik.

Saya rasa, mungkin masih banyak masyarakat
yang belum paham tentang pentingnya
mengurus IMB.

Menurut saya mengurus IMDB itu penting
karena dengan memiliki IMB maka bangunan
yang kita dirikan tidak melanggar aturan dan
diakui pemeriniah, jadi kita tidak khawatir lagi
kalau ada apa-apa ke depannya, misalnya ada
pelebaran jalan mungkin kita dapat ganti rugi.

Memang pada awalnya kami kureng
mengetahui prosedur pengurusan IMB, tapi
setelah kami datang kekantor Dinas Pekerjaan
Umum dan di beri penjelasan oleh aparat kami
langsung memahaminya. Begitu pula selama
pengurusan kelengkapan berkas yang harus
dipenuhi dan tidak mengalami kesulitan.

Kualitas aparat Dinas Pekerjaan Umum dalam
pelayanan IMB menurut saya sudah cukup
baik.
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Sepanjang yang lihat dan rasakan dari
penampilan fisik kantor sudah bagus dan
memuaskan karena kelihatan bersih dan
teratur, sehingga kami merasa nyaman. Begitu
pula dengan penampilan petugas yang
mengurus IMB sudah memuaskan karena
terlihat betul penampilannya kalau dia seorang
pegawai.

Pengurusan IMB di Kantor Dinas Pekerjaan
Umum sangat memudahkan kami, karena
prosesnya cepat dan jelas. Memang keluarnya
IMb sedikit lama tapi karena sudah
diberitahukan sebelumnya bahwa nanti akan
dihubungi untuk d=ztang mengambil IMB di
Kantor Dinas Pexenaan Umum kalau TMB
tersebut sudah terbit, sehingga kami tidak perlu
menunggu dan repot bolak-balik.

Bisa dikatakan kami sangat diberikan
kemudahan dalam proses pengurusan iMbv
oleh aparat Dinas Pckerjaan Umum, karena
waktu pertama kali datang mengurus IMB
kami Jditerima dengan baik, kami juga
diberikan informasi dan penjelasan yang
lengkap sampai kami paham.

Menurut saya petugas Dinas Pekerjaan Umum
sudah memberikan jaminan pelayanan yang
baik dalam pengurusan IMB ini, karena yang
kami rasakan biayanya pengurusannya tfidak
memberatkan, apalagi kami  gampang
menghubungi mereka bila ada yang perlu kami
tanyakan.

Kami rasa aparat Dinas Pekepjaan Umum
sangat memahami kebutuhan masyarakat
dalam pelayanan IMB, sikap mereka ramah
dan penuh perhatian, dan saya lihat mereka
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Juga tidak membeda-bedakan siapapun yang
dilayani.
15 | Ali Akbar/Anggota Iya, yang kami tahu IMB itu adalah Izin
masyarakat Mendirikan Bangunan.

Ya kami sering dengar, apalagi waktu itu ada
tim terpadu dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Pol. PP yang datang menanyakan IMB rumah
kami.

Selama ini memang saya belum pernah ikut
sosialisasi IMB, hanya sering melihat yang
dipasang di papan pengumuman yang ada di
pinggir jalan.

Sebetulnya masih banyak masyarakat yang
belum paham tentang IMB ini, jadi menurut
saya sosialisasi yang dilakukan masih belum
efektif.

Jelas sekali IMB ini penting karena bangunan
yang Kkita didirikan sudah memenuhi syarat dan
yang tahu bisa menjadi agunan untuk
meminjam uang d bank.

Ya, sementara ini saya masih mengurus IMB
dan tinggal menunggu sertifikat IMB-nya
keluar.

Mungkin masih ada sebagian masyarakat di
sekitar kami yang belum paham tentang IMB.

Kami hanya mendengar dari orang yang
pernah urus IMB dan masih belum jelas tapi
kami mulai paham setelah kami datang di
kantor Dinas Pekerjaan Umum karena disana
kami lansung dijelaskan oleh pegawainya dan
kami cukup puas.
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16

Soekarno/
Anggota Masyarakat

Saya kira kualitas aparat yang melayani kami
dalam mengurus IMB selama sudah cukup
baik.

Saya rasa penampilan fisik kantor sudah cukup
baik, karena mulai dari luar kantor sudah
terlihat bersih dan didalamnya terlihat teratur
dan nyaman, begitu juga dengan penampilan
petugasnya cukup karena selalu terlihat rapi.

Kami cukup puas dengan pelayanan petugas
Dinas Pekerjaan Umum dalam pengurusan
IMB ini, karena kami langsung dilayani cepat,
dan bisa dikatakan selama ini kami juga tidak
banyak bolak-balik selama mengurus IMB ini.

Dari caranya menerima dan menanyakan
keperluan kami, saya rasa mereka betul-betul
melayani masyarakat dengan baik, bahkan
mereka memberikan informasi dan penjelasan
secara rinci sampai kami paham. Jadi bisa
dikatakan aparat Dinas Peckerjaan Umum
cukup tanggap terhadap apa yang di harapkan
masyarakat.

Sejak awal saya lihat cara kerja mereka bagus,
itu yang membuat kami percaya kalau mereka
betul-betul telah melayani kami dengan baik,
apalagi rata-rata mereka kami kenal jadi
sedikitpun kami tidak ragu akan resiko yang
akan kami hadapi.

Menurut saya aparat Dinas Pekerjaan Umum
sangat membantu dan memudahkan kami
dalam pengurusan IMB, karena aparat bersikap
sederhana dan ketika kami membutuhkan
penjelasan dan informasi kami sangat mudah
menghubungi petugas.

Ya, IMB itu adalah Izin Mendirikan Bangunan.
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Dari pegawai kantor Dinas Pekerjaan Umum
yang datang di rumah kami.

Belum pemabh ikut sosialisasi IMB.

Menurut saya belum terlalu efektif , karena
kita baru tahu sekarang.

Iya, IMB itu penting sekali untuk bangunan
rumah supaya diketahuai pemerintah jadi kami
tidak khawatir lagi kalau ada pemeriksaan dari
aparat pemerintah.

Iya, kami sudah masukan permohonan IMB di
kantor Dinas Pekeijaan Umum katanya tidak
lama lagi IMB sudah keluar.

Saya kurang tahu, apakah warga lain disini
juga sudah paham tentang pentinya IMB itu.

Kami tidak tahu, jadi kami hanya mengikuti
petunjuk yang diielaskan dari pegawai Dinas
Pekerjaan Umum.

Menurut saya kualitas pegawai yang melayani
IMB ini sudah cukup baik.

Kami lihat penampilan fisik kantor Dinas
Pekerjaan Umum ini sudah cukup bagus, mulai
gedung kantor yang masih baik dan
halamannya juga bersih dan didalamnya
terlihat tertata baik begitu pula dengan
penampilan petugas yang melayani kami
semua terlihat baik dan ramah.

Selama mengurus IMB ini kami puas dengan
pelayanan yang mereka berikan karena mereka
selalu membantu apa yang kami keluhkan, jadi
kami tidak terlalu repot bolak-balik.
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_ | Umbu Aris / Anggota
17 | Masyarakat

Mereka sangat mengerti apa yang kami
perlukan dan mereka juga tidak pernah
mempersulit kami selama mengurus IMB ini.

Selama pengurusan IMB ini semuanya kami
percayakan kepada mereka kerena kami kurang
paham dan mereka selalu menghubungi kami
kalau ada yang harus dilengkapi.

Saya sangat memuji pelayanan mereka
lakukan, karena mereka bersikap baik dan
peduli mereka juga sangat terbuka dalam
memberikan penjelasan dan informasi yang
kami butuhkan.

Jelas, IMB adalah Tzin Mendirikan Bangunan.

Sudah sering dengar karena dimana-mana
kalau mendirikan bangunan harus memiliki

IMB dulu, apa lagi ada papan informast yang

sudah dipasang di pinggir jalan.

Selama ini saya belum perna ikut snsialisast
IMB.

Saya pikir kegiatan sosialisasi IMB ini masih !

harus diefektifkan lagi pelaksanaannya karena
masih banyak disekitar saya yang belum
paham tentang apa itu IMB, yang mereka tahu
IMB adalah sertifikat tanah.

Jelas, IMB ini sangat penting supaya bangunan
kita yang kita dirikan jelas statusnya dan aman
karena sudah dilegalkan pemerintah bahkan
bisa di gunakan sebagai agunan untuk
mengambil kredit di bank.

Ya, sudah mengurus IMB dan pelayanan
mereka cukup memuaskan.
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Saya rasa, mungkin masih ada masyarakat di
lingkungan ini yang kurang paham tentang
manfaat mengurus IMB.

Sebetulnya kami masih kurang paham betul,
tapi setelah kami datang ke Kantor Dinas
Pekerjaan Umum dan mendapat penjelasan
dari pegawainya sehingga kami masih bisa
paham dan lancar mengurusnya.

Ya  kualitas pegawai yang  bertugas
memberikan pelayanan IMB ini sudah cukup
baik.

Menurut kami penampilan fisi dari Kantor
Dinas Pekerjaan Umum ini jika dilihat dari
kondisi bangunan gedung kantornya sudah
cukup, baik di luar maupun dalam ruangan
gedung  sudah tertata baik. Kalau untuk
penampilan petugasnya juga saya rasa sudah
cukup baik dan rapi.

Pada dasarnya pelayanan yang mereka berikan
sudah cukup memuaskan kami, karena yang

kami inginkan sebetulnya langsung dilayani '

cepat jadi kami tidak terlalu lama merunggu di
kantor ereka.

Saya rasa meraka sudah tanggap terhadap apa
yang diingikan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan yang baik dalam mengurus IMB ini.

Saya rasa mereka sudah memberikan jaminan
pelayanan yang baik yang diinginkan
masyarakat dalam pengurusan IMB ini karena
yang utama adalah kami  langsung
berhubungan dengan pegawai yang
mengurusnya dan perhitungan biayanya juga
cukup jelas dan rinci.
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18

19

Agustinus Ngongo /
Anggota Masyarakat

Muhamad Syukur /
Anggota Masyarakat

Saya rasa mereka sudah memberikan perhatian
yang Dbaik kepada masyarakat dalam
pengurusan IMB ini, karena selama ini mereka
cukup terbuka memberikan informasi kepada
kami dan juga cukup mudah menhubungi
mereka bila ada yang perlu kami perjelas.

Ya, IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan.

Ya, sudah sering dengar dan saya sering lihat
di pinggir jalan ada papan informasi IMB.

Selama ini belum pernah ikut sosialisasi
tentang IMB.

Menurut saya kegiatan sosiaiisasi IMB harus
sering dilakukan karena kalau hanya sekali
dua kali saja saya pikir tidak akan efektif juga.

Paham, IMB itu sangat penting supaya
bangunan yang kita dirikan statusnya jelas dan
tidak ilegal.

Memang sebetulnya setiap bangunan yang
didirikan itu harus memiliki IMB walaupun
sampai szkarang bangunan sayaz ini belum ada
IMB-nya tapi suatu saa: akan saya uruskan
IMB-nya.

Walaupun bangunan saya ini belum ada IMB-
nya tapi saya rasa sudah memenuhi persyaratan
teknis, karena waktu dibangun saya sudah
mundurkan jaraknya sekitar 10 meter dari
pinggir jalan, karena jalan inikan merupakan
jalur utama.

Ya, saya tahu IMB itu adalah Izin Mendirikan
Bangunan.

Sudah sering dengar dan ada juga saya lihat
dipasang papan informasi IMB di pinggir jalan.
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Belum pernah ikut sosialisasi tentang IMB.

Saya rasa belum terlalu efektif karena jarang
sekali dilakukan sosialisasi, seharusnya lebih
sering dilakukan dan jangan orang-orang
tertentu saja yang dilibatkan.

Sebetulnya kami paham, IMB itu penting
untuk keselamatan bangunan dan penataan
lingkungan.

Sebelumnya kami pernah datangi petugas
Dinas Pekerjaan Umum dan menanyakan IMB
rumah kami, mereka sempat memberikan
blanko pengurusan IMB dan menyuruh kami
segera mengurus IMB namun karena
kesibukan mengurus usaha jadi sampai
; sekarang saya belum sempat mengurus IMB.

Memang rumah saya belum memiliki 1IMB,
tapi menurut saya sudah sesuai persyaratan
teknis, karena sisa lahan saya masih luas.

29 | Markus Rihi/ Saya tahu, IMB ini adalah Izin Mendirikan ;
Anggota Masyarakat Banaounan

Sudah scring dengar dan pernah juga kami
disampaikan petugas dari Dinas Pekerjaan
Umum yang mendatangi rumah kami.

Selama ini belum pernah ikut.

Jarang sekali kami mendengar ada sosialisasi
IMB, mungkin karena kami tidak pernah
dilibatkan.

Ya, saya paham, IMB itu penting untuk
penataan bangunan dan lingkungan agar ticak
semrawut.
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21

Haladin /
Anggota Masyarakat

Sebelumnya saya pernah mengurus IMB di
Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tapi sampai
sekarang permohonan IMB saya tidak jelas,
katanya bangunan saya melanggar aturan garis
sempadan sehingga tidak dapat proses.

Terus terang saya tidak tahu kalau bangunan
saya tidak sesuai dengan persyaratan teknis
yang ditentukan, karena waktu kami bangun
kami hanya mengikuti bangunan di sebelah
kami, memang sudah beberapa kali kami
disampaikan oleh aparat Dinas Pekerjaan
Umum katanya bangunan ini karena
melanggar aturan garis sempadan bangunan.

Ya IMB adalah 1zin Mendirikan Bangunan.

Sudah sering dengar dan saya lihat dari papan
informasi IMB yang d pasang di pinggir jalan.

Belum pernah.

Saya rasa kegiatan sosialisasi IMB yang
dilakukan selama ini belum terialu efektif,
peraturan IMB inikan masih baru, seharusnya
lebih sering dilakukan sosialisasi biar
masyarakat lebih paham.

Ya, pada dasarnya kami pahami, dengan
mengurus IMB maka bangunan itu sudah
diakui  kebcradaannya oleh pemerintah
sehingga besok-besok kita tidak akan
menghadani banyak masalah bila ada
penertiban karena statusnya sudah jelas dan
legal.

Memang sclama ini saya belum pernah
mengurus IMB. Nantilah suatu saat akan saya
urus karena sekarang ini masih saya carikan
tambahan biayanya supaya cukup bayar IMB.
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22 | Doni Madi /
Anggota Masyarakat

Memang jarak bangunan saya terlalu dekat
dengan jalan, apa boleh buat walaupun tidak
memenuhi persyaratan teknis saya tetap
bangun saja karena lahan yang terbatas dan
selama ini cuma disini yang bagus untuk usaha
saya, kalaupun besok-besok ada penertiban
sebagai masyarakat kami hanya berharap
mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah
supaya ada ganti ruginya.

Ya, saya tahu, IMB ini adalah Izin Mendirikan
Bangunan.

Sudah sering dengar dan sering saya lihat ada
baliho-nya yang di pasang di pinggir jalan.

Belun pernah.

Kita ini daerah otonom baru, jadi saya rasa
masih banyak masyarakat yang belum tahu
kalau aturan IMB ini sudab diberlakukan, |
seharusnya kegiatan sosialisasi im1 langsung
dilaksanankan di seiiap desa atau kelurahan
balau perlu rutin dilaksanakan setiap tahun.

Ya, pada dasarnya kami paham IMB itu
penting agar bangunan yang kita dirikan
statusnya jelas dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah.

Saya belum mengurus IMB, nantilah kalau
rumah saya ini sudah jadi saya akan mengurus
IMB, karena anggaran yang saya miliki
sekarang ini masih ada fokuskan untuk
menyelesaikan bangunan dulu.
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NO.

INFORMAN

PERNYATAAN

Sebelum mendirikan bangunan ini, saya sudah
konsultasikan dengan aparat Dinas Pekenjaan
Umum, jadi saya rasa bangunan saya sudah
selesai dengan persyaratan teknis tata
bangunan karena dibangun sesuai petunjuk
yang diarahkan oleh aparat Dinas Pekerjaan
Umum.
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LAMPIRAN 4

FOTOCOPY ATURAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMB
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang :a.  bahwa untuk mengendalikan pembangunan yang sesuat
Bt dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba
&= Timur agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan
penghuni dan lingkungannya maka harus diselenjgarakan
secara tertib sehingga diwujudkan sesuai dengan fungsinya
serta dipenuhinya persyaratan administrasi dan tekris
bangunan gedung.

b. bahwa bangunan gedung dapat terselenggara secare tertic
dan terwujud sesuai dengan fungsinya,diperfukan reran
serta masyarakat dan upaya pembinaan,

¢c. bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 109 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

I Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

: 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa
Penataan Bangunan Gedung perlu diatur dengan Peraturan
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan nury? ¢, periu mambentuk
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat | dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
‘ Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
| 2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
. Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada
di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomeor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 2324);

-
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14.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomeor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
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Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1889 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Leinbaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377),

Undang-Undang Nomor 322 Tahun 2004 ten*ang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan tindang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang
Pemerintahan LCaerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran
Negara Republk indonesia Nomor 4436),

Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2004 tentang Jalan
{Lembaran Negara Republik indoneasia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4444),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn 2007
Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irdonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentarg
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Repubtlik indonesia Tahun 2006 Nomer
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3958);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahur, 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintaharn  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor 4583);

Peraturan Pemarintah Nomor 38 Tahun 2007 tentarg
Pembagian Urusan Pemeiintahan Antera Pemerintah,
Pernerintahan Daeran Provinsi dan Pemerintahan Dasrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembtaran Negara Republik Indonesia Tahun 20CG8 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara R-2publik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor 4856);
Peraturan Daeran Kabupaten Sumba Timur Nomor 12
Tahur 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kakupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupeten Sumba Timur
Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT CAERAMH KASBUPATEN SUMBA TIMUR

can
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN:

g Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

B Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

: Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekernjaan Umum Kabupaten Sumba Timur
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Bangunan adalah:

a. sefiap susunan yang terletak pada tanzh atau bertumpu pada batuan bau
landasan, diatas air dengan susunan yang mana terbentuk suatu ruangan yang
terbatas seluruhnya atau sebagiannya;
suatu peralasan,

c. suatu peralatan persediaan eir bersih dan/atau gas, tidak termasuk suatu
sambungan pada jaringan saluran air minum dar/atau jaringan gas;

d. suatu turap, penahan tanah, jembatan, pasangan dinding dari sesuatu saluran
atau sesuatu konstruxsi semacam itu ; dan

e. papan-papan reklame, alat-alal reklame, bangunan menara { tower ) fiang:
tiang antena.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menryaiu

dan/atau dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di

atas/atau di dalam tanah dan/atau air, yang be-fungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tampat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khtisus,

Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur

bangunan dinyatakan iebih dari 15 (lima belas) tahun. -

Bangunan semi Permanen adalah bangunan vang ditinjau dari segi konstruksi dan

umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tanun sampai dengan 15 (lima belas)

tahun.

'3, Bangunan Sementara/darurat adaiah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi
dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

11, Kavling/pekarangan adalah suatu perpetakan {anah, yang menurut pertimbangan

Pemerintzh Daerah dapat dipergunakar untuk tempat mendirikan bangunan.

2. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau
sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah.
merehabilitasi dan/atau memperbaiki pangunan yeng ada, termasuk pekerjaan
menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan
mengadakan bangunan tersebut.

3. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebegian atau seluruh
bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.

14, Sempadan adalah batas antara kaviing/pekarangan yang boleh dibangun dan

yang tidax boleh dibangun.

15. Garis sempadan adalah garis halaman pakarangan perumahan yang ditarik sgjajar
dengan as jalan, tepi sungai. atau as pagar dan merupakan batas antara
kaviing/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boieh dibangun.

18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok
atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan

17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok

atas perbandingan antara luas total lantai bangunan dengan iuas
. kaviing/pekarangan.

[RE)
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Kcefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok
alas perbandingan antara luas daeran hijau dengan luas kavling/pekarangan.
Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimans
bangunan tersebut didirikan, sampai dengan puncak dari bangunan.

izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang
diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan.

Permohonan lzin Mendirikan Bangunan vang selanjutnya disingkat PIMB adalah
surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan IMB.

Sertifikat Layak Fungsi yang selanjulnya disingkat SLF adalah surat yang
diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati yang menerangkan
bahwa bangunan dimaksud sudah diperiksa dan telah memenuhi syarat
administrasi dan tertulis.

BAB i
FUNGS! DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

Fungsi bangunan gecdung, digelongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usahs,
sosial dan budaya, serta fungsi Khusus

Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1; meliputi
bangunan untuk ruman tinggai tunggal, rumah tinggal deret. rumabh tinggal susun,
dan rumah tinggal sementara.

Bangunan gedung fungsi keagamaan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi gereja, masjid, pura. wihara dan klenteng.

Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli
bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan. perindustrian, perhotelan,
wisata dan rekreasi, terminal. dan penyimpanan.

Bangunan gedurg fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudavaan, pelayanan kesehatan,
laboratorium dan pelayanan umum.

Bangunan gedung fungsi khusus szbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, can
bangunan sejenis yang diputuskan cleh Menteri.

Satu bangunan gedung dapat memiliki iebrh dari satu fungs!.

Fungsi tangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan peruntukan lokasi yarg diatur dalam Peraturan Daersh tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kebupaien

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.

Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagimana dimaksud
pada ayat (9) harus mendapat persetujuan daa penetapan kembali ocleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Menurut fungsinya, bangunan gedung dikiasifikasikan sebagai berikut :
bangunan rumah tingga! dan sejenisnya;

bangunan keagamaan,.

bangunan perdagangan dan jasa,

bangunan industri;

bangunan pergudangan;

Pao0 0w
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bangunan perkantoran,
bangunan transportasi;
bangunan pelayanan umum; dan
bangunan khusus.
Menurut umurnya, bangunan gedung dikiasifikasikan sebagai berikut
a. bangunan permanen;
b. bangunan semi permanen; dan
¢. bangunan sementara.
Menurut wilayahnya, bangunan gedung diklasifikasikan sebagai berikut :
bangunan di kota klasifikasi I
bangunan di kota klasifikasi Il
bangunan di kota klasifikasi [il;
bangunan di kawasan khusus; dan
bangunan di pedesaan.
Menurut lokasinya, bangunan gedung dikiasifikasikan sebagai berikut :
bangunan di tepi jalan utama;
bangunan di tepi jalan arteri;
bangunan di tepi jalan kolektcr;
bangunan ai tepi jalan antar lingkungan (iokal);
pangunan di tepi jaian lingkungan;
bangunar di tepi jalan desa, dan
bangunan di tepi jalan setapak.
o Menurut ketinggiannya, bangunan gedung giklasifikasikan sebagai berikut :
a. bangunan bertingka!l rendah ( satu s/d dua lantai);
b. bangunan tertingkat sedang ( tiga s/d lima lantai); dan
c. bangunan bertingkat tinggi ( enam lantai ke atas):
Menurut luasnya, bangunan gedung diklasifikasikan sebagai benkut :
a. bangunan dengan luas kurang dari 10C m?
b. bengunan dengan tuas 100 - 500 m2,
c. bangunan dengan luas 50C - 1000 m?; dan
d. bangunan dengan luas diatas 1000 m2.
Menurut statusnya, bangunan gedung dikiasifkasikan sebagai berikut :
a. vangunan pemerintah; dan
t. banguran swasta.

T Sa o~
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BAB i
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum
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Pasal 4

Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau

dibongkar sesuai persyaratan bangunan gedung yang diatur dalam Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi agar

bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. .
[
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Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan
tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan
gedung layak fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, estetika
dan tingkat permanensi bangunan gedung

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang

diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas
tanah;

b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. IMB;

Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian

bangunan geaung.

Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan

tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Pasal &

Status hak atas tanah sepagaimana dimaiksud calem Pasal 5 ayat (1) huruf &,
adalah penguasaan atas tanah yang diwujuckan dalam bentuk sertifikat sebagai
bukti penguasaan/kepemilikan tanah seperti hak milik, HGB, HGU, HPL, dan nak
pakai, atau stztus hak atas tanah lainrya yang berupa girik, akta jual beli, dan
aktia/bukti ke-pemilikan lainnya.

Izin pemanfaatan dari pemegang hek atas tanah sebagaimana dimaksuZ dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a, pada prinsipnya merupakan persetujuan vang dinyataxar.
dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau psmilik tanah dan
pemilik bangunan gedung.

Pasal 7

Stztus kepemilikan bangunan gecung sebagaimana dimaksud dalam Pasal £ ayat.

{1) huruf b, merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan
bangunan gedung.

Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses
perizinan mendirikan bangunan gedung, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum
tentang status kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informasi.

Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari azas
pemisahan horisontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat
keterangan kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.

Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang
baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
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Pasal 8

.. IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, adalah surat bukti dari
Femerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan
yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah
IMB dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan
bangunan gedung, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan
lingkungan serta tertib pembangunan
Setiap orang dan/atau badan hukum sebelum mendirikan bangunan gedung
diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB

Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1
Peruntukan dan Intensitas Bangunan

Fasal 9

» Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung narus sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur,
b.  Rencana Rinci Tata Ruang Kota Waingapu; dan
¢.  Rencana Tata bangunan dar Lingkungan untuk lokasi yang bersancgkutan. -
Peruntukan lokasi sebagaimana dimzksud pada ayat (1) merupakan peruntukan
ulama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruriukan
penunjang agar barkonsultzsi dengan instansi terkait.
‘&, Setiap pihak yang memeriukan informasi tentang peruntukan Jokasi atau ketentuan
tata bangunan dan lingkungan iainnya, dapat memperciehnya pada instans:
teknis.
Untuk pemmbangunan di atas jalen umum, saluran dan/atau sarana lain, atau yang
melintasi sarana dan prasarana jaringan kcta, dicawah dan/atau di atas air, atau
pada daerah hantarar udara ( ‘ransmisi) fegangan tinggi, harus mendacat
persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

i) Sefiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi
kepadatan bangunan yang diatur dalam KDEB sesuai yang ditetapkan untuk lokasi
yang bersangkutan.

7, KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan atas dasar kepentingan
pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap
bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan. fungsi bangunan,
keselamatan dan kenyamanan bangunan

2} Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan Rencana Tata Ruang Kota atau yang diatur dalam Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang memilikinya atau sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan !ain, ditentukan berdasarkan KDB
paling kurang 60 %.

[
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Pasal 11

“+ KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air
permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan
! ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan
% bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
. Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 12 -

KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan dan resapan air
permukaan tanah.

2 KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata
Ruang Kota atau sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan berdasarkan KDH
paling kurang 30 %.

Pasal 13

11: Ketinggian Bangunan ditentuken sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

2" Untuk masing — masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian pating
tinggi bangunan ditetapkan oleh Bupati.

Ketinggian bangunan deret paling tingg: 4 ( empat ) lantal dan seiebihnya harus
verjarak dengan persil tetangga.

4 Fasal 14

i .. Garis Sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan { rencana
alan ) tepi sungai atau tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan atau
rencana jalan atau lebar sungai dan kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukar

k

kavling/kawasan.

Letak garis sempadan pondasi bangunan terivar sebagaimana dima<sud pada
ayat (1) adalah separuh lebar daerah milik jatar { Damija ) dihitung dari tept jalan
atau pagar.

(. retak garis sempadan pondasi hangunan terluar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 ( seratus )
meter dari garis pasang ‘ertinggi paca pantai yang bersangkutan.

i+, Untuk Jebar jalan atau sungai yang kurang darn S5 ( lima ) mater, letak garis
sempadan adalah 2,5 ( dua setengah ) meter dihitung dari tepi jalan atau pagar

2. lLetak garis sempadan pondasi bangunan terivar pada bagian samping yarg
berbatasan dengan tetangga adalah paiirg kurang 2 ( dua ) meter dari batas
kavling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.

(Z)  Qaris terluar suatu tritisan atau over steck yang menghadap kearah tetangga.
tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.

{7, Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit dengan garis sempadan
pagar, cucuran atap suatu tritisan atau over steck harus diberi talang dan pipa
talang harus disalurkan sampar ketanah.

(8, Penempatan lubang angin/Ventilasi/dendela pada dinding yang berbatasan
langsung dengan tetangga tidak diperbolehkan
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Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah
paling tinggi berimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak diperbolehkan
melewati batas pekarangan.

Pasal 15

Gans Sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun ditepi pantai adalah
sebesar 100 ( seratus ) meter dari garis pasang tertinggi untuk bangunan gedung
ditepi pantai, dan 50 { lima puluh )} meter untuk bangunan gedung ditepi danau
atau sungai.

Besamya garis sempadan pantai, cdanau atau sungai diluar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aitetapkan alen Bupati.

Pasal 16

Jarak antara masa atau blok bangunan satu lantai yang satu dengan yang lairnya
delam satu kavling paling kurang adaiah 4 ( empat ) meter.

Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa atau biok bangunan dencan
bangunan sekitarnya paling kurang 6 ( enam ) meter dan 3 ( tiga ) meter dengan
batas kavling.

Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa/blok
bangunan yang satu dengar.'yang izinnya ditambah 0,5 ( setengah ) meter.
Ketentuan lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung mengikuti ketentuan
dalam standar teknis.

Paragraf 2
Arsitek Bangunan Gedung

Pasal 17

Persyaratan arsitektur bangunan gedurng msliputi persyaratan penampiian
bangunan gedung, tata ruang dalarm, keseimbangan. keserasian, dan keselarasan
bangunan gsdung dengan Ilngkungannya, serta pertimbangan adanya
keseimbangan antara nilai - nilai sosiai budaya sstempat terhadap penerapan
berbagai perkembangan arsitekiur dan rekayasa.

Persyaratan penampilan bangunan gedung sebsgaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada
disekitarnya,

Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan
keandalan bangunan gedung.

Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan banguran gedung
dengan lingkungannya = sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hacus
mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau
vang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Pasal 13

Setiap bangunan tidak diperbclehkan menghalangi pandangan lalu lintas.

10
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{2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu
atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan aau
pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.

{3) Setiap bangunan fangsung atau tidak fangsung tidak diperbolehkan dibangun atau
berada di atas sungai, saluran, selokan atau parit pengairan.

t4) Khusus untuk daerah ~ daerah tertentu, yang mempunyai sungai dengan lenar
>50 meter, pembangunan bangunan di atas sungai dimungkinkan dengan struktur
bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan dari Bupati setelah
mendapatkan masukan para ahli dengan tetap mempertimbangkan tdax
mengganggu fungsi sungai dan merusak lingkungan.

Paragraf 3
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 19
(1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi
bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
{2) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan IMB, yang mempunyai Jenis
Usaha atau Kegiatan Bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 ( lima )
hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan anatisa mengenai dampak
lingkungan szsuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3: Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real-estate, pariwisata, gedung
bertingkat vang mempunyai ketinggian 60 meter atau lebih, pelabuhan, diwajibkan
untuk melengkapi persyaratan analisa mengerai dampak lingkungan.

{4) Pelaksarnazan dan Pengawasan ternadap analisa mengenai dampak lingkungan
ditangani oleh instansi terkait.

Paragrar 4
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal 2C

{1} Persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk suaiu kawasan disusun dar
ditetapkan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan.

(2) Rencana tata bangunan dan lingkungan ditinjau kembali setiap 5 ( lima ) tahun.
\3) Rencana tata bargunan dan lingkungan digunakan untuk pengendalan
pemanfaatan ruang suatu fingkungan/kawasan.

Bagian Keempat
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
Paragraf 1
umum
Pasal 21

Fersyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan
Pasal 22

(1) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan
dan kestabilan dari segi struktur.
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[2) Standar teknik yang harus dipakai ialah standar teknik yang berlaku di Indonesia
yang meliputi Standar Nasional indonesia tentang tata cara, Spesifikasi dan

I Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.

'3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban
sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran dan gaya gempa sesual
dengan peraturan pembebanan.

4} Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat
gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruks:
yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis.

5) Setiap bangunan bertingkat dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunan
harus menyentakan perhitungan struktur sesuai dengan pedoman dan standar
teknis.

‘8) Instansi terkait mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memeriksa
konstruksi bangunan yang dibangun atau akan dibangun baik dalam rancangan
bangunannya maupun pada masa pelaksanaan bangunannya.

Pasal 23

{1) Setiap pangunan gedung untuk kepentingan umum, harus mempunyai sisiem
pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem prceksi pasif maupun
sistem proteksi aktif.

{2} Pemeruhan persyaratan pengamanan terhadap bahaya kebakaran mengikuti
ketentuan dalam pedoman dan siandar teknis yaitu Standar Nasiona! {ndonesia
SKBI.

Pasal 24

{1) Penggunaan bahan bangunan menggunzkan bahan bangunan produksi delam
negeri/setempat.

.2) Penggunaan bahan bangunan harus dipertimbangkan Kkeawetannya dan
kesehatan dalam pemanfaatan bangunannvya.

‘3) Bahan tangunan yang dipergunakan harus memenuh: syarat-syarat teknik sesua;
dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesta

4) Pengecualian dari ketentuan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat persetujuan dari Bupati

Paragraf 3
Persyaratan Kesehatan

Pasal 25
Tersyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud calam Pasal 24 aya!
3 ‘2) meiiputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan
? ~ahan bangunan gedung
Pasal 26

(1) Sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan
kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan
gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan.
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Bangunan gedung tempat tinggal peiayanan kesehatan pendidikan zzn
bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyar bukaan uniuk ventias:
alami.

Ketentuan mengenat sistem penghawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih fanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan
kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan gedung meiaiu
pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan
darurat.

Bangunan gedung tempal tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan dan
bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan
alami. :

Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur iebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

Sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan kebutunan
sanitasi yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan gedung uniuk
memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air imbzh.
kotoran dan sampah serta penyaluran air hujan

Sistem sanitasi pada bangunan gedung dan lingkungannya harus divasa
sehingga mudah dalam pengoperasian dan  pemeliharzannya  ucal
membahayakan serta tidak mengganggu lingkungan.

Ketentuan mengenai sistem sanitas! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2%
harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimpulxan
dampak negatif terhadap lingkungan.

Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan gedung ssbagaimans
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih ianjut dengan Feraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan Kemudahan/Aksesibilitas

Pasal 30

Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meiliputi
kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan
prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang
mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
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Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang
cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat
sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Pasal 31

Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bangunan
gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.

Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor
disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengiku
ketentuan dalam standar teknis

158

{ar
Wl

Pasal 32

1) Kemudahan hubungen vertikai dalam pangurnan geding. termasuk saranz
transpoitasi vertikal sebagaimana dimaksud dalem Pasal 30 ayat (2) beruga
penyediaan tangga, ram, dan sejenisrya serta lift dan/ateu tangga beriaian dalam
pangunan gedung.

Zy Bangunar gecung vyang hertingkat harus menyediakan tangga yarg
menghubungkan lantai yang satt dengan yang lainnya dengan
mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesshatan
pengguna.

2y Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan
tertentu dan/atau sarana aksess vertikal lainnya dengan mempertimbsagkan
kemudahan dan keamanan pengguna sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

v)  Bangunan gedung dengan jumiah lantai iebih daii 5 (lima) harus dilengkagi
dengan sarana transportasi vertika! ( lift ) yang dipasang sesuai der.gan kebutuhan
dan fungsi bangunan gedung.

) Ketentuan mengerai kemudahar hubungan vertikal dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud peda ayat /1) ayat (2). ayat (3), dan ayat (4) mengikuti
keatentuan dalam standar teknis.

Pasal 33

Akses evakuas: dalam keadaan darurat sebagaimena dimaksud dalam Paszai 30
ayat (2) harus di sediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistemn peringatan
bahaya bagi pengguna, pintu keluar carurat, dan jalur evakuasi apabila teriadi
bencana kebskaran can/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.

=y Penysdiaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
dicapai dengan mudah dan diltengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.

3y Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis.

Pasal 34

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 zyat (2) merupakan keharusan bagi
semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

4
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{2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam
bangunan gedung dan lingkungannya

13) Ketentuan mengenal penyediaan aksesidilitas bagi penyandang cacat can langut
usia sebagaimana dimaksud pada aya! (*; dan ayat (2) mengikuti ketentuan galam
standar teknis.

Pasal 35

{1y Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 30 ayat
{3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk Kepentingan
umum.

2 Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memadai sesuai dengan fungsi bangunzn tersebut.
(3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi
a. sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
b. tempat parkir,
c. sarana transportasi vertika!,
d. sarana tata udara;
e. fasilitas penyandang cacat, dan
f.  sarana penyelamatar;.
Bagian Kelima
Persyaratan Kenyamanan dalam Bangunan

Pasal 36

1) Setiap bangunan yang dibangun dapat miempertimbangkan faktor kenyamanan
bagi pengguna/penghuni yang beraca di dalam dan di sekitar barigunan.
Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus
memperhatikan :

a kenyamanan ruarg gerak;

b. kenyamanan hubungan antar ruang
] :

d

e

i

kenyamanan kondisi udare,
kenyamanan pandangan; dan
kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.

‘71 Keteniuan perencanaan, peiaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan
dalam banginan gedung mengikuti ketentuan datam pedoman dan standar teknis

Pasal 37

"1 Persyaratan kenyamanan bungunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi
udara dalam ruang, pandangan serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

{2y Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang yang
memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

.3, Kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tingkat kenyamanan yang diceroleh dari tata letak ruang dan sirkulasi
antar ruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan
gedung.

13 Y
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4) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1
merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban
di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

| (5} Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam
bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitamya

(6) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang
tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggagu oleh
getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan gedung
maupun lingkungannya.

{7y Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak, tata hubungan antar ruang, tingkat

kondisi udara dalam ruangan. pandangan, serta tingkat getaran dan kebisingar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat {3), ayat (4}, ayat (5) dan ayat (€)

diatur lebih lanjut dengan Peraiuran Bupati

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi  kegiatan pemtangunan,
pamanfataan, pelestarian dan pembornigkaran.

2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penyelenggara berkewajiban memenuhi parsvaratan penyelenggaraan bangunan
gedung.

3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik banguran gedung, penyed.a
jasa konstruksi dan pangguna bangunan geduna.

i-+)  Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagsimana
dimaksud pada ayat (2), tetap harus memenuh: ketentuan tersebut secara
bertahap.

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 39

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tanapan perencanaan
dan perlaksanaan beserta pengawasannya.

Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri
maupun ditanah pihak lain dengan berdasarkan perjanjian teriulis antara pemilik
tanah dan pemilik bangunan gedung.

Pembangunan btangunan gedung dapat diaksanakan setelah rencana teknis
bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah dalam bentuk IMB kecuali
bangunan gedung fungsi Khusus.

16
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Pasal 40

Perencanaan bangunan rumah unggal satu lantai dengan luas kurang carn 106G m?
dapat dilakukan oleh crang yang ahit atau berpengalaman sedangkan bangunanr
yang dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan
surat izin bekerja oleh Bupati.

Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai atau bangunan umum, aiau

bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat

kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.

Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan vyang direncanakan teian

memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perencanaan bangunan terdirt atas

a. perencanaan arsitektur;

b.  perencanaan konstruksi;

€. perencanaan utilitas;yang disertai dengan rencana kerja dan syarat - syarat

' pekerjaan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3} tidak

berlaku bagi perencanaan :

a. »angunan yang sifatnya sementara dengan syarat tahwa juas dan tingginva
tidek berlentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan
Umum;

b.  pekerjaan pemelihgraan/perbaikan bangunan, aniara iain :

1.  memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas
fantai bangunan,

2. pekerjaan memplester, memperbaiki retax bangunan dan mempearbaik!
lapis lantai bangunan;

3. memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya,

4. memperbaiki lobang cahayasudara tidak lebih dari 1 m?,

5. membuat pemisah halamarn tanoa xonstruksidan/atau

6. memperbaiki langit-langit tarpa menguban jaringan iainnya.

Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk xepentingan umum

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seteiah mendapat pertimbangan teknis dari

Tim ahli.

Pengesahar rencana teknis bengunan gedung fungsi khusus ditetapkan cieh

Pemerintah Daerah seteiah mendapat pertimbangan teknis dari Tim ahti.

Keanggotaan tim anli bangunan gedung sebagaimana adimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) bersifat ad hoc terdiri dari para ahli yang diperiukan sesuai dengan
kompleksitas baiigunan gedung

Pasal 41

Pelaksanaan pekeri@an mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan
oleh pelaksana perorangan yang ahli.

Pelaksanaan pekarjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 1000 m? atau
bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh
pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 42

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan
gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenGhi persyaratan
layak fungsi dan persyaratan teknis.

Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan
gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan layak fungsi.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasal 43

Bangunan gedung dan lingkungan yang diterankan sebagai cagar budaya sesuai
dergan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilindung.  dan
dilestarikan.

Penetapan bangunan gedung dan ling~ungannya yang dilindungi dan dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
Pemerintah dengan memperhatikar Ketentuan Peraturan Perundang — undangar.
Pelaksanaan perbaikan, pernugaran perlindungan senta pemeliharaar aas
bangunan gedung dan lingkungannya sebagaiinana dimaksud pada ayat (1)
hanyz dapat dilakukan sepanjang tidak mengu%gn nilar dan /atau karakter cagar
budaya yang dikandungnya.

Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gadung dan lingkungan cagar
budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan /atau karakter cagar
budaya harus dikembalikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -~
undangan.

Ketentuan mangenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan pertaikan, pemugaran,
remanfaatan mergikuli ketentuan pedoman teknis dan stardarisasi nasional.

Bagian Kelima
Pembongkaran

Pasal 44

Bargunan gedung dapat dibongkar apabia

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; -

b. dapat menimbulkan bahaya dalam permmanfaatan bangunan gedung dan /atau
lingkungannya ;dan

c. tidak memiliki IMB.

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 2 dan huruf b_ditetapkan oleh pemenntah daerah berdasarkan hasil

pengkajian teknis.

Pengkajian teknis bangunan gedung sabagaimana dimaksud pada ayat (2),

kecuali untuk rumah tingggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaarnya

menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
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Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas ierhadap
xeselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana
| teknis pembongkaran yang telah disetuju oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuknya.

i '5) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikutl
ketentuan pedoman teknis dan standansasi nasional.

BAB V
PERIZINAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
iMB

Paragraf 1
Arahan Perencanaan

Pasal 45

Sebelum mengajukan PIMB, pemohon harus meminta keterangan tentang arahan
perencanaan Kepada Instansi yang menangani perizinan/tata kota/tata bangunan yang
meliputi:
a. jenis/perurtukan bangunan;
o, juas lantat bangunan yang diizinkan:
> jumlah lantaifiagis bangunrsn diatas/dibawah permukaan tanan yang diizinkan,
;. garis sempadan,
z KDB, KLB. KDH yang diizinkan;
f persyaratan-persyaratan bangurar: dan/atau
persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan.

Paragraf 2
Tata Cara Mengajukan P!MB

Pasai 46

1) PIMB harus diajukan sendiri secara tertulis cieh pemohon kepada Bupati.
2} Syerat-syarat PIMB meliputi:
a. garmbar situasi;
gambar Rencana Bangunan,
perhitungan Struktur untuk tangunan bertingkat (lebih dari 1 lantai),
advice Teknis dari Instansi Teknis yang bersangkutan;
salinan atau foto copy bukti pemilikan tanah;
persetujuan atau izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas
tanah yang bukan miliknya; dan
g. bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir.

~0aoo

w

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

222

Pasal 47

1) Instansi terkait mengadakan pemeriksaan PIMB yang diajukan mengenai syarat-
syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Datam jangka waktu paling lama € (enam) hari kerja setelah permohenan diterima
instansi terkait menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.

13} PIMB yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(2) dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan atau petunjuk-petunjuk yang
diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan dapat diajukan kembaii.

Pasal 48

PIMB ditolak apabila :

a. bangunan yang didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik bangunan:

n. karena persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak
dipenuhi;

=. bangunan yang akan didirkan di atas iokasi 3tau tanah yang penggunaannya tidak
sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan Dalam Rencana Jmum Tata
Ruang Wilayah,

<, bangunan mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnyz;

& banguran akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahayz atau

bangunan-bangunan yang telah ada,

sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;

tanah bangunan untuk kesehatan (hygieric) tidak mengizinkans,

rencana bangunan iersebut menyebzbkan terganggunya akses jalan yang ieizh

dgitetapkan oleh Pemerintah Daerah;

ada keberatan yang diajukan dan dibenarkan oieh Pemerintah Daeran;

pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah Daerah, dan

bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragrat 2
Ketentuan IMB

Pasal 49

vy IMB diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak memanuhi syarat pengajuan PIMB.
17y IMB ditandatangani oleh Bupati.
“3y IMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam IMB.
43 Pemchon paling fambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya IMB belum memenuh:
pelaksanaan pekerjaannya maka IMB batal dengan sendirinya.
L) Perubahan nama pada IMB dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

b A AT s e i o i

Pasal 50

"AB tidak diperiukan dalam hal :

£l membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tid
lebih dari 1 m? dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter

o] membongkar bangunan yang menurut pertimbangan kepala Dinas Peke

B Umum tidak membahayakan;
Y

-
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c pemeliharaan atau perbaikan bangunan dengan tidak merubah denan. konstruks:
maupaun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin:

d.  mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak.
dengan syarat juas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak
lebin dari 2 (dua) meter dan sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan
dalam Pasal 38; dan

e mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh 1zin selama
mendirikan suatu bangunan.

Pasal 51

(1) Bupati dapat mencabut IMB apabila pekerjaan tersebut berhenti selama 3 bulan
dan ternyata tidak akan dilanjutkan serta menyimpang dari rencana dan syarat-
syarat yang disahkan;

{(2) Pencabutan IMB diberikan daiam bentuk keputusan oleh Bupati kepada
Pemegang 1zin disertai dengan alasan-alasannya.

{3) Sebelum Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan
Pemegang lzin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis dan
b.epadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya

Paragraf 4
Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan

Pasal 52

(1) Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan menrdirikan bangunan Pemegang IMB
wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum.

{2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkzan
untuk menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta
ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan yang
disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB oleh Diras
Pekerjaan UUmum.

{3) Penetapan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian
permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirkkan oleh Diras
Pekerjaan Umum sebagaimana aimaksud pada ayat (2) paling lama 5 {imza} han
setelah pemberitahuan tertulis oleh pemegang IMB.

(4) Apabila dalam jangka wakt: paling lama 7 (tujuh) bari setelah ditenmanya
pemberitahuan sebagaimana cimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjazan Umum
tidak melaksanakan tugasnya, maka pemchon dapat memulai pekerjaannya.

Pasal 53

Bila terdapat fasilitas umum yang terganggu atau terkena rencana pembangunan.
pemincahan atau pengaman cdikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik
MB

3
Y
i
“
£
’
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Paragraf 5
Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 54

11)  Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk
yang sudah mendapat izin dari Bupat

7} Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar
menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk
kepentingan pemeriksaan oleh petugas

'3) Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwewenang untuk :

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan
bangunan setiap saat pada jam kerja,

b. memeriksa apakah bahan banguran yang digunakan sesuai dengan PUBB
dan rencana kerja syarat-syarat pekenaan.

c. mererintahkan memyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat,
demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan
keselamatan atau kesehatan umum;dan

d. memerintahkan membongkar atau menghantikan segera pekerjaan mendirikan
bangunan, sebagian atau seluiuhnya untuk sementara waktu apabila:

1. pelaksanazn mendirikan bangunar menyimpang dari izin yang ielah
diberikan atau sysrat-syarat yang telah ditetapkan;dan/atau

2. peringatan tertulis dari Kepala Dinas Pekeriaan Umum tidak dipenuhi daiam
jangka wakiu yang telah ditetapkar

Bagian Kedua
SLF

Pasal 55

'y Setelah bargunan selesai, pemohon wajib menyampaikan lapcran secara teriuhis
dilenghapi dengan:
a. berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi bagi bangunan

yang dipersyaratkan,

b. gambar yang sesusi dengan pelaksanaan {as built drawings).dan
c. foto copy tanda pembdayaran retribusi.

2y Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepa!a Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati menerbitkan SLF.

31 Jangka waktu penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
paling lambat 12 (dua Balas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan
berita acara pemeriksaar.

Pasal 56

~.abila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang tslah ditetapkan
calam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB yang baru kepada

Zepati.

b
K
ol
i
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Pasal 57

-k
——

Untuk bangunan yang telah ada. khususnya bangunan umum wajib dilakukan
pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan fungsinya.

Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga atau konsultan ahli yang telah
diakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan peneilian atas nasii pemeriksaan berkaia
sebagaimana dimaksud pada aya! (2) mengenai syarat-syarat administras:
maupun teknis.

i4) Dinas Pekerjaan Umum memberikan SLF apabila bangunan diperiksa telah
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

aS]

W

Pengawasan SLF
Pasal 58

t) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas Pekerjzaan
Umum dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperiihatkan SLF
beserta lampirannya.

12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menghentikan penggunaan bangunan
apabila penggunaannya tidak sesuai dengan SLF.

:Z) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, maka scteiah

diberikan peringatan tertulis dan apabiia dalam waktu yang ditetapkan penghuni

tetap tdak memenuhi ketentuan segerti yang ditetackan dalam SLF, Bupatl
mancabut IMB yang telah diterbitkan
Bagian Ketiga
Permohonan Merobohkan Bangunan
Pasal 59

©)  Bupali dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merotohkan bangunhan yang
dinyatakan:
a. rapuh;
L membahayakan keselamatan umuni;can
c tidak sesual dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.

.2) Pemiik bangunan dapat mengajukan permohcnan  untuk  merobohkan
bangunannya kepada Bupati.

'3} Sebelum mengajukan permohonan izin {Aerobohkan Bangunan pemohon harus
teriebih dahulu dapat meminta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan
kepada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi-

a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan:
persyaratan merabohkan bangunan,

cara merobohkan bangunan;dan

hal-hal lain yang dianggap periu.

oo

o

Pasal 60

<1} Perencanaan dalam rangka merobohkan bangunan dibuat oleh perencana
bangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42584.pdf

205

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak berlaku bagi -
a. bangunan sederhana;dan

b. bangunan bertingkat dan/atau tidak bertingkat.

Perencanaan merobohkan bangunan meliputi

a. sistem merobohkan bangunan:dan

b. pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan.

Pasal 61

Fermohonan Merobohkan Bangunan sabagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
Z.5enai dengan pengisian formulir yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. -

Pasal 62

iy Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas permohonan mzrobohkan
bangunan  yeng diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan
lingkurigan menurut peraturan pada saat permohonan merobohkan bangunan
diajukan.

:Z) Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima permohonan merobonkan
bangunan apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi aman atas rencana
merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang
diajukan memenuhi persyaratan keamanan teknis ¢an keselamatan lingkungan

Pasal 63

Pelaksanaan merobohkan bargunan baru dapat dimulatl paling lama 5 hari xerja
setelah rekomendasi diterima.

1+ Pekeriaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana
yang disahkan dalam rekomendasi.

Pasal 64

.7 Salama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, cemilk harus
menempatikan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampirannya
dilokasr pekerjaan untuk kepentingan oemeriksan petugas.

.y Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada aya! (1), petugas
berwenang .

a memasuki dan memeriksa tempatl pelaksanaan pekerjaan merobohkan
bangunan;

b. memeriksa apakah periengkapan dan peralatan yang digunakan untux
merobnhkan bangunan atau bagian—bagian bangunan yang dirobohkan sesuai
dengan persyaratan yang disahkan dalam rekomendasi;dan

c. melarang menggunakan perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan
untuk merobohkan bangunan yang barbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar
dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan
dalam rekomendasi.

24 ‘X
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BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 65

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap peiaksanaan Bangunan Gedung
Pasal 66

(1) Pelaksanaan pengawasan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
85 dapat juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran masyarakat dalam
panyelenggaraan bangunan gedung, yang berupa:

a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;

b memberi masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam
penyempurnaan peraturan. pedoman, ¢an standar teknis di bidang bangunar
gedung;

c. menyampaikan pendapat dan perimbangan kepada instansi yang berwenang
terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis
bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;dan/atau

d. inelaksarakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang
mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakal dalam penyelenggaraar
bangunan gedung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Vi
SANKS] ADMINISTRASI
Pasal 67

(17 Setiap pemilik dan/atau pesngguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan
fungsi, persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dapat dikenakan
sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. pembatasar kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan,

d penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan hangunan gedung:

e. pembekuan IMB;

f.  pencaburan IMB:

g pembekuan SLF  bangunan Gedung;

h.  pencabutan SLF bangunan Gedung:dan/atau

i perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capat
dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % dari nilai bangunan yang sedang atau
telah dibangun.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

25
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BAB Vill
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

+1y  Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana pelanggaraan

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di fingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima lapcran atau pengaduan dari sesecrang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan
pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dini
tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengampbil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperiukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara; )

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum
bahwa tidak terdapat cukup nbukt atau peristiwa {ersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya mefalui Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;dan

i. mengadakan tindakan flain menurut hukum vyang dapat diperangguni-
javsabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69
etiap pemilik dan/atau pengguna Bangunar Gadung yang melakuken pelanggaran
-as pelaksanaan Bangunan Gedung dikenakan sanksi pidana sesuai Ketentuan

Caraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

£1) Bangunan Gedung yang telah memiliki IMB dinyatakan tetap barlaku.

{7y Bangunan Gadung yang belum memiliki IMB, dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib memiliki IMB.

ay
>

e
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BAB X!
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

P S

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 7 VoY 26

BUPATI SUMBA TIMUR,

cmmi>yal 9§A

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, fw/ 204

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

(o

7 UMBU HAMAKONCA

LEMEARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 211 NOMOR 2

PR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR  TAHUN 2011
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

I UMUM .

bahwa pelaksanaan asas desentralisasi yang pada prinsipnya
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan
pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan
kewajiban untuk melaksanakan pengaturan dan penertiban terhadap bangunan gedung
yang ada. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban bangunan gedung tersebut
dilakukan melalui pengawasan dan penertibar yang dilakukan melalui suatu tata kerja
penilaian terhadap pendirian bangunan cedung yang harus memenuhi syarat sesua:
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

berdasarkan hal tersebut maka untuk pengaturan bangunan gedung vang
lebih ideal periu mengatur semua aspek, baik mekanisme pelaksanaan, kriteria teknis
maupun tertib administrasi dan keuangan sehingga dipandang perlu membentuk
Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengaturan dan penertiban
atas bangunan gedung di Kabupaten Sumba Timur

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Fasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Klasifikasi [il.l1{l dapat didasarkan peada radius terhadap pusat kota, atau
berdasarkan fungsi wilayah dan sebagainya yang ditetapkan cleh Bupati

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat {6)

Cukup Jelas
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Ayat (7)
Pengklasifikasian bangunan gedung pada pasal ini dimaksudkan untuk
kepentingan penerapan persyaratan admunistrasi dan/atau teknis bangunan
gedung yang harus dipenuhi dan dapat dikaitkan dengan besaran retribusi

yang harus dibayar.

sal 4
Cukup Jelas
rzsal 5
Cukup Jelas
.sal g
Cukup Jelas
nsal 7
Cukup Jelas
S ssal 8
Cukup Jelas
~3sal 9
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Kecamatan yang berada di Kotz Waingapu.
huruf ¢
Cukup Jeias
i-asal 10
Cukup Jelas
‘asal 11
Cukup Jelas
‘asal 12
Cukup Jelas
‘asat 13
Cukup Jelas
—asal 14
Curup Jelas
Pacsal 1&
Cukup Jelas
~asal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
~asal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasai 21
Cukup Jelas

Fi)
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Pazal 22
Cukup Jelas
o 23
Cukup Jelas
onat 24
Cukup Jelas
oozl 28
Cukup Jelas
Foial 26
Cukup Jelas
Fizal 27
Cukup Jelas
ir.nal 28
Cukup Jelas
irsal 29
Cukup Jelas
rasal 30
Cukup Jelas
~asal 31
Cukup Jelas
~asal 32
Cukup Jelas
zsal 33
Cukup Jelas
~:sal 34
Cukup Jeias
- 53 35
Cukup Jelas
> zsal 36
Cukup Jelas
o asal 37
Cukup Jelas
~ssal 38
Cukup Jeles
Fasal 39
Cukup Jelas
—asal 40
Cukup Jelas
rasal 41
Cukup Jelas
i*asal 42
Cukup Jelas
Fasal 43
Cukup Jelas

ot it s
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ot A B b et L e

B B

e s i

1¥a5al 44

Cukup Jelas

i-azal 45

Cukup Jelas

- ssal 48

Cukup Jelas

lsat 47

Cukup Jelas
z3al 48
Cukup Jelas

Frosal 49

Cukup Jelas

“asal 50

Cukup Jelas

- »+3al 51

Cukup Jelas

- usal 52

Cukup Jelas

“usal 53

Cukup Jelas

“Lsal 54

Cukup Jelas

“asal 55

Cukup Jelas

“asal 53

Cukup Jelas

-asal 57

Cukup Jelas

“2sa! 58

Cukup Jelas
‘asal 59

Cukup Jeias
‘asal 60

Cukup Jelas

“asal 61

Cukup Jelas
Pasal 82

Cukup Jelas
“asal 62

Cukup Jelas
~asal 64

Cukup Jelas
Pasal 65

Cukup Jelas
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Pasal 66

Cukup Jelas
Pasal 67

Cukup Jelas
Pasal 68

Cukup Jelas
Pasal 69

Cukup Jelas
Pasal 70

Cukup Jelas
Pasal 71

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 402.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur
retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sumba Timur perlu disesuaixan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturar Daerah tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat |l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Terggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kiteb Uncdang-Undang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1939 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerszh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomcr 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Peinungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomazn
Fengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Padoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupater Sumba Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161});

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 164);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembarun Daerah Kabupaten Sumba
Timur Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
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BAB!

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah daiam rangka pemberian
izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
n:elakukan usaha raaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daeran (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organiszsi
sosial colitik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pembayaran
atas Pemberian lzin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribzadi atau badan
untuk mendirikan atau membongkar suatu bagunan dan termasuk dalam pengertian
mendirikan pangunan adalah mengubah dan mercbohkan atau membangun bangunan.

. Koefisien dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai

dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.

Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas
fantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.

Koeficien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah
sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan
hasil pertemuan yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau
fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan terlebih dahulu atau tidak, maupun
proses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara mengeceran
minuman mengandung ethanol yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A, B dan C.
Retribusi lzin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas
pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu
yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang
lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Surat Jzin Gangguan selanjutnya disebut surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian
izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
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19. Retribusi izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian

izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pefayanan angkutan umum pada suatu
atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayannan jasa angkutan orang dengan mobil
bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan
jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

21. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur.

22. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor vyang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
{(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, obil
bus dan kendaraan khusus.

25. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AKDP, adalah angkutan dari satu
kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi
dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam satu trayek.

26. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten
yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota katupaten dengan
menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang yang terikat dalam trayek.

27. Angkutan Taksi adafah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani argkutan dari pintu ke pintu
dalam wilayah operasi tertentu.

238. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum vyang
melayani arsgkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpz pengemudi daiam wifayah operasi
vang tidak terbatas.

3. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke ternpat lain dalam satu daerah kota
atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil
penumpang vang terikat dalam trayek.

30. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang

dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

31. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani
angkutan antar-jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu
moda.

32. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengain menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi
dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau kepariuan lain diluar pelayanan
angkutan dalam trayek seperti untuk kepeiiuan keluarga dan sosial lainnya.

33. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas
pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Bupati.

34. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembavaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

35. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Waijib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terhutang.

]
&
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Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disiebut STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB I
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

® w0 oo

(1)

—
tJ

— —

w

(4)

(1)
(2)

(3)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Ratribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Rezribusi izin Gangguan;

Retribusi lzin Trayek; dan

Retribusi fzin Usaha Perikanari.

BAB 1l
RETRIBUSI IZIN MENDIRIIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek , Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi

Pasai 3

Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan
pemaerian izin untuk mendirikan bangunan.

Objizk Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangiunan.

Obyek Retribusi 17in Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan
koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bargunan (KKB), dan pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tetrsebut.

Tidak termasuk obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah pemberian lzin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
1zin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Waijib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
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Bagian Kedua

Tingkat Pengunaan Jasa dan Prinsip Retribusi

Pasal 5
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai
bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot (koefisien).
(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
a. Koefisien Luas Bangunan

No. Luas Bangunan Koefisien
1. | Bangunan dengan luas s/d 100 M2 1,00
2. | Bangunan dengan luas s/d 250 M2 1,50
3. | Bangunan dengan luas s/d 500 M2 2,50
4. | Bangunan dengan luas s/d 1.000 M2 3,50
5. | Bangunan dengan luas s/d 2.000 M2 4,00
6. | Bangunan dengan luas s/d 3.000 M2 4,50
7. Bangunan dengan > 3.000 M2 5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No. I| Luas Bangunan Koefisier
| 1. Bangunan 1 lantai 1,00
2. | Bangunan 2 lantai 1,50
3. | Bangunan 3 lantai 2,50
;4. | Bangunan 4 !antai 3,00
5. | Bangunan 5 lantai keatas 4,00

¢. Koefisien Guna Bangunan

No. Luas Bangunan Koefisien
1. | Bangunan sosial 0.50
2. Bar,gunan perumahan 1,00
3. | Bangunan fasilitas umum 1,00
4, | Bangunan pendidikan 1,00
5. | Bangunan kelembagaan/kantor 1,50
5. | Bangunan perdagangan dan jasa 2,00
7 Bangunan industri 2,00
8. | Bangunan khusus 2,50
9. Bangunan campuran 2,75
10. | Bangunan lain-lain 3,00
Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin mendirikan bangunan.
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Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 7
(1) Besarnya tarif Retribusi untuk bangunan permanen ditetapkan sebesar Rp.200.000/izin.
(2) Besarnya tarif Retribusi untuk bangunan semi permanen dan darurat ditetapkan sebasar
Rp.50.000/izin.
Pasal 8
Biaya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7
dengan tingkat koefisien pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV
RETRIBUS! IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek , Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi

Pasal 9
(1) Cengan nama Retribusi zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas

pemberian izin untuk melfakukan penjualan minuman beralkoho! di suatu tempat tertentu.
(2) Cbjek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di:

a. hotel;

k. restoran;

c. bar;

d. klab maiam;

e. diskotik;

f. pubdan karaoke;

g. supermarket/minimarket dan pertokoan sejenisnya dengan tempat khusus/lemari

terkunci; dan
h. tempat tertentu lainya yang ditetapkan oleh Bupati.
!3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Waijib Retribusi {zin Tempat Penjualan Minuman Beralkoho! adaiah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 1zin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol.

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Prinsip dan sasaran yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian lzin tempat
penjualan minuman beralkohol.
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi

dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 13

Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

No Tempat Tarif (Rp)

1 Hotel/Restoran 600.000,-/tahun

2 Bar, klub malam, diskotik, karaoke/pub 1.000.000,-/tahun

3 Supermarket/minimarket, pertokoan sejenis 500.000,-/tahun

4 | Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati 250.000,-/tahun
BABV

PETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek , Subjek, Wajib dan Golorgan Retribusi

Pasal 14

(1) Dengan nama Retribusi 1zin Garngguan dipungut biaya atas pemberian Izin tempat usaha
kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahays, kerugian
dan/atau gangguan.

(2) Obyek Retribusi izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegictan kepada orang
pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendaiian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk
mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau memenuhi norma keselamatan
dan kesehatan kerja.

(3) Obyek Retribusi izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adzlah sebagai berikut :

a. percetakan;

bengkel;

cuci cetak film, sablon, phcto copy;

pergumpul minyak pelumas bekas;

rumah sakit tipe C dan B;

laboratorium;

tempat penyimpanan pestisida kadaluarsa;

binatu (laundry and dry cleaning);

tempat usaha yang peralatannya dijalankan dengan tenaga uap air dan gas;

tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan obat

mesiu dengan bahan-bahan lainnya yang mudah meledak termasuk pabrik dan

penyimpanan petasan/kembang api;

k. tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia;

. tempat usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan
bahan-bahan astiri (viucting) atau yang mudah menguap;

m. tempat usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;

n. tempat usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-
tumbuhan dan hewani yang mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk
pabrik gas;

0. tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas {bungkil atau
sampah);

oo
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tempat pengeringan gandum/kecambah (moterij), pabrik bir, tempat pembuatan

minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan pabrik
spritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian/penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan
roti serta pabrik setro/sirop buan-buahan;

pabrik porselin dan pecah belah (aarde work), tempat pembuatan batu merah genteng,
ubin dan gipsa/kapur batu dan tempat perusahaan/pembuatan kapur;

Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan logam, tempat
penampaan logam, tempat pemilihan logam, tempat pertukangan tembaga dan kaleng
serta pembuatan ketel;

Tempat penggilingan beras/penggilingan batu, kincir penggergajian batu dan pabrik
minyak;

Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu,
tempat pembuatan gilingan dan pembikinan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat
pertukangan kayu;

Perusahaan pemerah susu;

Tempat pelatihan menembak;

Gudang penggantungan tembakau;

Pabrik tapioka/ubi kayu, tahu, tempe;

Gudang kapuk dan pembatikan dan usaha tenunan;

Warung da'am bangunan tetap;

Gudang penampungan barang;

. Tempat persewaan kendaraan/kereta/garasi/gudang kendaraan angkutan crang/barang;

Tempat ambal ban dan vulkanisir ban;

Tempat usaha elektronik;

Tempat usaha hiburan;

Tempat usaha perikanan/kelautan;

Tempst usaha kehutanan, pertanian, perkebunan;
Tempat usaha perumahan/pesanggrahan;

Tempat usaha VCD, kaset dan permainan ketangkasan;
Apctik/toko obat/jamu;

Tempat usaha pertambangan/kelestarian;

Tempat penimbunan barang bekas;

Tempat usaha penjualan air minum/kemasan dan isi ulang;

Tempat usaha salon;
Tempat usaha dokter praktek/pengobatan alternatif/klinik;
Tempat usaha penimbunan kayu hasil hutan/laut/pertanian;

. Tempat usaha pemeliharaan kuda/sapi/babi/kambing/kerbau/unggas;

Tempat usaha pencucian mobil;

. Tempat penjualan/pameran kendaraan;

Tempat penyimpanan kendaraan dan alat berat;

Tempat usaha angkutan umum antar kota dalam propinsi/luar kota;
Tempat usaha pupuk dan pestisida;

Tempat usaha bahan bangunan;

bbb. Tempat usaha bahan pelumas; dan

ccc.

Tempat usaha kelistrikan.

(4) Tidak termasuk Objek Retribusi Izin Gangguan adalah tempat usaha yang telah ditentukan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(5) Subyek Retribusi 1zin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin
tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah
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Pasal 15

(1) Wajib Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

(2) Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Prinsip dan sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Inceks Lokasi, Indeks Gangguan, Tarif Lingkungan
berdasarkan Luas Tempat Usaha.

Pasal 18

Besaran tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

No. Jenis Tempat Usaha Tarif )Rp)
1. | Percetakan, salon, photo copy :
- ukuran kecil 50.000
- ukuran menengzh 100.000
- ukuran besar 150.000
2. | Bengkel:
- golongan kecil 100.000
- golongan menengah 200.000
- gclongan besar 300.000
3. | Cuci cetax film :
- ukuran kecil 100.000
- ukuran menengah 150.000
- ukuran besar 200.000
4. | Pengumpu! minyak pelumas bekas 100.000
S. | Rumah sakit tipe Cdan D 250.000
5. | Laboratorium 100.000
7. | Tempat penyimpanan pestisida kadaluarsa 200.000
8. | Binatu (laundry and dry cleaning) 100.000
9. | Tempat usaha yang peralatannya dijalankan deagan tenaga uap air 100.000
dan gas
10. | Tempat usaha yang dipergunzkan untuk membuat, mengerjakan 100.000
dan menyimpan obat mesiu dengan bahan-bahan lainnya yang
mudah  meledak termasuk pabrik dan  penyimpanan
petasan/kembang api
11. | Tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia 100.000
12. | Tempat usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan 100.000
dan menyimpan bahan-bahan astiri {(vlucting) atau yang mudah
menguap
13. | Tempat usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak 100.000
dan damar
14. | Tempat usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari 100.000
bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani yang mengerjakan
hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas.

. . . 10
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15. | Tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah 50.000
ampas (bungkil atau sampah)
16. | Tempat pengeringan gandum/kecambah (moterij), pabrik bir, 50.000
tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan
(branderij), perusahaan penyulingan pabrik spritus, pabrik cuka,
perusahaan  pemurnian/penyaringan, pabrik tepung dan
perusahaan roti serta pabrik setro/sirop buan-buahan
17. | Pabrik porselin dan pecah belah (aarde work}, tempat pembuatan 150.000
batu merah genteng, ubin dan gipsa/kapur batu dan tempat
perusahaan/pembuatan kapur.
18. | Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan 50.000
logam, tempat penampaan logam, tempat pemilihan logam,
tempat pertukangan tembaga dan kaleng serta pembuatan ketel.
19. | Tempat penggilingan beras/penggilingan batu, kincir penggergajian 50.000
batu dan pabrik minyak
20. ( Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang daii batu dan 50.000
penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan pembikinan
kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu.
21. | Perusahaan pemerah susu 50.000
22, | Tempat pelatihan menembak 50.000
23. | Gudang penggantungan tembakau 50.000
24, | Pabrik tapioka/ubi kayu, tahu, tempe 50.C00
25. | Gudang kapuk dan pembatikan dan usaha tenunan 50.000
26. | Warung dalam bangunar: tetap :
- golorgar kecil 50.000
- gelongan menengah 100.C00 |
- golongan besar 150.000 |
27. | Gudang penampungan barang : :
- golongan kecil < 10 M2 50.000
- golongen menengah > 10 M2 — 20 M2 100.000
- goicngan besar > 20 M2 keatas 150.000
28. | Tempat persewaan kendaraan/kereta/garasi/gudang kendaraan
angkutan orang/barang :
- satu kendaraan 50.000
- duakengaraan 100.000
- lebih dari dua kendaraan 150.000
29. | Tempat Tambal ban dan vulkanisir ban :
- golongan kecil < 10 M2 50.00
- golongan menengah > 10 M2 — 20 M2 100.000
- golongan besar > 20 M2 keatas 150.000
30. | Tempat usaha hiburan:
- golongan kecil 100.000
- golongan menengah 150.000
- golongan besar 200.000
31. | Tempat usaha elektronik :
- golongan kecil 100.000
- golongan menengah 150.000
- golongan besar 200.000
32. | Tempat usaha perikanan/kelautan :
- golongan kecil 50.000
- golongan menengah 100.000
- golongan besar 150.000
33. | Tempat usaha kehutanan, pertanian, perkebunan :
- golongan kecil 50.000
- golongan menengah 100.000
- golongan besar 150.000
11
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Tempat usaha perumahan/pesanggrahan :

- golongan kecil

- golongan menengah

- golongan besar

Tempat usaha VCD, kaset dan permainan ketangkasan
Apotik/toko obat/jamu ;

- golongan kecil

- golongan menengah

- golongan besar

Tempat usaha pertambangan/kelestarian

Tempat penimbunan barang bekas

Tempat usaha penjualan air minum/kemasan dan isi ulang
Tepat usaha penimbunan bahan bakar miyak :

- golongan kecil

- golongan menengah

- golongan besar

Tempat usaha pariwisata/perhotelan/penginapan :

- golongan kecil

- golongan menengah

- golongan besar

Tempat usaha pertokoan/toserba :

- pgolongan kecil

- pgolongan menengah

- golongan besar

Tempat usaha ekspedisi

Tempat usaha saion

Tempat usaha dokter praktek/pengobatan altarnatif/klinik
Tempat usaha penimbunan kayu hasit hutan/laut/pertanian :
- golongan kecil

- golongan menengah

- golongan besar

Tempat usaha pemeliharaan kuda/sapi/babi/kambing/kerbau/
unggas :

- hewan kecil

- hewan besar

- unggas

Tempat usaha pencucian mabil

Tempat penjualan/pameran kendaraan

Tempat penyimpanan kendaraan dan alat berat

Tempat usaha angkutan umum antar kota dalam propinsi/luar kota
Ten:pat usaha pupuk dan pestisida :

- golongan kecil

- golongan menengah

- golongan besar

Tempat usaha bahan bangunan :

- golongan kecil

- golongan menengah

-~ golongan besar

Tempat usaha bahan pelumas

Tempat usaha kelistrikan.

50.000
100.000
150.000
100.000

200.000
300.000
400.000
200.000
100.000
100.000

100.000
200.000
300.000

100.300
200.000
400.000

100.000
200.000
400.000
100.000

50.00C
100.000

100.000
200.006
300.000

100.000
200.000
200.000
100.00¢
200.000
100.000 |
100.000 |

50.000
100.000
200.000

50.000
100.000
150.000
100.000
200.000
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BAB V!

RETRIBUS! IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
1zin Trayek

Pasal 19
Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek/izin trayek terdiri dari :
a. Permohonan izin trayek baru; dan
b. Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlaku.
Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b,
terdiri dari :
pembaharuan masa berlaku izin trayek;
penambahan jumlah armada;
pengalihan kepemilikan perusahaan;
penambahan frekuensi perjalanan pada satu trayek atau beberana trayek;
perubahan trayek, dan/atau
penggantian kendaraan/peremajaan.
Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalain trayek/izin trayek harus memenuhi
nersyratan sebagai berikut :
a. persyaratan administrasi;
b. persyaratan teknis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutzn orang dalam trayek akan
diatur dengan keputusan Bupati.

"o oo oo

Pasal 20

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek diwajitkan untuk :

a.

e Q0o

> m
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melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau perubahan domisili
perusahaan;

melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

rhelunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

mengembalikan dokumen lzin Trayek setelah terjadi perubahan;

rnengoperasikan kendaraar. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari
Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan
hermotor;

mengangkat penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi
kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan atau benda;

mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu pengawasan Kendaraan
yang digantikan;

mengoperasikan kendaraan cadangan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;

mematuhi dan menurunkan penumpang pada tempat singgah sesuai yang tercantum dalam
Kartu Pengawasan;

menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;

mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
mematuhi ketentuan tarif angkutan;

melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan; dan

mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.
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Paragraf 2

Izin Operasi
Pasal 21

Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidek dalam trayek wajib memiliki 1zin Operasi
yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permchonan tertulis
pengusaha angkutan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
Permohonan lzin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa izin oleh
pemohon baru, pembaharuan masa berlaku izin dan perubahan izin.
Dalam pengajuan permohonan lzin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon
wajib memenuhi :
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi angkutan orang tidak dalam trayek/izir: trayek
akan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban persetujuan atau penoiakan
terhadap permohonan yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan
diterima.

Penolakan permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 23

1zin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku untuk jangka waktu 5 (iima) tahun dan
dapat diperpanjang.

(1)
(2)

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pemberian izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas
wajib melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan registrasi yang
mempergunakan Kartu Pengawasan yang merupakan turunan dari izin operasi dan berlaku
selama 1 {satu) tahun terhitung mulai pada tanggal penetapannya.

Pasal 25

Perusahaan angkutar yang telah mendapatkan Izin Operasi diwajibkan untuk :

®*poo o

=

melaporkan apabhila terjadi perubanan pemilikan perusahaan;

melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

mengembalikan dokumen Izin Operasi setelah terjadi perubahan;

mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis/laik jalan;

mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah dan terdiri dari Kartu
Pengawasan, STNK, Buku Uji dan tanda Uji kendaraan Bermotor;

mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

mengoperasikan kendaraan sesuai Izin Operasi yang dimiliki;

dalam mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan
Kendaraan yang digantikan;

mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai ketenttuan;

mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat oengemudi;

14
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m. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan; dan
n. mematuhi ketentuan tarif.

Paragraf 3
I1zin Insidentil

Pasal 26

(1) Izin Insidentil diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, untuk menyimpang dari izin Trayek yang telah
dimiliki.

(2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan
menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu atau keadaan darurat.

(3) 1zin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling
lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 27
Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan oleh kepala SKPD yang berwenang.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek

Paragraf1
Nama, Objek , Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi

Pasal 28

(1) Dengan nama Retribusi izin Trayek dipungut retribusi atas Pemberian lzin kepada orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau
beberapa trayek tertentu.

{2} Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum
pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

{3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badar yang memperoleh izin trayek.

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang prikadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

(2) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip

Pasal 30
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan dan klasifikasi jenis
angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
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Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 32
Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis angkutan penumpang umum, angkutan barang,
daya angkut kendaraan bermotor dan/atau jenis perizinan yang diberikan dan ditetapkan sebagai
berikut :
a. lzin Trayek per kendaraan per tahun
1. Mobil bus/penumpang :
a) mobil penumpang dengan kapasitas sebanyak-banyaknya

8 (delapan) tempat duduk ........ceevrveeierieiiieeccreceeecee, Rp. 120.000/tahun
b) mobil bus dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk ........... Rp. 150.000/tahun
¢) mobil bus dengan kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk ......... Rp. 175.000/tahun
d) mobil bus dengan kapasitas 29 tempat duduk keatas ........ Rp. 200.000/tahun
e) mobil truck yang dimodifikasi menjadi angkutan orang/

penumpang kapasitas 20 tempat duduk keatas................... Rp. 160.000/tahun

2. lzin Insidentil sekali perjalanan :

a) ANBKULAN KOLA ...eeeeeieceieeeecieece e e e e Rp. 75.000/izin
b) angkutan pedesaan ............ccceiceiisien e Rp. 100.000/izin
€) anBKUtan AKDP ....o.eereeeereeee ettt Rp. 125.000/izin

b. lzin Operasi per kendaraan {tidak dalam trayek) per tahun :

1, ANEKULAN TAXE civerereeirceiiecreieieirreccreeeecnsricesresseseessreeesriesasssrsaessenan Rp. 125.000/tahun
2. ANEKULAN SEWA ..ovoiieiunercrireeecntersrenrercresnesresennsnsesssressassrensnsannsens Ro. 150.000/tahun
3. angKutan PAriwWISAta .....cccoivieeiriieceeeeee e e Rp. 175.000/tahun
4. angkutan HNGKUNEAN ...ccovieirieeeies e s Rp. 150.000/tahun

t. Rekomendasi Plat Kuning bagi kendaraan angkutan penumpang

Umuin dan angkutan barang .........ccceeieoiiriiecinccnecircerr v Rp. 200.000
d. Izin Mutasi/Pindah Trayek :
1. anBKULAN KO ...cocurieeiieeieccer et et sse e s Rp. 150.000
2. angKutan PEAESATAN .o...evirvieeee e Rp. 200.000
3. AngKULAn AKDP ...ttt e e Rp. 250.000
BAB Vil

RETRIBUSI 1IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek , Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi

Pasal 33

(1) Dengan Nama Retribusi lzin U'saha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan
pembudidayaan ikan.

(2) Obyek Retribusi adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan
kegiatan :

a. Usaha penangkapan meliputi:
1. penangkapan ikan;
2. pengangkutan ikan;
3. pengumpulan ikan; dan
4. pengolahan ikan.
b. Usaha Pembudidayaan Meliputi :
1. usaha budidaya air tawar;
2. usaha budidaya air payau;
3. usaha budidaya rumput laut;

16
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4. usaha budidaya ikan laut;

5. usaha budidaya labi-labi; dan
6. usaha Pembenihan ikan.
(3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat l1zin Usaha
Perikanan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 34

(1) Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(2) Retribusi 1zin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip

Pasal 35

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha yang dimohon Wajib Retribusi.
(2} Masa Retribusi adalah jangka waktu sampai daftar ulang vang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Prinsip dzn sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penvelenggaraan pemberian izin usaha perikanar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37
Besarnya Tarif Retribusi digolungkan berdasarkan jenis lzin Usaha Perikanan yang di tetapkan
s2bagai berikut :

a. Suratlzin usaha Perikanan (SIUP] ...ocoie it ren e s Rp. 250.000
b. Surat Izin Penangkapan lkan (SIP!} :
No Jenis Perizinan Satuan Tarif (Rp)
1. | Pukat:
- Pukat Cincin (Purse Seine) Per GT/Tahun 30.000.-
- Pukat Udang Per GT/Tahun 22.500,-
- Gill Net (Jaring insang) Per GT/Tahun 20.000,-
- Pukat Kantong Per GT/Tahun 15.000,-
- Pukat Payang Per GT/Tahun 20.000,-
- Muro Ami/Pukat Cumi Per GT/Tahun 25.000,-
2. | Pancing:
- Pancing Rawai/Long Line Per GT/Tahun 20.000,-
- Pancing Tonda/Trall Line/Ulur Per GT/Tahun 15.000,-
3. | Perangkap:
- Bagan Apung Per Unit/Tahun 50.000,-
- Bubu Per Unit/Tahun 25.000,-
- Sero Per Unit/Tahun 25.000,-
4. | Alat Penangkap lainnya :
- Pukat Pantai Per Unit/Tahun 10.000,-
- Panah Per GT/Tahun 10.000,-

. . . 17
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- Usaha Budidaya lkan Air Tawar Ha / Tahun 150.000,-
- Usaha Budidaya lkan Air Payau Ha / Tahun 250.000,-
- Usaha Budidaya Rumput faut Ha / Tahun 100.000,-
- Usaha Budidaya fkan Laut :
- Karamba Jaring Apung Kantong/Tahun 20.000,-
- Karamba Tancap Kantong/tahun 20.000,-
- Usaha Pembenihan lkan M2 / Tahun 5.000,-
Surat lzin Kapal pengangkut tkan {SIKP1) c...oovrrceieeiieinenieeee e Rp. 20.000/GT
Surat lzin Pembelian dan pengumpulan lkan (SIPP) ....ccccoeeveennnen. Rp. 100.000/tahun
Surat kelayakan Pengolahan tkan (SKP1) .....cocvvvieeie e Rp. 50.000/unit
BAB Vi

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.

1)
(2)
B3)

(2)
(1)
()
3)
(4)

(1)

(2)
(3)

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETR{BUSI

Pasal 39

Pemunguten retribusi tidak dapat ciborengkan.
Retritusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dciiumen lain yang dipersamakan.
Dokumer lain yang dipersainakan sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,
kupon dan kartu langganan.
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasai 40
Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sasuai
dengan yang ditentukan dengan menggunaka SKRD.
Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan
Retribusi Daerah harus disator ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau cdalam
waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 41
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk
mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diberikan tanda bukti
pembayaran.
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

i8
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BAB Xi
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 43
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan

STRD.

{2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh
tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yanrg
sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Tata cara penagihan dan pencabutan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksznaan penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xii
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 45
{1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
{2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
{3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB X1l
SANKSI ADMIN!STRASI

Pasal 45
Dalam hai wajib retricusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XiV
TAYA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 47

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

{2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa :ndonesia dengan jelas disertai alasan-alasan
yeng jelas,

{3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.

. . . 19
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Pasal 48

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum
bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasar sampai
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasai 50

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksi:d pada ayat (1)
diberikan dengan mempearhatikan kemampuan wajib retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVi
PENGEMBALIAN KELEBiHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pesngembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam: jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XVii

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 52

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bdupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudzh kedaluwzrsa sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1).

Tata cara perghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dergan Peraturzin
Bupati.

BAB XVill
PEMBUXUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 54
Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerzh dalam rangka nielaksanakan peraturan perundang-undangan.
Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperslihatkan dan/atau meminjamkan buku atzu catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen [ain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

d.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerzh;

merninta keterangan dan bahar: bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen !ain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peiaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan/atau rnelarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penvidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undarg-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali
jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.
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BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 20 Tahun 1998 tentang lzin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2007 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 143},

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 149);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Usaha
Angkutan dan lzin Trayek {Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 136).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
Pada tanggal, 07 November 2011

BUPATI SUMEA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, 07 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
UMBU HAMAKONDA
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TiMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
uMuM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus
menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan
Tertentu ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi
daerah guna meringkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting
untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka
mencapai kesejahteraan dan kXemakmurar: rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini
diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi.

Pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu agar dapat memenuhi asas-asas keadilan,
kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan vang memudahkan Wajib
Retribusi dalam membayar retribusi perizinan tertentu, makz dipandang perlu menetapkar:
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jetas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasai 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
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Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Passl 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasai 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
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Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasa! 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 6C

Cukup jelas
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